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Vii

ABSTRAK

Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklaf@ntai Utara Jakarta yang
dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Daskurhuuntuk melaksanakan
reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tala8b entang Reklamasi Pantai
Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tah@h thtang Penyelenggaraan
Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Panta (Rantura) Jakarta. Atas
tanah hasil reklamasi terdapat persoalan yaituitvegen pengaturan pemberian hak
atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantaiegrth yang dilakukan oleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga? Bagaimandaftaran hak atas
tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakgeing dilakukan oleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Peraturan Ré&helomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah?Penulis meneliti masatabbut dengan menggunakan
metode penelitian normatif dengan menggunakan yiatg diperoleh dari lapangan
sebagai pelengkap. Data penelitian menunjukkan &aberdasarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanoNasNomor 3 Tahun 1999
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pdam#teputusan Pemberian
hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Nefygraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatea Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak PengeloRidak ketiga dapat
memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi dari iB&datanahan Nasional (BPN)
dengan meminta Surat Penunjukan Pelaksanaan (S&P)persetujuan tertulis
ataupun rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Aertebih dahulu. Hak atas
Tanah yang telah diberikan harus didaftarkan padatd¢ Pertanahan Kotamadya
Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu 8)(bglan terhitung sejak tanggal
Keputusan Pemberian Hak dibuat, dengan melampiB&di Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkah #lantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan yang wilayahnya meliputi letadatayang dimohon.

Kata Kunci : Pemberian Hak Atas Tanah, Tanah Rektam
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viii

ABSTRACT

The reclamation of The North Coast Jakarta by Pibd2egunan Jaya Ancol is
caused by the limitation of land. The base of #he to do this reclamation is the
Presidential Decision Number 52 Year 1995 aboutaneation of The North Coast
Jakarta dan Regional Regulation Number 8 Year 18B86ut Coordination of
Reclamation and the plan of layout region. The N&bast (PANTURA) Jakarta.
However, there is a cause for a new problem, whidiow to set or limit the third
party rights for the reclaimed land? How to regishe land title of The North Coast
Jakarta that is reclaimed by PT Pembangunan Jagal Aased on the government
law Government Regulation Number 24 Year 1997 ogistetion of Land? The
writer studied this problem with normative researmbthod with the data gained
from the field reports as the support. The resedath show that under the law of
Agrarian State Minister Regulation/Head of Natiokaid agency Number 3 Year
1999 on Delegation Authority of distribution andnhcallation of Decision in giving
land title of state landnd Agrarian State Minister Regulation/Head of blai land
agency Number 9 Year 1999 on Ways of distributioa eancellation State Land and
Land Under Right of Management. The third party gt their land rights from
reclaimation from National land agency (BPN) byuesting a letter “SPP” and a
written approval or recommendation from PT Pembaagulaya Ancol in advance.
Land Title which was given have to register in Muipal Land Office North Jakarta
at least in 3 months since the date decision aftgrg land was made, by attaching
the receipt of Acquisition Duty of Right of LanddBuilding (BPHTB) which was
issued by Land and Building Tax Office where thedlés located.

Key Words : Granting Land Title, Reclamation Land
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan tanah sekarang ini semakin meninghkagy ditandai
dengan bertambahnya jumlah penduduk, badan usahg galirikan, dan
kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tamdtagsi karunia Tuhan
merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang diperlukagh ainanusia sebagai
penunjang kehidupannya, seperti pangan, sandanganpabisnis, industri,
rekreasi, pendidikan, bahkan sampai pemakaman. igomd menjadi bukti
bahwa tanah mempunyai peran yang besar bagi kedindopasyarakat. Dengan
bertambahnya penduduk menyebabkan kebutuhan akah taenjadi bertambah
pula, padahal ketersediaan tanah secara turun densifatnya tetap. Bahkan
untuk beberapa wilayah, ketersediaan akan tanafhujbsrkurang karena faktor
bencana alam seperti tsunami, ataupun abrasi. dkesgiimbangan antara
persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhartaaia@h yang tidak terbatas,
menyebabkan alternatif pengembangan metropolittainsenelakukan ke arah
daratan juga melakukan ke arah perairan pantai gemgan cara reklamasi.

Istilah Reklamasi merupakan turunan dari istilalahdsa Inggris
reclamationyang berasal dari kataclaim yang berarti mengambil kembali.
Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istiledclaimatau reklamasi juga dipakai di
dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidakinzer@tau kurang berguna
menjadi berguna kembali atau lebih berglinddapun pengertian reklamasi
menurut Widi Agus Pratikno merupakan perluasan atagerairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan riil penimbunan gengurukarf.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhanadigph tanah
menimbulkan berbagai konflik/ sengketa, baik amarorangan maupun suatu
kelompok terkait. Secara umum, sengketa tersebatuikarena adanyataim’

kepemilikan hak atas tanah ataupun penguasaantaskamah di mana masing-

! Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tafidkarta : PT Rajagrafindo
Persada, 2008), hal 341.

2 Widi Agus PratiknoPlanning fasilitas Pantai & LayBPSE Yogyakarta 1997, hal 4.
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masing pihak yang bersengketa merasa paling berdtaks tanah yang
dipersengketakan. Oleh karena itu, dibutuhkan jamikepastian hukum dan
kepastian pemegang hak atas tanah tersebut suppgh melindungi pemegang
hak atas tanah terhadap gangguan-gangguan baikesdama warga maupun dari
penguasa sekalipun. Kepemilikan hak atas tanah gdagukan dengan upaya
permohonan hak tentunya akan memiliki kekuatan ibykihg lebih kuat,
dibandingkan kepemilikan yang didasarkan warisrtueimurun maupun transaksi
antar anggota masyarakat

Bagi tanah reklamasi yang merupakan tanah neghapat diberikan
dengan suatu hak atas tanah kepada pihak lain.d?embhak atas tanah negara
kepada seseorang ataupun badan hukum, tidak beegpaskan hak menguasai
dari negara atas tanah yang bersangkutan. Tansébtérmasih tetap berada
dalam penguasaan negara namun kewenangan negasa tatah yang
bersangkutan menjadi terbatas. Hal ini berarti,areegidak akan mengganggu
penguasaan dan penggunaan tanah yang telah dibesikatu hak kepada
seseorang ataupun badan hukum.

Di Indonesia, pemberian hak atas tanah telah d@&ir negara. Hal ini
telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 194%al B& ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungldidnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besmikkeuran rakyat’

Atas dasar ketentuan konstitusi tersebut diataggara wajib
mengupayakan kemakmuran kepada rakyat dengan mesnpanguasaan tanah
secara berlebihan serta mempermudah prosedur nekdapya. Adapun
prosedur serta pembatasannya diatur dengan pergiearandang-undangan yang
berada dibawahnya sehingga diharapkan penggunaategamilikkan atas tanah

berjalan dengan tertib.

% Eko Yulian Isnur,Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tar(¥ogyakarta :
Pustaka Yustisia, 2008), hal 18

* IndonesiaUndang-undang Dasar 1946embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 1% Pasal 33.
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Perumusan mengenai Pemberian hak atas tanah uh&agal 1 ayat (5)
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanaRatlan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pembeltan Pembatalan
Keputusan Pemberian hak atas tanah negara adalatapan pemerintah yang
memberikan suatu hak atas tanah negara, termaspinp@ngan jangka waktu
hak dan pembaharuan hak.

Reklamasi atas Pantai Utara (Pantura) Jakartapakan salah satu kasus
yang membutuhkan jaminan kepastian hukum terutasragenai hak atas tanah
yang diperoleh. Reklamasi sendiri maksudnya adatabk memanfaatkan lahan
yang tidak berguna menjadi lahan yang berguna

Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara (Pantakegrtd dilaksanakan
sebagai perluasan wilayah pada umumnya, wilayatwrtdakltara pada khususnya.
Penataan kawasan daratan Pantai Utara (Pantura@grtalalliarahkan bagi
terwujudnya tanah hasil reklamasi siap bangun damgmfaatannya sesuai
dengan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Khususotibuwakarta, yang
dijabarkan dalam Rencana terinci kota yang diteiaplleh Gubernur Kepala
Daerah Ibukota Jakarta. Dengan penataan terpada, akan dihasilkan kawasan
daratan Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang bérpasa dan berdaya guna,
peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan,stslen daerah bangunan
bersejaran dan kelancaran lalu lintas, serta pkatag fungsi sistem
pengendalian banjir. Yang dimaksud dengan Pantalabhdperbatasan antara
daratan dan lautan atau wilayah-wilayah lain yamgtutup massa air,
karakteristiknya sebagian dipengaruhi oleh massayaig menyinggungny?.
Pantai juga dapat diartikan sebagai bagian dayetag bertemu dengan 13ut

Kewenangan untuk melaksanakan Reklamasi Pantaia Ufgantura)
Jakarta oleh pemerintah daerah daerah khusus #bukéarta ini didasarkan atas

kewenangan hukum berupa Keputusan Presiden (Kgppogsor 52 tahun 1995

® Nur Yuwono, ‘Struktur Pelindung Lahan Reklam3silakalah, Pada Seminar Coastal
Reclamation’96 (Jakarta : Pusat Pelatihan MBT,1996), hal. 3,

®Save M Dagun,Kamus Besar lImu Pengetahya@Jakarta : Lembaga Pengkajian
Kebudayaan Nusantara (LPKN), 1997), hal 775.

" Badudu-ZainKamus Umum Bahasa Indonesfaakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),
hal 997.
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tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, PeratuaanaD (Perda) Nomor 8 tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan RenkalmaRuang Kawasan
Pantai Utara (Pantura) Jakarta, serta Surat Kepot@ubernur DKI Jakarta
Nomor 972 tahun 1995 tentang Pembentukan, Organdsas Tata Kerja Badan
Pelaksana Reklamasi Pantai Utara (Pantura). Dalaratifan Daerah (Perda)
Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Rekiad@as Rencana Tata
Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta, aflikat bahwa

penyelenggaraan reklamasi merupakan kegiatan reklanyang meliputi

perencanaan, pelaksanaan (termasuk pengawasan), pelagelolaan hasil

reklamasi.

Sedangkan, wewenang pemberian hak atas tanah aNeégeur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanaRelan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pembealgan Pembatalan
Keputusan Pemberian hak atas tanah negara, damuf@araMenteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional NomoglSuii 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negardak Pengelolaan

Untuk menyelenggarakan reklamasi pantai (Pantaiearth), terdapat
beberapa prosedur yang harus diperhatikan yaituspbaan atau badan hukum
mengajukan permohonan pemberian izin penimbunatap&apada Gubernur/
Kepala Daerah Propinsi di wilayah daerah dimandane&si pantai tersebut
dengan melampirkan atau memenuhi syarat-syaraiaaaia yaitu :

a. Menyusun "site plan" rencana penimbunan pantai @aengeminta
persetujuan Walikota/ Bupati setempat

b. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

C. Adanya lIzin Lokasi, 1zin Lingkungan, Izin Reklamasi

Penataan ruang dalam rangka mengatur pemanfaadag herdasarkan
besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasilitas ruang, dan estetika
lingkungan yang mana sesuai dengan Undang-UndamgoN@6 tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Penataan ruang melipuig aratan, ruang lautan,
ruang udara beserta sumber daya alam yang terkgndiunalamnya sejalan
dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomotalizn 1995 tentang

Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu untuk mengegitan kawasan Pantai
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Utara Jakarta, disusun rencana tata ruang kawasatad dan ruang lautan yang
diukur dari garis Pantai Utara (Pantura) Jakartarsetegak lurus ke arah laut
sampai garis yang menghubungkan titik-titik terlugang menunjukkan
kedalaman laut 8 meter.

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 tah@b Beklamasi
Pantai Utara Jakarta ditekankan bahwa wewenang tdaggung jawab
penyelenggaraan Reklamasi Kawasan Pantai Utaratddlerada pada Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Dalam ranglemyelenggarakan
Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Gubdfepala Daerah Khusus Ibu
kota Jakarta akan membentuk sebuah Badan Pelajaagalibentuk berdasarkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotartiiNomor 972 tahun
1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KBgdan Pelaksana

Reklamasi Pantai Utara Jakarta mempunyai tugasvda@nang, antara lain :

a. menyelenggarakan reklamasi
b. mengelola tanah hasil reklamasi, dan
C. mengkoordinasikan penataan kembali kawasan darBtmai Utara

(Pantura) Jakarta.
Selain mempunyai tugas, Badan Pelaksana yang dibbeetdasarkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta N@W@rtahun 1995 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaleklamasi Pantai Utara
Jakarta mempunyai fungsi :
a. menyusun program pelaksanaan pengembangan kawasdai RJtara
(Pantura) Jakarta
b. menyusun perencanaan reklamasi Pantai Utara (Ranfiakarta dan

penataan kembali daratan Pantai Utara (Panturajtaak

C. mengkoordinasikan proses perizinan reklamasi Padtara (Pantura)
Jakarta
d. menyelenggarakan pelaksanaan reklamasi Pantai (Rardura) Jakarta,

memprogramkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaaatgzen daerah

Pantai Utara (Pantura) Jakarta
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e. melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalangka
penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara (Pantukajtdadan pengelolaan
hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta

f. monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reklam@antai Utara
(Pantura) Jakarta dan pengelolaan hasil reklamasiaPUtara (Pantura)
Jakarta

g. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan ngale
penyelenggaraan reklamasi dan pengelolaan hasimeki Pantai Utara
(Pantura) Jakarta.

Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, uhatetukan kerja
sama dengan pihak lain, yang mana dalam hal inaB&®laksana dapat bekerja
sama dengan pihak pengembadgvelopey untuk melakukan pengembangan di
atas tanah hasil reklamasi.

Tetapi sayangnya proyek reklamasi Pantai Utasmt(fPa) Jakarta dinilai
kurang memperhatikan kelestarian lingkungan terinammpak ataupun akibat
yang ditimbulkan terhadap lingkungan, terbukti demgerjadinya banjir di
Jakarta yang diakibatkan kurangnya daerah resapaataapun fungsi daerah
tampungan. Dengan sistem folder, Kawasan Pantaa((feantura) Jakarta dalam
hal ini kawasan Ancol memang bebas banjir, tetaayah di luar kawasan
Ancol yang terkena dampaknya, yaitu banjir. Seharaspihak pengembang
(developey menerapkan juga system folder bagi kawasan ditaselareal
reklamasi. Selain itu, penanaman hutan bakau diyatinya dan pemberian lahan
alternatif juga seharusnya diberikan oleh pihakgeembang develope) sehingga
perkampungan nelayan dapat dikembalikan pada fuygssebagai daerah
resapan air dan hutan bakau.

Adapun penilaian dari kalangan aktivitas lingkumgadi antaranya
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, yang m&igm bahwa fakta di
lapangan menunjukkan reklamasi yang sudah dilakutidak memecahkan
persoalan lingkungan, khususnya dalam upaya mesigatacana banjir. Selain

itu, Reklamasi Pantai Utara Jakarta berjalan seddim hanya memperhitungkan

8 Yanuar Jatnika, ‘Reklamasi Pantai Jakarta Peny&aatjir', Jurnal Nasional Rabu 6
Februari 2008, hal 1.
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kepentingan kelompok tertentu. Serta, tidak adg®yg/esuaian proyek reklamasi
Pantai Utara Jakarta dengan pengembangan lingkudigaekitarnya sekaligus
mengabaikan rasa solidaritas sosial, bahkan bahdountuk penyelenggaraan
reklamasi akan mengakibatkan hancurnya ekosistebawah laut. Oleh karena
itu, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akaelakukan desain ulang
terhadap sejumlah proyek reklamasi pantai yandgkukian di seluruh kawasan
ibukota dalam rangka menyelaraskan kenaikan peramuéa laut dengan kondisi
lingkungan untuk mencegah terjadinya barflengkajian ulang itu dilakukan
terhadap empat kawasan reklamasi di Jakarta. Kam&ssebut, salah satunya
ialah kawasan Ancol, dan kawasan lainnya sepertuggan kawasan di Koja,
kawasan Pantai Mutiara, dan Kawasan Pantai Indplka

PT. Pembangunan Jaya Ancol selaku pihak pengemkdexelopey
dalam melakukan reklamasi tentunya telah mempukeaienangan hukum dan
memperoleh izin penyelenggaraan Reklamasi PantaraU{Pantura) Jakarta
dikeluarkan berdasarkan tata kota yang ada, daa glisertai dengan analisis
dampak lingkungan (AMDAL). Selain itu, pelaksandgeklamasi Pantai Utara
Jakarta juga dilakukan secara bertahap, sehinggadjrasakan adanya dampak
yang negatif terhadap lingkungan, maka Pemerintadviisi (Pemprov) DKI
Jakarta akan menghentikan proyek tersebut.

Pada kenyataannya, proyek reklamasi telah bérthasiesaikan oleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak pengembdegel¢pey. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa proyek reklamasidak menimbulkan adanya
dampak negatif terhadap lingkungan.

Mengenai tanah hasil reklamasi Pantai Utara Jaké&etdapat persoalan
yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini yaitingenai pengaturan pemberian
hak atas tanah hasil reklamasi pantai yang dilakwateh PT. Pembangunan Jaya
Ancol kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, adanytide&jelasan mengenai hak
atas tanah hasil reklamasi yang didapat oleh pkeiga. Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta akan mendapatkan hak atas tanah helsibmasi berupa Hak

Pengelolaan, sedangkan pihak pengembaseye{opey dalam hal ini PT.

° Anonim, ‘Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dikaji i4fa Suara Pembarugnjumat 16
Februari 2007,hal 1.
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Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak yang mere&ilaskan mendapatkan
hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuatals tdengan judul
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
HASIL REKLAMASI PANTAI UTARA (PANTURA) JAKARTA OLEH PT.
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL KEPADA PIHAK KETIGA

B. PERMASALAHAN
Dengan mengacu kepada latar belakang tersebuatadi, diperoleh

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemberian hak atas tanahrekkimasi Pantai
Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT.dR@&gunan Jaya Ancol
kepada pihak ketiga?

2. Bagaimana pendaftaran hak atas tanah hasil reklaPastai Utara
(Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembargulaya Ancol
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahury 18ftang

Pendaftaran Tanah?

C. METODE PENELITIAN

Dengan melihat perumusan masalah dan tujuan $edganaan dari
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bergekelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif atau kepustakagaifu penulis akan
menggunakan bahan yang berasal dari bahan-bahtakpysng telah ada untuk
membahas dan menganalisis permasalahan hukum.p€ipelitian ini bersifat
deskriptif analisis yang berarti penelitian terhadauatu permasalahan dengan
menganalisis dan menyajikan fakta secara sisteragtk lebih mudah dipahami

dan disimpulkaff.

19 M. Syamsudin,Operasionalisasi Penelitian Hukyn{Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2007), hal. 100.
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Data-data yang digunakan dalam penelitian ini jpeata sekunder, yaitu

data yang diperoleh langsung melalui penelusurarpudtakaan atau

dokumentast. Adapun bahan hukum yang dipakai berupa :

a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dipéralari peraturan
perundang-undangan yang dalam penelitian ini, rieddiri : Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Das&okRpokok
Agraria, Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 199%aten reklamasi
pantai utara Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 8ntdl@95 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata RuangsKa Pantai
Utara (Pantura) Jakarta, Peraturan Menteri Neggrari/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentangmpalian
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Rembek atas
tanah negara, dan Peraturan Menteri Negara Agr&ié&pala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cata Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Fémae| Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafiaaaah.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dageshberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dgierdari sumber
berupa: buku, koran, majalah, dan sebagainya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapatnimerikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekwaaey diperoleh
dari sumber berupa: Kamus Hukum, Kamus Umum Bahlmakmesia dan
sebagainya.

Tetapi, penelitian ini juga menggunakan data prirgaitu data yang

diperoleh dari lapangan berdasarkan fakta yangngegsihnya terjadi sebagai

bahan pelengkap. Hal ini dilakukan dengan mengadakawancara secara

langsung dengan para pihak yang terkait.

Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara stigdaka atau dokumen,

dan dukung dengan data yang diperoleh dari lapasefamgai bahan pelengkap

' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudpenelitan Hukum Normatif(Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 1985), hal. 12.

12\. SyamsudinQp. Cit, hal. 99
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Sedangkan dalam pengolahan data, penulis akan mgamiggasikan data secara
rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.

Adapun Metode analisis data yang digunakan yaitalitatif yang
bertujuan untuk menghasilkan data sesuai denganyapg dinyatakan oleh
informan secara lisan ataupun tertulis, serta untakgerti atau memahami gejala
yang diteliti®,

Dalam menganalisis dan mengkonstruksi data, eakhn menganalisis
fakta-fakta yang relevan dengan norma hukum ya#ogdn mengidentifikasi
fakta-fakta hukum. setelah itu, penulis akan medtaku pemeriksaan atau
penemuan perundang-undangan untuk menemukan k&oespp hukum.
Langkah yang terakhir yaitu menerapkan norma yaflahtditemukan pada fakta

hukum.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini disajikan telebih dahdkengan tujuan untuk
memberikan gambaran secara garis besar tentangyap@ akan penulis
kemukakan dalam setiap bab. Sistematika penulisaterdiri dari 3 (tiga) bab,
yaitu Bab Pertama akan diuraikan mengenai lataakibelg permasalahan,
permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, gleaakonseptual, metode
penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab Kedua terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Isalb pertama akan
diuraikan tentang macam-macam hak atas tanah,ctata memperoleh tanah,
permohonan hak atas tanah, pemberian hak atas, tastdnsi yang berwenang
untuk memberikan hak atas tanah, pendaftaran taBab. bab kedua akan
diuraikan secara umum data hasil penelitian. Datagydiuraikan adalah hasil
penelusuran lapangan maupun hasil wawancara deptek terkait dalam
proyek reklamasi pantai Ancol yang akan mengganamakondisi sebenarnya,
mengenai tata cara permohonan hak atas tanah halddmasi pantai,
diberikannya surat keputusan pemberian hak ataghthasil reklamasi, sampai
dengan lahirnya hak atas tanah dan diterbitkaneyidpikat, serta syarat-syarat

ataupun kewajiban penerima hak atas tanah,. Dalarbab ketiga akan diuraikan

¥Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukuma(tik Universitas Indonesia Press,
1986), hal. 32.
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permasalahan dengan menganalisis data hasil panelinengenai proses
pemberian hak atas tanah hasil reklamasi oleh @fbBngunan Jaya Ancol.

Bab Ketiga merupakan penutup, yang terdiri dariirkpalan yang
merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkifpdraditian dan andlisis,
serta saran yang merupakan solusi alternatif atasldta yang masih terjadi di

dalam masyarakat.
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BAB I
TINJAUAN YURIDISTERHADAP PEMBERIAN HAK ATASTANAH
HASIL REKLAMASI PANTAI UTARA (PANTURA) JAKARTA OLEH
PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL KEPADA PIHAK KETIGA

21 Teori Umum

2.1.1 Macam-M acam Hak Atas Tanah Primer
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diat@nd&asal 4 ayat 1
Undang-Undang Pokok Agraria yaitu :

"Atas dasar hak menguasai dari negara atas tarmyaieyang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam halpetaukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepadadgmamyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengam-orang lain serta
badan-badan hukurt”

Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang umemapergunakan

tanah yang bersangkutan, demikian juga tubuh bamiair serta ruang yang ada
di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingarg ytangsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas uhéimoiang-Undang Pokok
Agraria dan peraturan-peraturan hukum yang lebigit

Dengan demikian, dapat dikatakan Hak atas tanabkubmber dari hak
menguasai dari negara atas tanah dapat diberik@dagoerseorangan baik warga
negara Indonesia maupun warga negara asing, sgkekoonang secara bersama-
sama, dan badan hukum baik badan hukum privat nmabadan hukum publik.
Semua hak-hak atas tanah dibagi habis sesuai defgagsinya demi
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Seodikno Mertokusumo, wewenang yang dipunieh pemegang
hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjgditd® :

1. Wewenang umum
Wewenang yang bersifat umum dalam hal ini berath@gang hak atas
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanatery@asuk juga
tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasriyadse diperlukan untuk

% IndonesiaUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratiasar Pokok-pokok
Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal®%0 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043PRasal 4 ayat 1

> Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraridakarta : Karunika Universitas
Terbuka, 1988), hal 45.
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kepentingan yang langsung berhubungan dengan peaggutanah itu

dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor &ntdB60 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peratuesatpran hukum lain
yang lebih tinggi.

Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus dalam hal ini bemathegang hak atas
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanadestai dengan
macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang paala kkbak Milik dapat

digunakan untuk kepentingan pertanian dan/ ataudmkan bangunan,

wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan yaitu meagguaranah hanya
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atashtayang bukan

miliknya, dan wewenang pada tanah Hak Guna Usaita ygenggunakan
tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bigarignian, perikanan,
peternakan, atau perkebunan.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal Fagal 53 Undang-

Undang Pokok Agraria, dapat dikelompokkan menjadig@am, yaitu :

a.

Hak atas tanah sesuai dengan konsep Undang-Undé&og Rgraria

Yaitu hak-hak atas tanah yang ada selama Undang#dgnBokok Agraria

masih berlaku atau belum dicabut dengan undangagndang baru.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milikg Bana Usaha, Hak

Guna bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangufak, Membuka

Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalakiu yang singkat

hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akanlagi atau akan

dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pesaer dan hak-hak

atas tanah tersebut sesungguhnya bertentangan ndé&egentuan dalam

pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaagyatakan bahwa :
"Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai seba#tatas tanah
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakannagsugusahakannya
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cararpsan”

Macam hak atas tanah yang bersifat sementara attd&hGadai, Hak

Usaha Bagi Hasil (Perpanjangan Bagi Hasil), Hak iwepang, dan Hak

Sewa Tanah Pertanian.

Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutanbdiselalam rangkaian

hak-hak atas tanah untuk menyelaraskan dengaisuatman hak-hak atas tanah
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dalam hukum adat. Hak-hak tersebut bukan hak ateghtdalam arti sebenarnya
karena tidak memberi wewenang kepada pemegang aakwrtyk menggunakan
tanah ataupun mengambil manfaat dari tanah yahgkuiya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pdkgiaria, melainkan
merupakan pengejawantahan dari hak ulayat dalamungaim para warga
masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengaln tdangatnya. Tetapi untuk
menyesuaikan dengan sistematika hukum adat, keakidgehsebut dicantumkan
juga dalam hak atas tanabh.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 1&gal B3 Undang-Undang
Pokok Agraria tidak bersifat limitatif, artinya disiping hak-hak atas tanah yang
disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dgkunkan lahirnya hak
atas tanah baru yang diatur secara khusus dengangrsundang.

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedalemadi 2 kelompok,
yaitu:

a) Hak atas tanah yang bersifat primer

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah ney@@am hak atas tanah

ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Baran Atas Tanah

Negara, Hak Pakai Atas Tanah Negara.

b) Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pésak Macam hak atas

tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Haigdélolaan, Hak

Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai Afemnah Hak

Pengelolaan, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Halw&entuk Bangunan,

Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, [dak Sewa Tanah

Pertanian.

Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan 4 (empai$ jeak Atas tanah untuk
keperluan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. KJrkeperluan pribadi

perorangan warga Negara Indonesia adalah Hak Miangkan untuk keperluan
usaha adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna BangunanHBlarPakai. Hak Pakai

dapat pula digunakan untuk keperluan khusus.

1. Hak Milik
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adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuiy yapat dipunyai oleh

orang atas tanah dengan mengingat ketentuan daksal B Undang-

Undang Pokok Agraria yang mengandung fungsi sosial.

Arti kata "turun temurun berarti dapat dikuasanahnya secara terus

menerus dan akan beralih karena hukum kepada ahknya. "terkuat dan

terpenuh” berarti penguasaan tanahnya tidak tesguitus dan kewenangan
pemilik untuk memakai tanahnya untuk diusahakan puau untuk
keperluan membangun sesuatu selama peruntukamganaklum dibatasi
menurut RTRW yang berlaku.

Sifat yang dimiliki oleh Hak Milik membedakannyiengan hak-hak
lainnya, antara lain :

a) Hak Milik hanya khusus untuk perorangan yang mergaun
kewarganegaraan Indonesia saja seperti yang dkayatialam Pasal 21
ayat 1 dan 4 Undang-Undang Pokok Agraria.

b) Hak Milik dapat beralih (karena hukum) atau diaéihk (karena
pemindahan hak) kepada pihak lain dan dapat dibélaénbaru dengan
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usalga Hasil
maupun Hak Menumpang (Pasal 20 dan 24 Undang-Un@&arkgk
Agraria)

c) Dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan bdiie Hak
Tanggungan (Pasal 25 Undang-Undang Pokok Agraria)

d) Dapat diwakafkan

e) Hak Milik wajib didaftarkan dan mempunyai sertipikeebagai tanda
bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 \grAdadang
Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2d4na®97 tentang
Pendaftaran Tanah

Hak Guna Usaha

Memberikan wewenang untuk menggunakan tanahnya yangsung

dikuasai Negara untuk usaha pertanian, yaitu peraat perikanan, dan

peternakan selama jangka waktu tertentu, yaitu &&wurt dan untuk
perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih larpatdhberikan waktu

paling lama 35 tahun. Hak Guna Usaha dapat dipgmpardengan waktu
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paling lama 25 tahun dan jika tanahnya masih digari dapat diperbaharui
haknya vyaitu diberikan kembali selama 35 tahun. aBgklan untuk
perusahaan dalam rangka penanaman modal dapaikdibeekaligus 95
tahun, hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 Peraté@merintah Nomor 40
tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangdiaa Hak Pakai
Atas Tanah. Hak Guna Usaha dapat diberikan kepadagdVNegara
Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurkiuhulindonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Bangunan

Yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangureamgbinan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktlingalama 30 tahun.
Tetapi atas permintaan pemegang hak dan adanyal@apserta keadaan
bangunan-bangunannya, jangka waktu dapat dipem@nj@ngan waktu
paling lama 20 tahun dan jika masih diperlukan tapperbaharui hak
tersebut. Untuk perusahaan dalam rangka penanamaal nlapat diberikan
sekaligus 95 tahun, hal ini dinyatakan dalam P2a8&Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Haka@amgunan, dan
Hak Pakai Atas Tanah. Hak Guna Bangunan dapatikisimekepada Warga
Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan umgnhukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Yang dapat menjadi subjek Hak Guna Bangunan yaAftnga Negara
Indonesia atau badan hukum yang didirikan menuktiim Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan petaieruntuk tanah
yang dikuasai langsung oleh negara, dan perjaypany berbentuk otentik
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pijlakg akan
memperoleh Hak Guna Bangunan yang bermaksud melikambihak
tersebut untuk tanah milik. Hak Guna Bangunan hakarena jangka
waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka wayduberakhir karena
sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh gange haknya sebelum

jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingarum, diterlantarkan,
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tanahnya musnah, ketentuan dalam Pasal 36 ayatlangriJndang Pokok
Agraria.

Hak Pakai

Yaitu hak untuk menggunakan dan/ atau memungut das tanah yang

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik gotaim, yang memberi

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam kepatgpemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atamdadgjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa meayetau perjanjian

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak l@argamt dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yengntu atau selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertatdu dengan cuma-
cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa bapapan. Pemberian
hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yammngandung unsur-unsur
pemerasan.

Yang dapat memiliki hak pakai atas tanah yaitu ¢aamNegara
Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indankeadan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkeduduBamndonesia, dan
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan dirledia.

Hak pakai atas tanah yang dikuasai oleh negarat dhpbhkan kepada
pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. isgdm hak pakai atas
tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak, lgka dimungkinkan

dalam perjanjian yang bersangkutan.

Adapun keperluan dari Hak Atas Tanah tersebut loedbeda, yaitu :

1.

Hak Milik

Untuk keperluan pribadi Warganegara Indonesia yahgnggal
kewarganegaraannya. Kriterianya :

a) Luasnya dibatasi

b) Jangka Waktunya tidak terbatas dan bersifat tieomutun

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai

Untuk keperluan kegiatan usaha (bisnis). Kritgré&an

a) Luasnya menurut keperluan proyeknya
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b) Jangka waktunya dibatasi

Hak Pakai dan Hak Pengelolaan (HPL)

Untuk keperluan instansi pemerintah, pemerintalrataedepartemen, dan

lembaga non departemen. Kriterianya :

a) Luasnya menurut keperluannya

b) Jangka waktunya tidak terbatas

Hak Pakai : untuk keperluan pelaksanaan tugaduzasnya

Hak Pengelolaan : untuk keperluan kegiatan usaha mplaksanaan

tugasnya

Hak Pakai

Untuk keperluan khusus bagi, kegiatan keagamaamjatiee sosial,

perwakilan negara asing (rumah kediaman Kepala #&dlam dan

Kantornya), Badan-badan Organisasi Internasiondgtetanya :

a) Luasnya menurut keperluannya, hal ini dikarenakatulu kegiatan
usaha

b) Jangka waktunya tidak terbatas

c) Tidak dapat diperjualbelikan maupun dijadikan jaamipelunasan utang

2.1.2 Tata Cara Memperoleh Tanah

Hukum Tanah Nasional (HTN) menyediakan berbagaia cantuk

memperoleh tanah yang diperlukan baik untuk keperlpribadi maupun untuk

keperluan kegiatan usaha (bisnis) dan pembangunan.

a)
b)

c)

d)

Status tanah yang tersedia adalah :

Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuashirmdgara

Tanah Hak Pengelolaan, yaitu menyediakan tanahafdoggiannya) bagi
keperluan pihak lain

Tanah Hak Milik, yaitu tanah hak yang dapat digamaksendiri oleh
pemiliknya atau digunakan oleh pihak lain, ataurdlphkan haknya kepada
pihak lain,

Tanah hak lainnya, yaitu Hak Guna Usaha, Hak GuaragBnan, atau Hak
Pakai
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Cara memperoleh tanah tergantung pada status tgara tersedia, jika
yang tersedia tanah Negara atau tanah Hak Pengelal@aaka dapat diperoleh
melalui tata cara permohonan hak dan apabila memepersyaratan yang
ditetapkan dapat ditindaklanjuti dengan pemberiak $ebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanaRatlan Nasional Nomor 9
Tahun 1999.

Jika tanah yang tersedia tanah hak, dapat diganigkeh dari satu cara.
Apabila yang tersedia tanah Hak Milik, pemilik tardapat memberikan hak baru
kepada pihak lain sebagai pemegang hak baru. Hakybag dapat diberikan atas
tanah non pertanian di perkotaan adalah Hak GumayBean, Hak Pakai, Hak
Sewa (dalam Pasal 44 UUPA disebut : Hak Sewa Banguifan di pedesaan Hak
Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Bekva atas tanah
pertanian.

Dipihak lain, apabila yang tersedia tanah haknginyang berstatus Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakaRalapat diperoleh
melalui pemindahan hak misalnya dalam bentuk jedil tanah, tukar menukar,

hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng).

2.1.3 Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah

Pemberian hak diselenggarakan dalam rangka memaberjaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnyaenen kepemilikan hak atas
tanah. Di Indonesia, pengaturan pemberian hakiatas telah diatur oleh negara.
Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1948l Baayat (3) UUD 1945
yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungldidnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besakkeuran rakyat®

Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dipeakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini terpenuhi dadtbutuhan primer rakyat
Indonesia terhadap tanah dapat dipenuhi. Adapumitkleln rakyat Indonesia

yang primer terhadap tanah, yaitu :

' |ndonesia Undang-undang Dasar 194%.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 1% Pasal 33.
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a) Penyediaan tanah untuk perumahan (Wisma)

b) Penyediaan tanah untuk kegiatan usaha (Karya), diakota maupun di
desa, baik yang dipergunakan pemerintah maupurtawas

c) Penyediaan tanah untuk sarana perhubungan (Marga)

d) Penyediaan tanah untuk sarana rekreasi (suka)

e) Penyediaan tanah untuk pertahanan dan keamanaiatdkedceagamaan,
pendidikan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahdan, lain-lainnya
(Penyempurna).

Dalam konsep Undang-Undang Pokok Agraria, tanalketliruh wilayah
Indonesia bukan milik Negara Republik Indonesia,lam&an milik seluruh
bangsa Indonesia dan pada tingkatan yang palirgitidikuasai oleh Negara
Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaamusetakyat, dimana Negara
bertindak selaku badan penguasa. Ketentuan dalaal Raayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria menyatakan :

“Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaam gang terkandung di

dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuassh ®legara”

Sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) UndangridnBakok Agraria, Hak

menguasai dari negara memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelengarakan peruntukan, peaggu persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa

b.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hwaiara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan h@niara orang-orang
dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dargraagkasa.

Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebesarnya
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesegamerdan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yardgka berdaulat, adil dan
makmur. Dengan demikian, dapat dikatakan Hak mesggudari negara adalah

pelimpahan kewenangan publik dari Hak Bangsa seghinkpnsekuensi dari
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kewenangan tersebut semata-mata hanya bersifatkfjubAdapun kekuasaan

Negara itu meliputi tanah yang sudah dipunyai ordeggan sesuatu hak dan

tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak eleéosang atau pihak lain§ia

Dengan berpedoman pada tujuan tersebut, negard degmaberikan hak atas

tanah kepada seseorang ataupun badan hukum meparuntukan dan

keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usahak suna Bangunan, Hak

Pakai, Hak Pengelolaan.

Pemberian hak atas tanah tersebut dapat dilaksandéngan keputusan
pemberian hak secara individual, kolektif, ataupeocara umum.

Pada dasarnya, Undang-Undang Pokok Agraria juganbmekan
kewenangan kepada negara untuk menguasai dan noatigan tanah diseluruh
wilayah negara. Penguasaan dan pengendalian ditujukituk mengatur dan
mengalokasikan penggunaan, perlindungan, dan peageltanah.

Pemberian hak atas tanah dapat dibedakan menjadi :

a. Pemberian hak secara individual, merupakan penmbé&a& atas sebidang
tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukura Becsama sebagai
penerima hak bersama yang dilakukan dengan satetgmam pemberian
hak.

b. Pemberian hak secara kolektif, merupakan pembéran atas beberapa
bidang tanah masing-masing kepada seseorang dtaalséadan hukum
sebagai penerima hak yang dilakukan dengan sagtguan pemberian hak.

c. Pemberian hak secara umum, merupakan pemberiarathaktanah yang
memenuhi kriteria tertentu yang dilaksanakan melalwatu penetapan
pemberian hak.

Instansi yang diberi pelimpahan kewenangan untuknbeeikan hak atas tanah

hasil reklamasi berdasarkan pada jenis haknya,npéan tanahnya, dan luas

tanah yang dimohonkan sesuatu hak atas tanah sksugan Peraturan Menteri

" Soeprapto,Undang-Undang Pokok Agraria dalam Prakteflakarta : Universitas
Indonesia Press, 1986), hal 26.

'8 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undamgang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaany&Jakarta:Djambatan, 2003), hal. 274.

19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&jak-Hak Atas TanahJakarta : Kencana, 2004),
hal 14.
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Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasionaldl@ Tahun 1999 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalarntusepuPemberian hak

atas tanah negara, yaitu :

a.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya

Memberikan keputusan mengenai pemberian Hak Milik ganah pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)y damberian Hak Milik

atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebhih2d@00 m2 (dua ribu

meter perseqgi), kecuali mengenai tanah bekas Hala Ggaha.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionaliRsb

Memberikan keputusan mengenai pemberian Hak Milik ganah pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)) gamberian Hak Milik

atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih5d@00 m2 (dua ribu

meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberatelgh dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotaanady

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahamNak

Menetapkan pemberian hak atas tanah yang dibes#&es@ra umum. Selain
itu, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanalNasional juga

memberi keputusan mengenai pemberian dan pembdtalaratas tanah
yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepaator Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala dkaRertanahan

Kabupaten/ Kotamadya.

Untuk pemberian hak atas tanah hasil reklamasiasetanggal 4 Februari 2011,

maka instansi yang diberi pelimpahan wewenang nunBeraturan Menteri

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionaldXd Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas TanatKdgrmtan Pendaftaran

Tanah Tertentu, yaitu :

a.

Kepala Kantor Pertanahan

memberikan keputusan mengenai pemberian :

1) Hak Milik
Atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih @&@i000 M2
(duapuluh meter persegi), sedangkan bagi tanahpeaianian yang

luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (duaribu meterspgi)
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2) Hak Guna Bangunan
Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasdgk tebih dari
1.000 M2 ( seribu meter perseqgi), untuk badan huktzs tanah yang
luasnya tidak lebih dari 5.000 M2 (limaribu metargegi), dan Atas
tanah Hak Pengelolaan
3) Hak Pakai
a. Untuk orang perseorangan atas tanah pertaaiam lyasnya tidak
lebih dari 20.000 M2 ( duapuluh ribu meter perseg@dangkan
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak learh 21000 M2
(duaribu meter perseqi)
b. Untuk badan hukum Atas tanah pertanian yangeatdak lebih
dari 20.000 M2 ( duapuluh ribu meter persegi), dan
c. Atas tanah Hak Pengelolaan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
memberikan keputusan mengenai pemberian :
1) Hak Milik
a. Atas tanah pertanian
1. Untuk orang perorangan yang luasnya lebih dari (D.®I2
(duapuluh ribu meter perseqgi)
2. Untuk badan hukum yang luasnya lebih dari 20.000 M2
duapuluh ribu meter persegi)
b. Atas tanah non pertanian yang luasnya lebih 2800 M2 (
duaribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000M2
2) Hak Guna Usaha
Atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000/0@0(satu juta meter
persegi)
3) Hak Guna Bangunan
a. Untuk orang perseorangan atas tanah yang luésinijadari 1.000
M2 (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.842 (limaribu

meter persegi),
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b. Untuk badan hukum Atas tanah yang luasnya lgaih5.000 M2
(limaribu meter persegi) dan tidak lebih dari 7®.0M2
(tujuhpuluh lima ribu meter persegi)

4) Hak Pakai

1. Untuk orang perseorangan atas tanah pertanranlyasnya tidak
lebih dari 20.000 M2 ( duapuluh ribu meter perseg@édangkan
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak da®02vi2 (duaribu
meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M2 (lilbar meter
persegi),

2. Untuk badan hukum Atas tanah pertanian yangheatdak lebih
dari 20.000 M2 ( duapuluh ribu meter persegi), sgilan atas
tanah non pertanian yang luasnya tidak dari 2.0Q0 (Nuaribu
meter persegi) dan tidak lebih dari 25.000 M2 (lima meter
persegi)

c. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Irglane

Menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang dibessk@ara umum, Dan

juga memberikan keputusan mengenai pemberian Hak Aanah yang

dilimpahkan kewenangannya kepada Kanwil Badan Pantn Nasional

atau Kepala Kantor Pertanahan.
Hak atas tanah yang diperoleh karena pemberiandmakataupun terjadi pada
saat dibuatkan Buku Tanah Hak yang bersangkutag glatam hal ini termasuk
dalam kegiatan pendaftaran pertama kali, yaitutdicgnis haknya dan nama
pemegang haknya. Secara yuridis, tanggal lahirakayhng bersangkutan yaitu 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak surat-surat krkaperluan pendaftaran hak yang
bersangkutan dinyatakan lengkap. Kepala seksi fiianda hak akan memberikan
Surat Tanda Terima kepada penerima hak. Apabikk tatidaftarkan, hak atas
tanah tidak akan lahir.

Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tagahallan untuk
memperoleh hak atas tanah, apabila tanah yanglizradalah tanah negara atau
tanah hak pengelolaan.

Permohonan hak adalah cara yang harus digunakarpéagangan, yaitu

orang sebagai individu atau badan hukum untuk mestgle sesuatu hak atas
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tanah negara. Untuk dapat menerima suatu hakaatak tlari tanah negara, satu-
satunya upaya untuk memperoleh hak atas tanah gaitgan cara permohonan
hak. Hal ini juga berlaku terhadap tanah hasilaeidsi, karena tanah tersebut
merupakan tanah negara yang ada karena dilakukg@mgaurukan tanah dengan
menambah tanah sejumlah volume tertentu ke dalain dan daerah pesisir
pantai. Setelah tanah itu jelas wujudnya, pihakgyarelakukan reklamasi dapat
memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pé&headntuk digunakan
sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh retader

Sebelum permohonan hak atas tanah diajukan kepastansi yang
berwenang, ada proses persiapan. Demikian puklakdahirnya hak atas tanah
adanya tindak lanjut yang wajib dilakukan oleh pbom agar memiliki bukti
yang kuat tentang hak atas tanah yang diperolelmayagkaian prosesnya akan
melibatkan tanah yang hak diatasnya dimohon, pemoimstansi yang berhak
menerima permohonan yang berwenang memberi keputustolak atau
dikabulkan permohonannya, dan instansi yang membantuan /pendapat
ataupun yang pertimbangannya diperltfRan

Permohonan hak dilakukan dengan cara pemohon nuagapermohonan
hak dengan mengisi formulir permohonan hak yansetia dengan dilampirkan
surat-surat yang diperlukan mengenai pemohon daat-surat tanah yang
dimohonkan hak atas tanahnya. Surat permohonamnkdimjkepada pejabat yang
berwenang memberikan hak sesuai dengan :
a) Jenis hak yang dimohon
b) Peruntukan tanahnya (tanah pertanian atau nomparja
c) luasnya
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negayparid/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentangnpalan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian lek tahah negara.
Disampaikan kepada pejabat yang berwenang melapald Kantor Pertanahan
yang daerah kerjanya meliputi desa/ kelurahan leaalkhnya. Hal yang sama
juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrdfiepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kengan Pemberian Hak

%0 Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak atas Tafafakarta : Rajawali Pers,
1987), hal. 1.
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Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Teryamig baru berlaku tanggal 4
Februari 2011.

Kepala Kantor Pertanahan akan memeriksa surat-slamat kelengkapan
datanya tentang tanah yang dimohon dan pemohondaam rangka
penyelesaian permohonan, perpanjangan, dan pemibahdak Milik, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara dan EiaggeBlaan, dibentuk
panitia pemeriksaan Tanah A, sedangkan untuk tel@hGuna Usaha, dibentuk
panitia pemeriksaan Tanah B. Dengan bantuan papéraeriksa tanah, baik
panitia A ataupun panitia B, dibuat Berita Acaram@eksaan Tanah. Surat
rekomendasi permohonan hak baik yang dikabulkan pomauyang ditolak,
disampaikan kepada pejabat yang berwenang membdréda Jika permohonan
hak atas tanah dikabulkan, maka penerima hak alearemma Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah (SKPH) yang diterbitkaeholpejabat yang
berwenang dan disampaikan kepada penerima Hak dpal& Kantor Pertanahan
dimana bidang tanah tersebut terlétak

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak AtaghT§8KPH) yang
diterima, penerima Hak memenuhi kewajibannya sehgéa dengan pemberian
hak yaitu :

a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bang@#iTB)
b. Membayar uang pemasukan
c. Mendaftarkan Hak yang bersangkutan di Kantor Pehan (Kabupaten/

Kotamadya)

Setelah dipenuhinya kewajiban oleh penerima Hakkam&epala seksi
pendaftaran tanah akan membukukan hak yang bens@amgalam Buku Tanah
dan mencantumkan nomor urut hak yang bersangkuteldrahan/ Desa letak
tanahnya dan dilampirkan surat ukurnya pada Bukeafaersebut. Surat ukur
dibuat terlebih dulu setelah bidang tanah terseltetapkan batas-batasnya dan
diukur luasnya berdasarkan peta pendaftaran. @aselut akan disalin dalam
salinan Buku Tanah sebagai bagian dari sertipikét dtas tanah bersama surat

ukur.

ZIArie Sukanti HutagalungSerba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan EkonSumt{
Kumpulan Karangan)(Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 1999), hal. 21.
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Kepada pemegang hak juga akan diserahkan settigikng terdiri dari
salinan Buku Tanah dan Surat Ukur sebagai tandai théknya. Setelah
pemegang hak menerima sertipikat, dia berhak mktakperbuatan hukum atas
tanah haknya.

Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri NegararfajrKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelgi@mberian hak atas
tanah adalah penetapan pemerintah yang membeukdun Isak atas tanah negara,
perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hakibalean hak termasuk

pemberian hak di atas ataupun bagian-bagian deihtaak pengelolaan.
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Diadakan penelitian
kembali

BERWENANG

KANTOR BPN
(JAKARTA)

Penelitian Kembali

SKPH

KANTOR
PERTANAHAN
KAB/ KOTA

BERWENANG

A

- Pemeriksaan oleh
Panitia A/ B

- Rekomendasi
KaKan Pertanahan

A

A 4

Penerima hak memenuhi

Kewajibannya :

1. Membayar bea
pemasukan

2. Mendaftarkan hak atas
tanahnya

SURAT
PERMOHONAN HAK

Disertai lampiran :

» Surat-surat bukti perolehan tanah

» Surat-surat tentang pemohon

« Surat-surat tentang prosedur,

antara lain :

a) Biaya yang harus dibayar

lebih dahulu (persekot)
b) Setelah menerima SKPH,

membayar BPHTB

A 4

Dibuatkan :
- Surat Ukur
- Buku Tanah
- Sertipikat Hak :

a. Salinan Buku
Tanah (data
yuridis)

b. Surat Ukur (data
fisik)

SERTIPIKAT sebagai bykti

hak diserahkan

kepada :

PEMEGANG HAK
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2.1.4 Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah dalam pemberian hak atas tandbndgs sebagai

keperluan pembuktian, yang mana akan dibuatkan Biakah dan Tanda Bukti

Haknya. Selain itu, juga berfungsi sebagai syamatsttutif yaitu syarat yang

harus dipenuhi untuk lahirnya hak atas tanah yaegsamgkutan. Dengan

demikian, dapat dikatakan jika tidak didaftarkanakhatas tanah yang
bersangkutan tidak akan lahir.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Pena@@erintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah ramgkegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinayabutan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyagiga pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daft@engenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pamlseirat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah adayha#lan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang eteminya

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asa@srhaea, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Adapun arti dags-asas tersebut antara lain :
a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksuaian ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mddpat dipahami

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pamaegang hak atas
tanah.

b. Asas aman yang dimaksud di sini yaitu menunjukkahwa pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan desefangga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengaantypendaftaran
tanah.

c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagekgiihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutldrakemampuan
golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikatandarangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisadgkgaroleh para pihak

yang memerlukan

“Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangdBftaran Tanah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nd&@p Pasal 1
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Sedangkan asas mutakhir dimaksudkan kelengkapam ry@madai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemelihalaamya. Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutékituk itu perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubgie@ubahan yang
terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaitéanah secara terus
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yssigpgan di kantor
pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyataadgkan, dan masyarakat
dapat memperoleh keterangan mengenai data yang beti@ saat. Oleh

karena itulah diberlakukan asas terbuka.

Dalam proses pendaftaran tanah, terdapat obyekafiareh tanah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tah@v I8ntang Pendaftaran

Tanah yang meliputi :

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan HakkMHak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai

Tanah Hak Pengelolaan

Tanah Wakaf

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak Tanggungan

Tanah Negara. Dalam hal tanah negara sebagakopgndaftaran tanah,
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukaangidanah yang

merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Tujuan pendaftaran tanah yaitu :

a.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungakum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan susah dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membukiikanya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak ydmegkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat meeipedata yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengeafang-bidang

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudaftaerd
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Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanah

Pendaftaran tanah ditinjau dari tujuannya, daga¢dhkan menjadi :

1)

2)

Fiscal cadastreyaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk repgan
pembayaran pajak tanah. pendaftaran ini seringkbdiebut sensus
pertanahan (dilakukan di kantor pajakijscal cadastrdebih ke fisik tanah,
orang yang membayar pajak merupakan orang yanguaeagtanah secara
fisik. Contoh : Surat Penagihan Pajak Terhutand®{SPPBB. SPPT bukan
merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetaprupakan bukti
pembayaran pajak tanah.

Legal cadastre/ rechts kadasteyaitu pendaftaran tanah yang bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak tdnah kepada
pemegang hak atas tanah sehingga diterbitkan igattipnah sebagai tanda
bukti kepemilikan atas tanah.egal cadastre/ rechts kadastéebih ke
pendaftaran untuk hubungan hukum antara orang denmgaah yang

dikuasai.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatadgb@ran tanah untuk

pertama Kkali iQitial registration) dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran

tanah (haintenanck Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupalegnatan

pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendeftaanah yang belum

didaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ddj@kukan dengan dua cara,

yaitu :

a.

Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegmadaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yanigputiesemua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilagtaln bagian wilayah
suatu desa/ kelurahan. Pendaftaran tanah sectemaik diselenggarakan
atas inisiatif dari pemerintah berdasarkan paddusuvencana kerja dan
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkanhoMenteri. Dalam hal
suatu desa/ kelurahan belum ditetapkan sebagayakilpendaftaran tanah
secara sistematik, maka pendaftarannya dilaksanaledalui pendaftaran

tanah secara sporadik.
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Pada pendaftaran tanah secara sistematik, pemdgdngtas tanah,
kuasanya, atau pihak lain yang berkepentingan nienkiéwajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pésayd& 3 Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanioNas Nomor 3
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Perd&erapsrintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk :

1. Memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnyai $etentuan
yang berlaku

2. Berada di lokasi pada saat panitia ajudikasi médakupengumpulan
data fisik dan data yuridis

3. Menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepadtgpajudikasi

4. Menunjukkan bukti kepemilikan atas penguasaan tayamhkepada
panitia ajudikasi

5. Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemedaaky atau
kuasanya atau selaku pihak lain yang berkepentingan

Pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatadgftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyekafiarah tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ keluratesbara individual atau

massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dildéaar@tas permintaan

pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang bedtak obyek pendaftaran

tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mtlip

1)

Pengumpulan dan pengelolaan data fisik
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan datk, fililakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi :

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran
Kegiatan pendaftaran sistematik di suatu wilayamutidi dengan
pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasar faeadahenjadi dasar
untuk pembuatan peta pendaftaran, dan juga diganalkatuk
memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya slidiaitar.

b) Penetapan batas bidang-bidang tanah
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Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagidadtaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukurlaetditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluanitgamhtkan tanda-
tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang riggstan. Dalam
penetapan batas, diupayakan penataan batas b&etadaasepakatan
para pihak yang berkepentingan, untuk memperoletukeyang tertata
dengan baik bagi bidang- bidang tanah yang semulank baik
bentuknya.

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dabuptan peta
pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas#ogd, diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftditendalam wilayah
pendaftaran tanah secara sporadik belum ada petx gendaftaran,
dapat digunakan peta lain, sepanjang memenuhitayaigk pembuatan
peta pendaftaran.

Pembuatan daftar tanah

Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dikauk nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukamddaftar tanah.
daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasig ylengkap
mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan keoncsurat ukur
bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftdraik sebagai hasil
pendaftaran untuk pertama kali maupun pemelihaggakemudian.
Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidamght yang sudah
diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran,atiklan surat ukur.
Surat ukur memuat data fisik yang diambil dari gegadaftaran dengan

skala yang bisa berbeda.

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta garabihaknya

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis, diadgl@mbedaan antara

pembuktian hak baru dan hak lama. Untuk keperl@daftaran hak :

a.

Pembuktian hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
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1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentearg
berlaku apabila pemberian hak tersebut berasaltdiaah negara
atau tanah hak pengelolaan.
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak terseldeh o
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bekséany
apabila mengenai hak guna bangunan dan hak palsataatah hak
milik.
b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pearbdrak oleh
pejabat yang berwenang
c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf
d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan derad@dan pemisahan
e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktabg@eam hak
tanggungan.
Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudahdadaberasal dari
konversi hak-hak lama data yuridisnya dibuktikamgsen alat-alat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti terkdigrangan saksi, dan/
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kelperya oleh panitia
ajudikasi/ kepala kantor pertanahan dianggap cukupk mendaftar hak,
pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membejeni
Pembukuan hak dilakukan berdasarkan bukti dan tabescara
pengesahan. Pembukuan hak dalam buku tanah sertatg&annya pada
surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersdagkeserta pemegang
haknya dan bidang tanah yang diuraikan dalam suaat secara hukum
telah didaftar.
Penerbitan sertipikat

Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegakgdapat dengan
mudah membuktikan haknya. Hal ini dikarenakan gt merupakan alat
pembuktian yang kuat. Dalam sertipikat, akan tdroandata fisik dan data
yuridis tanah termasuk jenis haknya, antara laikk WN&lik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelalaa Hak-hak

sekunder yang ada. Sertipikat atas tanah sangahgdeberadaannya.
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Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, dan ketaeramgangenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Adapundymaksud dengan
data yuridis adalah keterangan mengenai statusnukddang tanah dan
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hakaapihak lain, serta
beban-beban lain yang membebani tanah ter$&but.

Penyajian data fisik dan data yuridis

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuritksutama untuk
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang jpemkiegan dengan
mudah memperoleh keterangan yang diperlukan, Keqmaitor pertanahan
akan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran bemapa daftar umum
yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanatat sikur, buku tanah, dan
daftar nama.

Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian y#igh
digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi taeagepal dan disimpan di
kantor pertanahan atau di tempat lain yang ditetajgeh Menteri, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Dokumen-dokumen tersebut harus tetap berada diokgertanahan
atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteriukh mencegah hilangnya

dokumen yang sangat penting untuk kepentingan meisyta

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegpeadaftaran tanah

untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis rdafgeta pendaftaran, daftar

tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, datipikat dengan perubahan-

perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itutdepmdi sebagai akibat

beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pemgédgik yang telah didaftar,

hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak ysmdah berakhir,

pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang yanghhaknya sudah

didaftar. Hal ini ditujukan agar data yang tersediskantor pertanahan selalu

sesuai dengan keadaan yang mutakhir.

“Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undamgang Pokok

Agraria Isi dan Pelaksanaany&Jakarta:Djambatan, 2003), hal 73
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Sistem pendaftaran tanah yang digunakan baik dBeraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan PemerintahoNd@&a tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yaitu sistem pendaftaa&nfegistration of title$,
bukan sistem pendaftaran aktadistration of deedskarena yang didaftarkan
adalah hubungan hukum antara subjek dan hak. Hatliianjukkan dengan
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuatydeaths dan data fisik
yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannydigkat sebagai surat tanda
bukti hak yang didaftar.

Pembeda Sistem Pendaftaran Akta | Sistem Pendaftaran Hak
(registration of deeds) (registration of titles)
Yang didaftar Akta Hak yang timbul dari
perbuatan hukum\
Sumber Data Akta Akta
Yuridis
Pengumpulan Data Akta Akta
Yuridis
Pengolahan Data Akta Akta (Data Yuridis dalam
Yuridis (dibubuhi tanda pertdadin) | akta dicatat dalam Buku
Tanah (Register)
Penyimpanan Data Akta Buku Tanah
Yuridis (dibubuhi tanda pendaftarah)
Penyajian Data Akta Salinan Buku Tanah
Yuridis
STBH (Surat Akta (dibubuhi tanda Pen-  Sertipieaatg terdiri dari
Tanda Bukti Hak) daftaran) dan Surat Ukur SaliBaku Tanah &Surat
Ukur
Petugas Penda f- Pasif Aktif

taran Tanah

Fungsi Akta dalam sistem pendaftaran aktgi6tration of deedsyaitu
sebagai sumber data yuridis dan Surat Tanda Bud&j Bedangkan dalam sistem

pendaftaran hakrégistration of title} berfungsi sebagai sumber data yuridis.
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Dalam sistem pendaftaran aktadistration of deegdsmaupun sistem pendaftaran
hak (egistration of title}, setiap terjadi perbuatan hukum dibuat akta.
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yantpkersebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis y&wgnuat di dalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutasetengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hatenkait dengan sistem
publikasi yang termuat dalam pendaftaran tanahuyaistem negatif yang
mengandung unsur positif, karena akan menghassdleat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Haldinyatakan dalam Pasal 19
ayat 2 huruf ¢, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayahZPdaal 38 ayat 2 UUPA.

Dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah NomaaB4dn 1997 tentang
Pendaftaran Tanah diketahui bahwa penggunaan sigésmaftaran hak tidak
selalu menunjukkan sistem publikasi yang positéb&iknya sistem publikasi
positif selalu memerlukan sistem pendaftaran ha&ndan demikian terdapat
hubungan sistem publikasi dengan sistem pendaftemag dapat digambarkan di

bawah ini :

Pasti Publikasi positif
Sistem Publikasi Positf——>  Sistem Pdtatan Hak<

*kecuali Indonesia (registration of titles) Publikasi negatif

Pasti registration of deeds
Sistem Pendaftaran Akta—,  Sistem Publikasi Neéif
(registration of deeds) registration ofel
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Perbandingan antara sistem publikas positif dan sistem publikasi negatif

Sistem Publikasi Negatif Sistem Publikasi Positif

1. Negara tidak menjamin kebenaran 1. Negara menjkemnanar-
data yang disajikan an data yang disajikan

2. Orang tidak boleh begitu saja mgm- 2. Orang bodelarm mutlak

percayai kebenaran data yang mempercayai kebedaran
disajikan yang disajikan

3. Konsekuensi dari asas Nemo Pluys 3. Sekali smseorang dicatat
artinya seseorang tidak boleh mem- dalam Bukwafamaka ia
berikan/mengalihkan/menyerahkan memperoleh Hag yidak
sesuatu melebihi dari apa yang ia dapat di gagggat (nde-

punyai feasible  titlg,asal  dipenuhi

syarat-syarat :

-Hak itu diperoleh dengan itikad
baik

-Hak itu diperoleh melalui pem-

bayaranifi good faith and for

value

-didaftar dalam registéi(le by

registration

4. Pendaftaran tidak mengakibatkam 4. Pendaftaramahkématkan

orang yang sebenarnya berhak men- orang yangaelyartidak
jadi kehilangan haknya berhak menjadi berhak
(orang yang sebenarnya ber- (orang yang sebenarnparhak
hak dilindungi) kehilangan haknya)

5. Bukan dengan pendaftaran, orang 5. Dengan pendajftaang men-
menjadi pemegang hak yang jadi pemegang hak yamng b

baru tetapi pada sah/ tidaknya
perbuatan hukum yang dilakukari

6. Orang yang sebenarnya berhak 6. Oyang sebenarnya berhak
dapat menuntut pengembalian tidak dapat menuethggm-
tanahnya balian tanahnya (hanya dapat

menuntut ganti rugi)

7. Pejabat pendaftaran tanah bersikap 7. Pejabat freradatanah bersi-
Pasif dalam memeriksa dan mene- kap Aktif daleameriksa dan
liti data/ surat yang diajukan meneliti data/syang diajukan
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8. Surat Tanda Bukti Haknya me- 8. Surat TandaiBdgknya
rupakan alat bukti yang tidak merupakan alat bukyiang
mutlak mutlak

9. Tidak ada kepastian hukum 9. Terdapat kepabtiaom
yang mutlak yang mutlak

10. Sistem Pendaftaran Akta 10. Sistem Pendaftda&n
(registration of deeds) (registration ofdg)

2.2 Reklamas Pantai Utara (Pantura) Jakarta
2.2.1 Beberapa Catatan tentang Reklamas Pantai

Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilalggris reclamationyang
berasal dari kata kerjaeclaim yang berarti mengambil kembali, dengan
penekanan pada kata “kembali’. Dalam teknik pembaag, istilahreclaim juga
dipergunakan di dalam nreclaim bahan dari bekas bangunan dan/ atau puing-
puing, seperti batu dan kerikil dan bekas konstrjgtan, atau kerikil dari puing
beton untuk dapat digunakan [&giSedangkan, di dalam teknik sipil atau teknik
tanah, istilalreclaimatau reklamasi juga dipakai dalam mengusahakansagéu
lahan yang tidak berguna atau kurang berguna mebgduna kembali atau
lebih berguna, yang tingkat kegunaannya berganpadp sasaran yang akan
dicapai.

Cambridge Advanced Learners Dictionanemberikan 2 (dua) arti dari kata
reklamasi yaitf>:
a) Percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangiar@ratau pertanian
b) Pengolahan bahan-bahan sisa untuk memperoleh Ilbaham berguna

darinya.

Pengertian reklamasi secara ilmiah dalam ranah tiknik pantai adalah

suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atan kdng relatif tidak

berguna atau masih kosong dan berair menjadi ldle&rguna dengan cara

24 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Taf#karta : PT. Rajagrafindo
Persada, 2008), hal 341

% Flora Pricilla Kalalo,Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Lait

Indonesia Buku I, (Jakarta : Logoz Publishing, 2009), hal
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dikeringkan. Pengertian “Reklamasi” menurut Pagdutuf | Keputusan Presiden
Nomor 52 tahun 1995 Reklamasi Pantai Utara Jakaita kegiatan penimbunan
dan pengeringan laut di bagian perairan laut. Phsatat 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedomaenanaan Kawasan
Perkotaan juga memberikan pengertian yang serupgadeKeputusan Presiden
Nomor 52 tahun 1995 Reklamasi Pantai Utara Jakgaiag pada intinya

reklamasi merupakan kegiatan penimbunan dan pengeribagian perairan laut
di tepi pantai untuk dimanfaatkan sebagai kawasalidlay&°®.

Proyek-proyek reklamasi yang telah dilakukan, gdag bertujuan untuk

memperoleh lahan pertanian, adapun yang bertujuamparoleh lahan untuk
pembangunan gedung atau untuk memperluas kotapustauntuk sarana
transportasi seperti Bandar udara.
Sesuai dengan definisinya, reklamasi bertujuankuntanjadikan kawasan yang
tidak berguna atau kurang berguna menjadi bergenab&li atau lebih berguna.
Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai padan salah satu langkah
pemekaran kota. Reklamasi biasanya dilakukan okdana ataupun kota-kota
besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahameyangkat dan mengalami
penyempitan lahan daratan atau keterbatasan lahan.

Tidak semua pekerjaan pengurugan di suatu kawds@at dikatakan
sebagai reklamasi, karena reklamasi hanya dilakyleaia kawasan yang berair
seperti kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di Igeasai/ di laut, di tengah
sungai yang lebar, ataupun di danau.

Cara reklamasi pada prinsipnya dapat dibagi dalaangolongan, yaitu :

a. Sistempolder
Teknologi polder ini mulai dikembangkan terutannaebara Belanda.

Sistem polder merupakan suatu sistem yang berusa&malapatkan lahan

kering dengan membuang air yang menggenanginya adengara

pemompaan. Teknologi ini pada dasarnya murah dagratddilakukan
dengan tenaga manusia. Tetapi, pengeringan lahagadesistem polder
sangat lamban sehingga menyebabkan bunga danacyéog tinggi dan

panjangnya waktu yang diperlukan untuk pengeringsder.

“Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 20@®tang Pedoman
Perencanaan Kawasan Perkotadgsal 1 ayat 13.
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b.  Sistem urukanfll)

Sistem ini mulai dikenal pada awal abad ke-20-ketika dunia
konstruksi mulai mengenal alat-alat berat untuk geeakan tanah,
terutama didorong oleh perkembangan industri otdmAtas dasar hal
tersebut, mulai muncul alat-alat seperti traktarldbzer, pompa lumpur,
sampai dengan pompa keruk sehingga memungkinkdanraki dilakukan
dengan cara urukan. Oleh karena itu, istilah re&&mebih banyak
ditujukan kepada teknologi urukan ini.

Sistem ini dalam tahap permulaan lebih mahal dilvegkan dengan
sistem polder, tetapi sistem ini memberikan haaihgy jauh lebih cepat
sehingga beban dana akan jauh berkurang dan dagadjanam pun dapat
lebih cepat kembali.

c.  Sistem KombinagPolderdan Urukan
Pelaksanaan reklamasi dengan sistem ini, tandgguatterlebih dahulu
seperti sistenpolder, kemudian baru dilakukan pengurukan.
Material dasar urukan reklamasi pantai berdasaakaimya ada 2, yaitu :
1) Material dasar urukan dari laut berupa pasir laut
2) Material dasar urukan dari bahan galian dasar gallonC Quarry) darat
berupa pasir sungai dan batu kali.

Keduanya harus mempunyai spesifikasi tertentu, beakiasi maupun sifat
butiran, termasuk beratnya. Untuk material pasit &bagai bahan urukan harus
tidak banyak mengandung sedimen berupa lumpur. nfgkda, pemilihan
material uruk dari daratan perlu diperhitungkangagohnya terhadap transportasi
darat dari quarry ke lokasi reklamasi.

Reklamasi sekarang ini banyak dilakukan dengasgsrairrukan, terutama
reklamasi pada wilayah-wilayah tepi laut. Reklamaisayah laut melalui urukan

dapat dilakukan menurut dua sistem utama, yaitu :

1) Blanketfill
Yaitu dengan menguruk pasir pada wilayah yang aftmeklamasi

hingga tinggi tertentu, kemudian membangun konsirpklindung tepinya
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yang dapat berupa turap atau berupa tanggul ladgldm galian tepi lahan

yang sudah diuruk itu.

Reklamasi dengan cara urukan ini dilakukan atdayafn yang sedikit
luas daripada yang direncanakan. Kelebihan urukakemudian dikeruk
kembali dan pasirnya dibuang di tempat lain apakidastruksi pelindung
tepi atau yang lebih tepat konstruksi pelindung@iasudah rampung.

2) Hydraulic fill

Yaitu sistem yang membangun konstruksi pelindweelbih dahulu di
dalam air, bukan di dalam galian kering sepertgdaldnket fill.

Setelah seluruh konstruksi pelindung rampung, lakart yang telah

terlindung diuruk secara hydraulis, artinya pasukudipompa oleh kapal

keruk ke dalam wilayah yang telah terlindung.
Hasil kedua sistem di atas sama, yaitu lahan yaunwild hingga tinggi tertentu,
umumnya kering, tetapi belum cukup kuat untuk meisileban bangunan. Tanah
tersebut akan berangsur menguat secara alamialtuim@iases pemadatan yang
disebabkan oleh berat tanah itu sendiri dan pemgani alamiah. Pemadatan
pembangunan tanah dapat dipercepat dengan te&ihiknprovement

Sistem reklamasi dan cara pemadatan yang dipgliamtung dari berbagai
faktor yang meliputi kondisi lokasi semula, masalgérsediaan pasir uruk,
peralatan yang tersedia, pendanaan, pemasarabadgpak faktor laifY.

Reklamasi telah dilakukan sejak beberapa abad jyahg misalnya
reklamasi pulau Macau yang awalnya merupakan pukil telah berhasil
menjadi semenanjung, pembangunan kota Washingtogad@ dibangun di atas
rawa-rawa, dan bendungan aswan. Beberapa aktrakd@masi lain yang telah
berhasil dilakukan di beberapa tempat seperti Kahdarnational Airport di
Osaka Jepang melalui reklamasi 1.300 ha lahan, y®erBay di Hongkong
melalui reklamasi 290 ha lahan, Incheon Internatickirport di Korea Selatan
melalui reklamasi 5.600 ha lahan, Shannon Estualyashdia melalui reklamasi
6.500 ha lahan. Selain itu, pembangunan “The PanJumeirah- United Arab
Emirates melalui reklamasi telah memperluas pdbtdiai sekitar 48 km. Proyek

“the ljburg” di Amsterdam Belanda juga berhasil miptakan 450 ha lahan

2" A. R SoehoedReklamasi laut dangka{Jakarta : Djambatan, 2004), hal 1-8.
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melalui reklamasi, The Oresund Fixed Link di Denkngaing membangun 16 km
jembatan atau terowongan yang menghubungkan Kaslirupenmark dengan
Lernacken di Swedia juga dilakukan dengan reklapfdabuhan tanjung pelepas
di Malaysia yang dibangun menjadi hyper port meleddlamasi 2.100 ha lahan,
dan beberapa proyek yang dilakukan oleh Singapwkalan reklamasi untuk
keperluan industri, perumahan, maupun pembangueamirtal 11l Changi

Airport.

2.2.2 PT. Pembangunan Jaya Ancol
Dalam rangka pengembangan kawasan Ancol sebagaaskawwisata
terpadu, pada tahunl966, Pemerintah Daerah Khudusoth Jakarta
(PemdaDKIl) menunjuk PT Pembangunan Ibukota JakaRaya (PT
Pembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pemdaiiyjogek Ancol(BPPP
Ancol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepaarah Khususlbukota
Jakarta Raya N0.1b/3/1/26/1966 tanggal 19 OktoBé61Pada tanggal 10 Juli
1992, status BPPP Ancol diubah menjadi suatu bad&am, yaitu menjadi PT
Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan PeraturaniDBeexrah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Moaaatah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Tef@taBembangunan Jaya
Ancol juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomof051.288 Tentang
Pengesahan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarteor 4 Tahun 1991
Tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus thukakarta Pada
Pembentukan Perseroan Terbatas PT. PembangunaAntalgpenyertaan modal
Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pembentukarerBars adalah berupa
kepemilikan saham dengan komposisi kepemilikanmealya adalah Pemda DKI
sebesar 80% dan PT Pembangunan Jaya sebesar 2@teyaumber dari asset/
kekayaan Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Aath bentuk :
a. Bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 649asell6.407 m2
(sisa) terletak di Kelurahan Sunter Agung Jakar@rdJtercatat atas nama
PT. Regional Engineering & Aluminium Manufacturi&@gCo disingkat PT.
REAM
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b. Bidang tanah HGB Nomor 112 seluas 51.740 m2 (stedptak di
Kelurahan Tugu Jakarta Utara tercatat atas nam&é@&mbangunan Jaya

c. Bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/ Anahpsituasi Nomor
12/1987, tanggal 2 Pebruari 1987 seluas 4.779.12€rtetak di Kelurahan
Ancol Jakarta Utara tercatat atas nama Pemeringainab

d. Bangunan-bangunan dan kekayaan lainnya yang dirRéiknerintah Daerah
yang berasal dari Badan Pelaksana PembangunankPAoyel termasuk
bidang tanah dan bangunan Graha Wisata RemajaAlaya seluas 11,67
Ha.

Pada Tahun 2004, Perusahaan menjadi Perusahaamukdediengan
melakukan penawaran umuminifial Public Offering sehingga komposisi
kepemilikan sahamnya menjadi Pemda DKI sebesar PA2%embangunan Jaya
sebesar 18%, Publik 10%. Hal mana dinyatakan dafta Berita Acara
RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomand@&al 1 April 2004,
dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Pengganti darijiptd. S.H., Notaris di Jakarta
yang antara lain menyetujui perubahan status Pemasamenjadi perusahaan
terbuka. Akta ini telah mendapat persetujuan daentdri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SkKiegtutusan No.C-08922
HT.01.04/TH.2004 tanggal 14 April 2004 dan telaldadiarkan dalam daftar
perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan &h@amlakarta Utara
dibawah No0.493/BH.09.01/IV/2004 tanggal 30 Apri020

Perusahaan ini berdomisili di daerah JakartaUtaesuai dengan pasal 3
Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Raamsadalah berusaha
dalam bidang pembangunan dan jasa. Untuk mencap#sud dan tujuan
tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiataa ssbagai berikut:

1) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunanraamé&n dapat
bertindak sebagai pengembang, pemborong pada unaymm@an
pengembang wilayah pemukiman,

2) Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu konsuli@&ng perencanaan dan
pengawasan pembangunan.

Pada saat ini, Perusahaan berusaha dalam bidang:
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a. Real estat, yaitu pembangunan, penjualan dan pe@rewbangunan,
penjualan tanah kaveling,
b. Pariwisata, yaitu mengelola pasar seni, hotel a&jsgadang golf dan
dermaga.

Perusahaan merupakan salah satu dari enam pernsaleagembang yang
menggugat Menteri Negara Lingkungan Hidup (Mennely ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) dengan obyek gugatannya adaledt Keputusan (SK)
Menneg LH Nomor 14 Tahun 2003 tentang ketidaklagak@ncana kegiatan
reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta &@adan Pelaksana Reklamasi
Pantai Utara Jakarta, bahwa perkara Tata Usaha r&legdomor
75/G.TUN/2003/PTUN-JKT Juncto Nomor 202/B/2004/PTUKT di tingkat
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yarahtdiputus pada tanggal 3
Pebruari 2005, intinya memerintahkan Menneg LH kimbencabut SK Nomor 14
Tahun 2003. Atas keputusan tersebut, pihak Mehegara Lingkungan Hidup
mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Insian€engan register
perkara Nomor 109K/TUN/2006 sampai dengan tang§a@P&oruari 2007 proses
Kasasi masih berlangsung dan akhirnya pada tingisasi dimenangkan oleh
pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kasasihamah Agung tersebut
dibatalkan dengan upaya hukum luar biasa Peninjdembali (PK) dengan
Perkara Nomor Register 12 PK/TUN/2011 dengan Pelagadsal PTUN Jakarta
dan Nomor Surat Pengantar W2. TUN1.132/HK.06/XII20Perkara itu diputus
tanggal 24 Maret 2011 oleh Hakim Agung Supandi,ifdakgung Yulius, dengan
Ketua Majelis Agung Achmad Sukardja, sebagaimangadakan dalam halaman
situs resmi Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maréi®0Sehingga dengan
dibatalkannya Kasasi Mahkamah Agung, maka PT. Peguman Jaya Ancol
tidak perlu melakukan tinjauan ulang mengenai Ansdglerti yang dinyatakan
oleh Imam Hendargo Abu Ismoyo selaku Deputi Biddagp Lingkungan KLH
bahwa “analisis mengenai dampak lingkungan (AMDA¢Rlamasi Pantai Utara

28 Pingit Aria, “Soal Reklamasi Pantai Jakarta, Waltécewa Dengan Putusan MA”
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/08/6rk,20110401-324380,id.htmdiunduh 18
April 2011.
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Jakarta yang disusun tahun 2003 telah kadaluwatssas pernyataan tersebut,
Hery Hartawan, S.H.,S.E.,M.Kn memberikan tanggapahwa Amdal terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu AMDAL sebelum dilakukannyakleenasi (AMDAL
Proyek) dan Amdal sesudah dilakukannya reklama®M@AL Pengembangan
Kawasan). Apabila proyek reklamasi Pantai Utarattakelah selesai dilakukan,
maka otomatis AMDAL proyek sudah tidak berlaku latan mulai berlaku
AMDAL Pengembangan Kawasan dengan tujuan agar helddmasi menjadi
lebih terintegras.

2.2.3 Hubungan antara Status Tanah Hasil Reklamasi dengan Pemberian

Hak Atas Tanah

Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang meyapeifat permanen,
dan memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkgnkiehidupan di masa
mendatany. Seiring dengan perkembangan zaman, keterikatarusieadengan
tanah semakin erat hubungannya. Perkembangan égiknpkeningkatan jumlah
penduduk serta kebutuhan manusia semakin menimgkafadikan perbedaan
akan kebutuhan manusia terhadap tanah sekarangdliin sebagai tempat
tinggal juga sebagai tempat usaha untuk mencakahafampai kegiatan-kegiatan
pertambangan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanamihke nilai ekonomis
yang terus meningkat bagi manusia. Begitu pentiagagah bagi manusia dalam
berbagai aspek kehidupan serta semakin berkurandgmeyarsediaan tanah
sehingga tanah harus juga menjadi perhatian yamginge bagi pemerintah
khususnya dalam membuat serta menerapkan dalamkbestaturan perundang-
undangarfKehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah menhkanah

menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicéhananusia®.

% Icha, “Reklamasi Ancam Hidup Nelayakibmpas (6 April 2011), hal 3.

%0 penelitiWawancaradengan Kepala Bidang Amdal dan Lingkungan PT.l2emunan
Jaya Ancol, (Jakarta : PT. Pembangunan Jaya Ab8d\pril 2011).

31 AbdurrahmanBeberapa Aspek tentang Hukum AgraiiBandung : Alumni, 1983), hal
1.

%2 Marihot Pahala SiahaaBea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangu(iakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), hal 6.
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Pada prinsipnya, status tanah merupakan tanahajesgdringga wewenang
pemberian hak atas tanah negara ada pada fegaiedang-Undang Pokok
Agraria memberikan penegasan dalam penjelasan uthayat (2) mengenai
pengertian tanah negara yaitu tanah yang dikuasgsung oleh negara. Hal ini
berarti negara bukan pemilik tanah tetapi hanyaaga&borganisasi kekuasaan
rakyat yang bertindak selaku badan penguasa ydosgi dvewenang oleh rakyat.
Mengenai tanah negara dapat didefinisikan berdasark
a) Statusnya, tanah negara dapat didefinisikan selda@idang-bidang tanah

yang belum ada hak atas tanah atau bekas hak ghiggrhasa berlakunya.
b) Fungsinya, tanah negara merupakan bidang tanah larfgngsi untuk

kepentingan publik atau perlindungan
c) Cara terbentuknya/ terjadinya, tanah negara dapbentuk karena proses
alam ataupun buatan manusia seperti reklamasiwatgagnimbunan.

Sesuai dengan pengertian tanah negara tersebutah Taeklamasi
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri ldefygraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 9 Mei 1996 Nomor : ¥A9B merupakan tanah
yang dikuasai oleh negara, sehingga pengaturanifglesa@nakan oleh Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionbbkPyang melakukan
reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untw@ngajukan permohonan hak
atas tanah reklamasi tersebut. Meskipun tanah maidamerupakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara yang saat ini pearbdrak nya diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanaRaltan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pembefzéan Pembatalan
Keputusan Pemberian hak atas tanah negara (untoigoen hak yang dilakukan
setelah tanggal 4 Pebruari 2011, diatur dalam @emratMenteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 28&ithng Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan KegiatardaRaran Tanah
Tertentu), proses pemberian hak atas tanahnya tarag berpedoman Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Gunhd)$#ak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai atas Tanah. Dalam Pasal 60 Perd@eraerintah Nomor 40 tahun

3 Adrian SutediTinjauan Hukum PertanahaJakarta : Pradnya Paramita, 2010), hal 53.
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1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna BangunanHdkrPakai atas Tanah
dan penjelasannya disebutkan bahwa pemberian Hala Glsaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai atas sebidang tanah gtinglsnya merupakan pulau
atau berbatasan dengan pantai akan diatur tersdadgan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diberigatasan mengenai
pengertian pantai. Pantai dapat diartikan bagiaataia yang berbatasan dengan
air laut pada waktu air pasang surut yang terren8atlangkan pesisir merupakan
bagian daratan antara batas air laut pada wak@angasurut yang terrendah dan
pasang naik yang tertinggi. Walaupun ada kemungkisadah dihaki, tetapi
pesisir menurut hukumnya harus terbuka bagi uminasksnya bagi pesisir yang
biasa digunakan untuk melaksanakan upacara-upadata

Hak Menguasai dari negara merupakan pelimpahans tkgavenangan
bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakiandgsa Indonesia
sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD. 185tersebut merupakan
lembaga hukum yang tercipta pada waktu diciptakaiouhgan hukum konkret
antara negara dan tanah Indonesia. Hak Menguasaindgara tidak dapat
dipindahkan kepada pihak lain, tetapi tanah negfapat diberikan dengan
sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberkaatas tanah negara kepada
seseorang ataupun badan hukum bukan berarti mk@padak Menguasai
tersebut dari tanah yang bersangkutan.

Hak Menguasai dari negara dalam pelaksanaannyat dhjmpahkan
kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masydrakatn adat, sepanjang
hal itu diperlukan dan tidak bertentangan denggrekgngan nasional, sebagai
tugas pembantuan. Selain kepada Pemerintah Daaramasyarakat-masyarakat
hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian kegamaregara dapat juga
dilakukan kepada badan-badan otorita, perusahaasgiean negara, dan
perusahaan-perusahaan daerah dengan pemberianagaaigutanah tertentu
dengan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan merupakdn NMMenguasai dari
negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagiampatikan kepada

pemegangny4 Hak pengelolaan dalam sistematika hak-hak pergmasitas

34 IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentanf Buna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. (Lemb&lagara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58 Pasal 4
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tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak-hak &samh, karena Hak
Pengelolaan pada hakekatnya bukan hak atas tatagi neerupakan “gempilan”
Hak Menguasai dari negara. Pemegang Hak Pengelolaampunyai
kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki keggrluan usahanya,
tetapi tujuan utamanya adalah tanah yang bersamgkulisediakan bagi
penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukaangYmenjadi pemegang
Hak Pengelolaan yaitu
a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan UsahdikMDaerah
(BUMD)
Lembaga-lembaga pemerintah baik departemen maupudepartemen
d. Badan otorita serta badan hukum pemerintah lainggag ditunjuk
pemerintah.
Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan dapat dibekkpada pihak lain dengan
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Pamhaya dilakukan oleh
Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenasguatl pemegang Hak
Pengelolaan yang bersangkutan. Selama dibebanhdlalatas tanah tersebut,
Hak Pengelolaan tetap berlangsung.
Di atas tanah hasil reklamasi dapat diletakkan dtak tanah berupa Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai

2.2.4.0bjek dan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Ancol Bar at

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan negarsaté@n Republik
Indonesia yang ditetapkan oleh Undang-Undang NoBdotahun 1999 sebagai
Ibu Kota negara Indonesia. Jakarta sebagai prokatai yang luasnya hanya 650
km2 (diluar kepulauan seribu), harus bisa menggtesataan ruangnya ke masa
depan dengan menambah dan mempertinggi standarakua¢layanan dan jasa,
dan membuat kawasan yang layak huni seperti behasgdngguan tahunan

seperti banjir, sampah menumpuk, kawasan yang semkkmuh, dan

% Hery Hartawan, “Status Hukum Tanah Hasil RekldrRamtai Ancol Jakarta Dikaitkan
Dengan Pendapatan Asli Daerah” (Tesis Magister kKeratan Universitas Indonesia, Jakarta,
2010), hal 5.
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sebagainya. Jakarta secara fisik sangat terbataeh, larena itu dilakukan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai alternatifkumemperluas lahan guna
memenuhi kebutuhan tanah yang semakin meningkatingeidengan
bertambahnya jumlah penduduk. Kawasan Pantai Wakarta dipilih sebagai
areal dilakukannya reklamasi karena di bagian a&elamerupakanwater
catchment aregarea resapan air) yang perlu dilindungi, sedamgliabagian
timur dan barat merupakan daerah Tangerang dansBs&hingga bagian utara
merupakan salah satu pilihan areal yang sangatt teptuk dilakukannya
reklamasi. Hal ini juga ditetapkan dalam KeputuBagsiden (Keppres) Nomor 52
tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakamg ynenetapkan kawasan
Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan keegeas ekonomi kawasan ini
memiliki prospek yang baik di masa mendatang dataemunjang fungsi kota
Jakarta sebagaervice city(kota jasa). Untuk mewujudkan fungsi kawasan Ranta
Utara Jakarta sebagai kawasan andalan, diperlukaayyau penataan dan
pengembangan kawasan Pantai Utara melalui reklafRasitai Utara dan
sekaligus menata ruang daratan pantai yang adeadecarah dan terpadu.

Reklamasi menjadi pilihan dalam menata kembalitggagang ada dan
mencari lahan yang baru karena reklamasi bebasmdealah sosial dan memang
sudah tidak tersedianya lahan di Jakarta, selaindéngan reklamasi dapat
dibangun fasilitas handal masa depan sekaligus apatdnilai tambah untuk
menata kembali pantai yang ada yang terdegradasiaRdan pesisir Pantai Utara
Jakarta merupakan kawasan strategis dalam koristplEr®bangunan dan
pengembangan kota Jakarta. Berbagai fungsi kotak tidapat atau sulit
tergantikan, karena hubungannya dengan laut. Miaaln fungsi pelabuhan,
industri perdagangan terutama yang memerlukan aldssgyan laut dan
transportasi laut, rekreasi, perikanan, pembarnghkiga listrik, pantai pariwisata,
hutan mangrove yang keberadaannya sangat vitdla selanya peninggalan
sejarah yaitu kota tua yang sangat berpotensi ymtkvisata. Gagasan mengenai
reklamasi pertama kali diterapkan pada tahun 1980yaitu reklamasi daerah
pantai seperti di daerah Taman Impian Jaya Ancol.

Reklamasi Ancol Barat/ Marina merupakan proyelamlasi lanjutan dari

pelaksanaan izin reklamasi yang dikeluarkan PenadriDaerah Khusus Ibukota
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Jakarta pada tahun 1980 yang telah disetujui olebetur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan SK Nomor 812 tentegidamasi serta
rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut tanggda8et 1980 Nomor DPP
30/2/2 tentang Reklamasi Pantai Ancol dan ijin pgagan (reklamasi) di Ancol
Barat dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukotaria tanggal 30 Maret
1993.

Upaya pengelolaan lingkungan dengan tujuan untekjaga kesehatan dan
kebersihan lingkungan adalah salah satu hal yanglapat perhatian utama dari
PT. Pembangunan Jaya Ancol dalam menjalankan us#ddaini ditunjukkan
dengan perencanaan pembangunan maupun perawatdasfé&erusahaan yang
dilakukan dengan cermat serta penyediaan fasfiisiBtas pengolahan limbah.
Sebelum memulai pelaksanaan reklamasi tersebutis&ean terlebih dahulu
perlu memproses :

a. Perizinan teknis reklamasi melalui Badan PelaksRe#ilamasi Pantura
yang akan mengkoordinasikan dengan instansi tetkniait

b. Penyesuaian kembali AMDAL proyek reklamasi Ancolr&adengan
AMDAL Regional Pantura yang telah disetujui KomiBusat AMDAL
Bapedal.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya khususnyandb&l pelaksanaan

reklamasi pantai, pembangunan perumahan/ gedungelabangunan lapangan

golf, Perusahaan telah melaksanakan kewajiban daidamg lingkungan hidup

(AMDAL) dengan memperoleh izin/ persetujuan daladahg lingkungan hidup

(AMDAL).

Landasan hukum pelaksanaan reklamasi khususnya dialaini reklamasi Pantai

Ancol Barat yaitu :

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaaitakNomor 1240/
Instruksi/ 1V-80 tanggal 14 April 1980 tentang Relanaan Pekerjaan
Reklamasi Ancol Barat

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotarta®Nomor 812
tahun 1980 tanggal 26 Juli 1980 tentang Reklanmasindol Barat

3. Rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut tanggilaBet 1980 Nomor
DPP 30/2/2 tentang Reklamasi Pantai Ancol
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Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotartiiNomor 961/-
1.853.2 tanggal 30 Maret 1993 tentang lzin PenqumuiReklamasi) di
Ancol Barat

Surat Gubernur Nomor 2976/-1.711.5/00 tentang Re&$a Perairan Ancol
Barat 60 ha tanggal 26 September 2000

Surat Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara dakaibmor
43/1.712.7/01 tentang Reklamasi Pantai Ancol Barsggal 4 Mei 2001
Rekomendasi Updating Rencana Pengelolaan Lingku(fgkh)/ Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Ancol Baaai idomisi Amdal
DKI Jakarta Nomor 01/-1.777.6/01 tanggal 29 Mei 200

Surat Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara dakaibmor
28/073.511/02 untuk memulai kembali pelaksanaandredsi Pantai Ancol
Barat tanggal 10 April 2002

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 31 TahwB2entang Izin
Reklamasi Pantai Ancol Barat tanggal 20 Januarg200

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 33 TahwB2éntang Izin
Pengerukan Pembangunan Alur Pelayaran Proyek Raklafmcol Barat
tanggal 23 Januari 2003

Adapun izin/ persetujuan dalam bidang lingkungatupi(AMDAL) berdasarkan

1)

Surat Komisi AMDAL Daerah Khusus Ibukota Jakarta.2&3/-1777.6
tanggal 25 Agustus 1994 kepada Kepala Dinas Paisvi®KI Jakarta
perihal Rekomendasi ANDAL, RPL/ RKL Reklamasi, Heahan,
Lapangan Golf dan Public Beach PT. PembangunanAlagal, antara lain
menyebutkan bahwa sebagai tindak lanjut Rekomeriasingka Acuan
Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) No0.1012/1.7%7tanggal 24
September 1993 yang telah diberikan oleh Perusaimada diberitahukan
bahwa Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DM\) dan

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dannc&sa
Pemantauan Lingkungan (RPL) Perusahaan dinyatakagkap dan telah
disetujui oleh Komisi AMDAL DKI Jakarta
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2) Surat Komisi Amdal Daerah Khusus Ibukota Jakartanbio01/-1.777.6/01
tanggal 29 Mei 2001 kepada (1) Walikotamadya Jaldtara, (2) Ka Dinas
PU Prop. DKI Jakarta, (3) Ka Dinas P2K Prop. DKkalsa, (4) Ka Dinas
Tata Kota Prop. DKI Jakarta, (5) Ketua BP Reklam@antura Jakarta
perihal Rekomendasi Updating RPL/ RKL Reklamasi @&nBarat PT.
Pembangunan Jaya Ancol, antara lain menyebutkaweaesuai berita
acara sidang Komisi Amdal Daerah Prop. DKI Jakgdaa hari jumat
tanggal 18 Mei 2001 Nomor : 11/Sek/Amdal/V/2001, kenaUpdating
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RencanmaRmauan
Lingkungan (RPL) Perusahaan dinyatakan cukup lgmgka
Selain izin yang harus dimiliki oleh PT. Pembangudaya Ancol dalam rangka
melaksanakan reklamasi, pihak pengembang (devélgpga perlu membuat
suatu kesepakatan atau melakukan kerja sama dgilga Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan persentase 80% koroye dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 20@ilildi olen PT.
Pembangunan Jaya yang mempunyai anak perusahaamiaePT. Pembangunan
Jaya Ancol. Pada Tahun 2004, Perusahaan menjagsdPeran Terbuka dengan
melakukan penawaran umuminifial Public Offering sehingga komposisi
kepemilikan sahamnya menjadi Pemda DKI sebesar PA%embangunan Jaya
sebesar 18%, Publik 10%. PT. Pembangunan Jaya Anaotinya akan
memberikan kontribusi ataupun bagi hasil dengaakpPemerintah Daerah.
Selanjutnya, sebelum memulai pelaksanaan reklarmpdsk pengembang
(developer) perlu terlebih dahulu memproses peaaiziteknis reklamasi melalui
Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakartanggyesuaikan AMDAL
Proyek reklamasi Ancol Barat dengan AMDAL RegioRantai Utara Jakarta
yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Bapedal. tuka menyelenggarakan
reklamasi Pantai Ancol Barat, akan dibentuk sebBatlan Pelaksana. selama
proses pembentukam Badan pelaksana, Gubernur KBpalah Khusus Ibukota
Jakarta membentuk Unit Manajemen Proyek Pengembai@avasan Pantai
Utara (UMP Pantai Utara Jakarta) untuk mempersia@gRancana Tata Ruang

Kawasan Pantai Utara Jakarta dan tata cara pemggaleran reklamasi.
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Berdasarkan Rekomendasi Updating Rencana Pengeldlangkungan
(RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasol Barat dari
Komisi Amdal DKI Jakarta Nomor 01/-1.777.6/01 taabg@9 Mei 2001, selaku
pihak pemrakarsa kegiatan, PT. Pembangunan Jayal Afiwajibkan untuk

melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka kajngdgpemutakhiran dan

penyempurnaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkun@KL)/

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yaitu sesantiaelaksanakan

kaji ulang (review) dan analisis dokumen RencanagBlelaan Lingkungan

(RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), khusustalam rangka

peningkatan kinerja pengelolaan dan pemantauan aanipgkungan.

Pengkajian ulang (review) dan analisis yang dileaapmeliputi antara lain

hal-hal sebagai berikut :

a.

Pengungkapan komponen-komponen kegiatan yang diplesk
menimbulkan dampak penting pada periode reklamasica reklamasi,
terutama terhadap kemungkinan adanya perubahars, jermlume
intensitas kegiatan.

Pengungkapan komponen lingkungan yang terkena dampa
Pemutakhiran (updating) peraturan perundang-uncedga ketentuan
pengelolaan lingkungan yang berlaku dan dijadikemaa pengelolaan

pemantauan dampak

. Kaji ulang (review) prakiraan dampak dan evaluaampgak, serta

penanganan dampak potensial (hasil prakiraan dafuasi dampak)
agar dilaksanakan konsisten

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pengeg#akonsep dan

implementasi pengelolaan dan pemantauan dampdi,:yai

a.

Diharapkan kehadiran dan eksistensinya tidak hangaambah beban
dan tekanan terhadap lingkungan, tetapi memberikdan tambah

kepada kualitas mutu dan fungsi pelayanan kota paxamnya dan
pelayanan lingkungan di sekitar pada khususnya

Melaksanakan upaya-upaya terhadap pengelolaan @&apgraurunan

kualitas air laut dan berkurangnya keanekaragamaosta blaut,
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pengembangan terbukanya kesempatan kerja, perayelagangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat, gangguan aréaasipdarat dan
laut, pengelolaan dampak sedimentasi, abrasi, kgkman terjadinya
banjir, geologi teknik maupun pengelolaan terhddegkungan binaan.
3. Kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka opemasipengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan, yaitu pemrakarsaateegibertanggung
jawab atas pelaksanaan :

a. Pemantauan dampak dari kegiatan yang telah menkababenurunnya
kualitas lingkungan alam maupun buatan di seki@riaik kegiatan
akibat reklamasi maupun aktivitas pendukung lainnya

b. Pemantauan dampak dari kegiatan yang telah dan mlesyebabkan
menurunnya mutu/ kualitas beberapa komponen linggandi dalam
lokasi kegiatan akibat reklamasi dan kegiatan peémiean fasilitas
pendukung

c. Menyusun serta melaksanakan penjadwalan pemantalsanpak
lingkungan selama 1 (satu) tahun bersama deng@angiserkait atas
pembiayaan pemrakarsa kegiatan

4. Kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka penitagkakinerja
manajemen/ pengelolaan lingkungan yaitu senantres@ngkatkan kinerja
manajemen/ pengelolaan dampak lingkungan secafealaegrkhususnya
dalam konteks evaluasi Rencana Pengelolaan Lingku(RKL)/ Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL)

Selain itu, adapun kelengkapan-kelengkapan yamig pigpersiapkan oleh
pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol sebelum memulasepr pelaksanaan
reklamasi Pantai Ancol Barat seluas 60 ha ata liefmatnya seluas 536. 823 m2
(lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus duluh tiga meter persegi),
antara lain :

1. Inventarisasi kelengkapan perencanaan dan keleagktgknis reklamasi

yang meliputi :
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Kelengkapan perencanaan yang terdiri dari survelyirbatri termasuk
pengukuran detail keadaan yang ada, Rencana Plkamnpienggunaan
tanah dan penetapan rencana dari instansi terkait

Peninjauan kembali rencana tata ruang dan penggpeaizinannya
terutama penggunaan pantai untuk umum

Penyelidikan struktur tanah

. Kelengkapan rencana infrastruktur dan tahap petelesa

Perizinan yang telah pernah dikeluarkan, sepertizipan tentang
perencanaan Kkota, izin menguruk, izin penggunaapalkadan

sebagainya

Penelitian design konstruksi reklamasi yang meliput

a.
b.

~ o 2 o

Design pelindung reklamasi

Design reklamasi, penetapan reklamasi, penetapardat kelayakan
teknis, penetapan peil muka tanah reklamasi, ppaeteencana sistem
reklamasi

Rencana dan design infrastruktur

Jadwal pelaksanaan

Detail kebutuhan bahan

TOR untuk pelaksanaan/ tender

Perhitungan kebutuhan bahan, lokasi sumber pengamiiahan urukan dan

bahan lainnya yang meliputi :

a.
b.
C.
d.

Asal pengambilan bahan
Kelengkapan AMDAL lokasi pengambilan bahan
Transportasi dari dan ke lokasi pengambilan daigyerkan

Perizinan yang dibutuhkan, termasuk izin penggu@amntransportasi

Kebutuhan infrastruktur, meliputi :

a.

Rencana dan design dari fasilitas transportasmasuk jalan masuk,
penetapan lokasi pompa dan sebagainya
Rencana penyediaan air bersih

Rencana pembuangan air kotor

. Standar pembangunan seperti penetapan kabel, ,ggEmanaman

pohon, dan sebagainya

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



57

Pembiayaan yang berupa konsépdncial scheme
Pembuatan dokumen-dokumen tender dan pelaksanader te
Proses kontrak pekerjaan reklamasi

Pelaksanaan konstruksi

© © N o v

Pola pelaksanaan dengan Badan Pelaksana Reklaardai Ptara Jakarta

yang meliputi :

a. Inventarisasi perizinan serta dokumen-dokumen $ekpang ada,
termasuk dokumen AMDAL yang dilaksanakan oleh PAmBangunan
Jaya Ancol

b. Penelitian perizinan dan dokumen-dokumen teknis gyaada
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Reklamasi P&ltgaa Jakarta
dengan menunjuk konsultan supervise bersama-samagarlePT.
Pembangunan Jaya Ancol

c. Penelitian atas AMDAL yang telah disahkan oleh Rkgb#a Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

10. Perencanaan penggunaan tata ruang agar direncars@a@an dengan

pelaksanaan reklamasi.

PT. Pembangunan Jaya Ancol melakukan reklamassudmya dalam
reklamasi Pantai Ancol Barat yaitu dengan prose&air yaitu menguruk suatu
areal hingga elevasinya di atas elevasi muka ain, dilindungi oleh struktur
pelindung. Sistem yang digunakan dalam reklamastapaancol yaitu sistem
hydraulic fli*®. Dengan menggunakan sistem ini maka pertama-takam a
dibangun konstruksi pelindung terlebih dulu di dalair. Setelah seluruh
konstruksi pelindung rampung, dilakukan pengurugacarahydraulic terhadap
lahan laut yang telah terlindung dimana pasir utygompa oleh kapal keruk ke
dalam wilayah yang telah terlindung. Peningkataryadikul tanah dalam
reklamasi Pantai Ancol Barat dilakukan dengan gedaikan tanah atau yang
disebut dengarsoil improvement yang pada dasarnya hanya tersusun atas

drainase melalui drainase vertikal disertai dengambebanan oleh tanah urukan

% peneliti, Wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Departemen Reéage dan
Proyek Khusus PT. Pembangunan Jaya Ancol, (JakBifaPembangunan Jaya Ancol, 7 Oktober
2008).
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(surcharging. Sedangkan, metode konsolidasi urukan yang Hipigh pihak PT.
Pembangunan Jaya Ancol setelah melakukan pertirabadgri segi pemasaran
maupun biayanya yaitu dengan carertical drain dipadatkan dengan cara
mengurangi air pori tanah timbunan.

Peruntukan tanah hasil reklamasi oleh PT. Pembeamuaya Ancol yang
tertuang dalam master plan meliputi :

Wisma/ perumahan dan fasilitasnya

Wisma/ bangunan umum dan fasilitasnya

a
b
c. Karya bangunan umum dan fasilitasnya
d. Karyataman dan fasilitasnya

e. Karya pemerintahan dan fasilitasnya

f.  SUKA/ fasilitas umum dan fasilitasnya

Penyempurnaan hijau binaan dan fasilitasnya

= «Q

Saluran/ waduk/ situ/ laut
MARGA/ jalan
Hasil yang telah direklamasi oleh PT. Pembangudaya Ancol dalam

proyek reklamasi Pantai Ancol Barat yaitu seluash&@tau lebih tepatnya seluas
536. 823 m2 (lima ratus tiga puluh enam ribu detafzdus dua puluh tiga meter
persegi), yang mana tanah hasil reklamasi Pant@iolABarat tersebut akan

digunakan untuk fungsi perdagangan, dan hotel, afigmerumahan/ town-house
dan apartement atau yang sekarang ini dikenal sekagplek perumahan Puri

Marina Ancol.

Ditanya mengenai kesulitan yang dihadapi dalamaksanakan reklamasi,
pihak pengembangiévelopey PT. Pembangunan Jaya Ancol mengatakan tidak
mengalami kesulitan baik dari segi teknis maupundiai Dari segi yuridis,
sudah terdapatnya landasan hukum yang telah diveildepada mereka untuk
dapat melakukan reklamasi pantai ancol, telah diiy@aamaster plan sehingga
peruntukan tanah hasil reklamasi menjadi jelas, @l@a yang akan dilakukan
reklamasi sudah tersedia yaitu di bagian Pantaialllakarta. Sedangkan dari segi
teknis, PT. Pembangunan Jaya Ancol telah memenuterik teknis yang
dipersyaratkan. Adapun kriteria teknis meliputi gangkalan tidak terjadi di
pelabuhan Tanjung Priok maupun di Pelabuhan Surelapk, Ketinggian dari
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tanggul dan dari proteksi harus dipilih sedemikiampa sehingga tidak
menyebabkan banjir, stabilitas tanggul harus ddpsrtanggungjawabkan, dan
penurunan yang akan terjadi dari tanggul adalahinmidan jangka waktu
penurunan yang lama. Selain itu, cara maupun siseklamasi yang akan
dilakukan juga sudah jelas. Tetapi, pihak PT Pemgbaan Jaya Ancol mengakui
bahwa biaya yang dikeluarkan cukup besar karena kegiatan reklamasi Pantai
Ancol Barat yang berasal dari kegiatan penimbureangengeringan air laut yang
dilakukan oleh pihak pengembandegelope), seluruh pembiayaan kegiatan
tersebut dibebankan kepada pihak pengembaegelope)y ataupun investor.
Selain itu, pihak pengembang (developer) dan ilmvgega harus mengeluarkan
biaya-biaya seperti pajak, retribusi, kontribugirta biaya pengurusan Hak Guna
Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan PemerintanabeDKI1 Jakarta.
Reklamasi Pantai Utara Jakarta dapat dikatakaagselsalah satu hal yang
dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarniuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui reklamasit&®adtara Jakarta, banyak
pungutan, baik dalam bentuk pajak maupun retrilyagig dapat diterapkan.
Dalam hal reklamasi Pantai Ancol Barat, Pemeriridaerah DKI Jakarta telah
menetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Surattkepn Gubernur Kepala
Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 138 Tahun ZD&@tang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakartaataday bahwa :
“Menyerahkan uang muka/ uang penunjukan awatigl Working Found
sebagai modal kerja Badan Pelaksana yang merupakaman dari
kontribusi yang akan diperhitungkan kelak dalamjekesama usaha yang
besarnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur”.
Dan pada Pasal 11 ayat 2 Surat Keputusan Guberapal& Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Tatea ®Penyelenggaraan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinyatakan bahwa :
“Kepada mitra pengembang diwajibkan untuk menyemahkontribusi
kepada Badan Pelaksana yang besarnya ditetapkdashétan luas lahan

dan peruntukannya”
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Dalam rangka pelaksanaan reklamasi Pantai AncoltBdrembagalnitial
Working Foundtersebut saat ini besarnya masih didasarkan agganpan
(Memorandum of Understandipdiantaranya :

1. MoU PT. PJA Nomor 1121A Tahun 1995 Nomor 669/DiAR3-95

2. MoU PT. PJA Nomor 362A Tahun 1996 Nomor 1096/DiARII96

3.  MoU PT. PJA Nomor 639/Dir-PJA/IX/1997

Berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuatrangdak pengembang
(developey dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pihak pehgag
(developey memberikan kontribusi kepada Pemerintah DaerahJaKarta dalam
bentuk uang kurang lebih US$ 25/ m2 yang dibayarlsmsuai dengan
pelaksanaan/ kemajuan pekerjaan di lapangan dam dgikarangi dengan uang
penunjukan awallifitial Working Found sebesar US$ 2500.000 (dua juta lima
ratus ribu dollar Amerika Serikat). Setelah jumkamtribusi yang telah disepakati
bersama diserahkan oleh pihak pengembatgvelopey, maka Pemerintah
Daerah DKI Jakarta secara bertahap akan menyeradk&nGuna Bangunan
(HGB) ataupun Hak Pakai (HP) diatas tanah Hak Helagen (HPL) milik
Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 6 Undang-Undang Nomdafidn 2003 Tentang
Keuangan Negara dinyatakan bahwa semua penerimaaan igenjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalanuntatinggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBBehingga dengan demikian,
hendaknya kontribusi yang diterima oleh Pemerin@agerah DKI Jakarta
sebaiknya dimasukkan dalam APBD.

Selain pengenaalmitial Working Founddan uang kontribusi, Pemerintah
Daerah DKI Jakarta juga bisa mendapatkan berbagaapukan dari tanah hasil
reklamasi pantai. Sebagai pemegang Hak PengeldRenerintah Daerah DKI
Jakarta berhak melakukan pungutan pada pihakaeat®@s penggunaan maupun
pemberian hak di atas tanah hasil reklamasi tetsémtuk itulah dikeluarkan
Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 maR001 tentang Tata

3" Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanbgara.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dMo#7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286)Pasal 3 ayat 6.
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Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sela&tudi Atas Bidang
Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa, dan Tanah BisR{aja Milik/ Dikuasai
Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang mana dalamt S{eputusan tersebut
ditetapkan besarnya pungutan yaitu 5% dari Nilai @bjek Pajak (NJOP).

Menurut Ir. H. Moch. Sidarta yang bertindak seldd®E Ketua Harian
Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakartaré&Seertahap di kawasan
reklamasi akan dibangun pantai untuk publik, pehemna industri, perluasan
pelabuhan Tanjung Priok, Taman Kota, Marina, CénBasiness District.
Sementara di pantai yang ada, penataan kembali aleiputi pembenahan
kampung nelayan dan penambahan fasilitas perikagp@ambenahan kampung
kumuh, pelestarian kawasan mangrove, pelestarigatka, serta pembangunan
infrastruktur dan lainny& Selain itu, air bersih akan dipersiapkan secara
bertahap, demikian juga dengan fasilitas penangairahmbah, limbah padat,
dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. Infresir makro akan dilaksanakan
menyambung dengan sistem DKI secara bertahap. §ealamfrastruktur mikro,
dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan di aatak hasil reklamasi.
Sebagai wujud Pemanfaatan ruang dari Rencana Ta@agRkawasan Pantai
Utara Jakarta dilakukan kegiatan pokok berupa genggaraan reklamasi dan
penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara tddkafujuan penataan
kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta dud&ks sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini diwujudkanelalui upaya relokasi
gudang, industri, penambahan jalan, perbaikan asainperbaikan lingkungan
perumahan, pembangunan rumah susun serta pemugaglungan bangunan
bersejarah.

Program penataan dan pengelolaan Pantai Utaratalakeevitalisasi dan
Reklamasi merupakan proyek jangka panjang dalagkeamewujudkan Jakarta
sebagai kota pantai dalam menyongsong abad 2laldmdpersaingan global
yang semakin ketat. Selain itu, program ini tidednya dapat memecahakan

% Moch Sidarta, Penataan dan Pengelolaan Pantai Utara JakartMakalah, Pada

Seminar Reklamasi dan Pengaruhnya Terhadap Banjliakhrta, (Jakarta : Fakultas Teknik
Universitas Indonesia, 10 Desember 2003), hal. 4

% peneliti, Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Rencana Koia Sinlas Tata
Kota Jakarta Utara, (Jakarta: Suku Dinas Tata Hakarta Utara, 23 April 2008).
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masalah yang berbasis ekonomi Jakarta, tetapi fjogsalah sosial di pantai,
lingkungan, dan dapat membantu mengatasi banjir.

Hal yang perlu diketahui mengenai Badan PelakBakdamasi Pantai Utara
Jakarta yaitu akan dilakukan pengkajian bentuk kgabbaru oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta karena keberadaan badan terselak diperbolehkan lagi
oleh Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1996ehadiran badan yang akan
mengelola proses reklamasi di pantai Ancol terselmriggap perlu karena saat
ini sebanyak 40 persen kawasan Pantura beradaawdahb permukaan laut
sehingga perlu ada organisasi yang menangani. Reisggi bentuk lembaga
pengganti Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utakartdanantinya akan
meliputi aspek hukum, struktur organisasi dan wemg sehingga akan menjadi
suatu lembaga teknis seperti di BPM-PKUD, atau WR&iii suatu dinas. Dengan
demikian untuk kedepannya perencanaan Pantai Utk@rta akan ditentukan
oleh lembaga teknis tersebut dan lembaga itu jaga ynemberikan konsep serta
membangun, sehingga keberadaan Badan Pelaksananfekl Pantai Utara
Jakarta berubah menjadi suatu badan yang berwenagggkoordinasikan
program reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akan tetaglama dilakukan
reorganisasi, program reklamasi pantai tidak aklherdikan

Selain itu, penulis melihat adanya prosedur yadaktdipenuhi oleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol dalam penyelenggaraan r@kld®antai Ancol Barat
yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol tidak membuatpen pengembangan
(development agreemerdengan pihak Badan Pelaksana Reklamasi Pantea Uta
Jakarta terlebih dahulu sebelum menyelenggarakdamasi Pantai Ancol Barat.
Hal ini dibenarkan oleh Ir. Kushariadi, Dipl. H. Belaku Kepala Bidang
Perencanaan pada Badan Pelaksana Reklamasi Patatad Ubkarta yang
mengatakan bahwa sebenarnya pihak pengembdegelOpey yakni PT.
Pembangunan Jaya Ancol telah mendapat teguran #ara®emerintah Daerah
dalam nota dinas Pemerintah Daerah Khusus Ibulakarth yang menyatakan
bahwa penyelenggaraan reklamasi Pantai Ancol Bafak mengikuti prosedur
ataupun tidak memenuhi ketentuan yang telah ditatapdan terhadapnya dapat

dikenakan tindakan berupa penghentian kegiataameddi, penghentian kegiatan

“°Anonim, “Status Hukum BP Pantura DiubaBatra, Kamis 10 April 2008, hal 13
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pembangunan, penangguhan pemberian izin-izin Dagrahcabutan izin-izin
Daerah. Ketentuan sanksi administrasi tersebutrdddlam Pasal 47 Peraturan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 198tang Penyelenggaraan
Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantaa Utkarta, tetapi
pengenaan sanksi tersebut terhadap PT. PembandgagamAncol masih dalam
proses. Berdasarkan Keputusan Gubernur PropinsaD&éusus Ibukota Jakarta
Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara PenyeleaggaReklamasi Pantai
Utara Jakarta, seharusnya dalam hal penyelenggaraatamasi perlu
diperhatikan :
a. Perencanaan, yang mencakup pembuatan Rencana Uatey RKawasan

Pantai Utara Jakarta
b. Pelaksanaan

1) Pelelangan

2) Nota Kesepahaman

3) Perjanjian Pengembangan

4) Perizinan

5) Pelaksanaan Reklamasi dan Prasarana Dasar
c. Pengawasan
d. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Reklamasi
Pelelangan yang merupakan bagian dari pelaksargldamasi Pantai Utara
Jakarta tidak perlu dilakukan oleh PT. Pembanguasga Ancol karena pihaknya
telah mendapat Surat Penunjukan Penggunaan TarRRT)Sdari Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pemerintarabae

Dalam perjanjian pengembangandeyelopment agreemént akan
dipertimbangkan mengenai aspek sosial, aspek ekisnpaspek teknis planologis,
aspek teknis reklamasi, aspek lingkungan, aspekupengan dan keselamatan
pelayaran serta aspek legal dan administratif.iiséla perjanjian pengembangan
(development agreeméntjuga akan memuat ruang lingkup perjanjian
pengembangan yang meliputi deskripsi paket reklayasy akan dilaksanakan,
hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni PT.emgunan Jaya Ancol dan
Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakartaapedan tahapan penyerahan

kontribusi, prasarana, dan fasilitas sosial/ fieslumum, sistem pengawasan dan
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pengendalian, serta tahapan dan jangka waktu @elaks reklamasi dan

pengelolaan tanah hasil reklamasi.

2.2.5.Pemanfaatan Tanah Hasil Reklamasi

Mengenai status hak atas tanah di atas areal tdwaail reklamasi
berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) N@ntanun 1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruawgs&a Pantai Utara
(Pantura) Jakarta dinyatakan bafva

(1) Areal tanah hasil Reklamasi Pantura Jakarta diaeriktatus Hak
Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah

(2) Penguasaan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksuaystd1) pasal
ini dilimpahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kep@ddan Pelaksana
dengan batas daerah kerjanya ditetapkan oleh Guibléapala Daerah

(3) Dengan pelimpahan pengusahaan Hak Pengelolaan as®ibag
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Badan Pelaksaeaveimang
menggunakan tanah hasil reklamasi untuk diusaha&adiri dan/ atau
menyerahkan hak-hak atas tanah hasil reklamasidiepshak lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaagber

Berkaitan dengan hal tersebut, PT. Pembangunam Alagol selaku pihak
yang melaksanakan reklamasi dapat diberikan parippertama untuk
mengajukan permohonan hak atas tanah hasil rekisselgs 60 ha atau lebih
tepatnya seluas 536. 823 m2 (lima ratus tiga peldmm ribu delapan ratus dua
puluh tiga meter persegi), terletak di KeluraharcédinKecamatan Pademangan,
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sedengan Peta Bidang Tanah
tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 259/U/2004, yangrkiitkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provihdi I2karta.

Terhadap permohonan hak atas tanah tersebutdékenkan hak atas tanah
hasil reklamasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badarntdahan Nasional Provinsi
DKI Jakarta yaitu berupa Hak Pengelolaan (HPL) KHepRemerintah Provinsi
DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala B&atanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 2-HPL-BPN RI-2007 tengaPemberian Hak

Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakdtas Tanah di

“! Indonesia,Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 1995 tent&tenyelenggaraan
Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan PantaiaUfgantura) Jakarta. (Lembaran
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 dof). Pasal 30
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Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. AHer@hak yang dalam hal ini
adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam measdkén tanah Hak
Pengelolaan, dapat menyerahkan penggunaan tanah mgarupakan bagian-
bagian Hak Pengelolaan (HPL) untuk diberikan kepaiak ketiga yaitu dalam
hal ini PT. Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengaatupan perundang-
undangan yang berlaku berdasarkan Surat Perjagpaig telah memperoleh
persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional dak thengandung unsur-
unsur yang merugikan pihak ketiga. Mengenai pengagnurtanah ini, dituangkan
dalam perjanjian kerja sama antara pihak pengemidegelopey dengan
Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang menyatakan b&aneerintah Daerah DKI
Jakarta secara bertahap akan menyerahkan Hak GanmguiBan (HGB) ataupun
Hak Pakai (HP) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPilik iRemerintah Daerah
DKl Jakarta dengan ketentuan pihak pengembai&yelopey menyerahkan
jumlah kontribusi yang telah disepakati bersamahali ketiga yang
memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan harus memgenhatetentuan-ketentuan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI JaKar
Adapun ketentuan ataupun syarat-syarat yang peiperhatikan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegarkgRé¢agelolaan (HPL) atas
tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Barat, yaitu :
a) Tanda-tanda batas bidang tanah tersebut harushdipekeberadaannya
b) Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkaruaisedengan
peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberjkiiddak ditelantarkan
serta tidak menutup pihak yang berkepentingan seferagan ketentuan
yang berlaku.
c) Penerima hak bertanggung jawab terhadap kebenaraia ¢ang
disampaikan sebagai pertimbangan dalam penetapgaRétayelolaan ini.
d) Penerima hak dikenakan uang pemasukan kepada Negara
e) Penerima hak atau pihak lain yang memperoleh hatlnyda harus
mengijinkan apabila dilakukan monitoring oleh Badartanahan Nasional

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“2 peneliti, Wawancara dengan Kepala Bagian Pertanahan Departemen Pémyeldan
Proyek Khusus, (Jakarta: PT. Pembangunan Jaya Atte@ktober 2008).
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f)  Penerima hak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas TdaahBangunan
(BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (Lf buJndang-Undang
Nomor 20 tahun 2000 Jo. Pasal 2 huruf a PeratueameRntah Nomor 112
tahun 2000.

g) Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak &elagn ini, termasuk
tindakan penguasaan tanah serta penggunaan damfpataanya, menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak sesmgan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipidak Pengelolaan ini harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jekéaltara selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung lsefanggal Keputusan
Pemberian Hak dibuat, dan dengan melampirkan Biéd Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan olehtétaPelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan yang wilayahnya meliputi letakatayang dimohdt. Hak

Pengelolaan mulai berlaku terhitung sejak tanggdbafthrkan pada Kantor

Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara.

2.2.6.Syarat-syarat/ Kewajiban Penerima Hak Atas Tanah
Menurut Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Adrafepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelalagyatakan jika

penerima hak tidak memenuhi kewajibannya, maka enedapat membatalkan

haknya.
Sehubungan dengan penguasaan tanahnya, penekirnarkawajiban :

a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) a@arg yoemasukan
kepada negara sesuai dengan ketentuan peratutardpeg-undangan yang
berlaku

b. Memelihara tanda batas yang dipasang pada setidyt sanah menurut

aturan tertentu sehingga jelas bidang tanah yaregikan kepada pemohon

“3 Peneliti, Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminisflalsarta Utara,
(Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, Kantor Péraanidota Administrasi Jakarta Utara, 12 Mei
2008).
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Menggunakan tanah secara optimal

Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesubamah
Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup
Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya

Analisis Permasalahan Hukum

231 Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamas Pantai

Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya
Ancol Kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat dikatgledaksanaan Reklamasi
Pantai Ancol Barat oleh PT. Pembangunan Jaya Aetadt sesuai dengan
peraturan yang berlaku serta telah mematuhi landasalasan hukum
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Proldk$ Jakarta
maupun persyaratan teknis.

Kewenangan untuk melaksanakan reklamasi PantaolABarat ada
pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang didasapeata landasan
hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomortab2n 1995
tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Peratusamald (Perda) Nomor
8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan ReklamasiR#gitana Tata
Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta, Semat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 972 tahun 1995 tentaegi#entukan,
Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana RekiaRestai Utara
(Pantura).

Sebenarnya tidak hanya PT. Pembangunan Jaya Amgalysng
diberikan izin untuk melakukan Reklamasi Pantair&téPantura) dan
menerima hak atas tanah hasil reklamasi, tetagapet 5 (lima) pihak
pengembang (developer) lainnya yaitu : PT. Bakidga Era Mulia, PT.
Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, P&labuhan
Indonesia I, dan PT. Jakarta Propertindo. Dengaelihat dinamika
pembangunan nasional saat ini, dapat dikatakan dabidamasi pantai
nantinya akan menjadi trend pengembangan wilayah diomasa depan.

Hal ini tidak saja didorong oleh laju pertumbuhanguduk, tetapi juga
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karena dunia usaha akan lebih memilih reklamastapaebagai upaya
mendapatkan lahan yang strategis, dengan nilasiaseyang lebih tinggi.

Disamping manfaat yang diberikan dengan dilakukanreklamasi
dalam hal mendapatkan lahan guna memenuhi kebupiraer manusia
akan tanah, terdapat juga kekurangan dari dilaksamya Reklamasi
Pantai Ancol Barat oleh pihak pengembadgvelopey dalam hal ini PT.
Pembangunan Jaya Ancol yaitu mengenai kepemilikamaht hasil
reklamasi yang hanya dapat dimiliki oleh kalangafakgan tertentu,
karena tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Baraett digunakan untuk
fungsi perdagangan, dan hotel, wisma/ perumahawh-tmuse dan
apartement atau yang sekarang ini dikenal sebagaplek perumahan
Puri Marina Ancol.

Penataan kembali kawasan daratan Pantai Utarartdakyang
didasarkan pada Peraturan Peraturan Daerah Khimu®otd Jakarta
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan RekiataasRencana
Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta sampansasdsih dilakukan
oleh pihak pengembangddvelopey. Dalam rangka menata kembali
kegiatan pembangunan di kawasan Ancol, diperlukaeadofan
pembangunan di kawasan Ancol dengan didasarkan pagatusan
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ndh@r tahun 1993.
Hal ini sehubungan dengan adanya penyertaan madaPemerintah DKI
Jakarta pada pembentukan Perseroan Terbatas PThafguman Jaya
Ancol dalam bentuk tanah Hak Pengelolaan. Dengamikikn,
peruntukan penggunaan tanah di kawasan Ancol diketeoleh Gubernur
Kepala Daerah setelah ada rekomendasi dari PT. &euban Jaya
Ancol. Setiap kegiatan pembangunan di kawasan Arssbelum
memperoleh izin dari instansi terkait terlebih dahbharus mendapat
persetujuan tertulis ataupun rekomendasi dari PAmRAngunan Jaya
Ancol, yang mana pemegang izin hanya dapat merkgalirhaknya
kepada pihak lain setelah mendapat persetujuarebigrs Terhadap
persetujuan tertulis/ rekomendasi permohonan emali hak dan

perpanjangan izin atas tanah, akan dikenakan kaayainistrasi yang
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besarnya ditetapkan oleh PT. Pembangunan Jaya Aandbiaya tersebut
merupakan pendapatan dari PT. Pembangunan Jay&a Anco
Dengan demikian, PT. Pembangunan Jaya Ancoltdapanberikan
rekomendasi untuk diberikannya Hak atas tanah hmeklamasi Pantai
Ancol Barat kepada pihak ketiga berdasarkan Kepuat@ubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1107 tahun.1D8@&m hal ini,
pihak ketiga tersebut bisa perorangan (konsumergnggmbang
(developey, ataupun investor yang hendak melakukan kerjaas#roses
yang harus dilalui oleh pihak ketiga dalam memprdHak atas tanah
hasil reklamasi Pantai Ancol Barat pada prinsipegma. Pihak ketiga
yang hendak memiliki Hak atas tanah hasil reklapt@sius mengajukan
Surat Permohonan terlebih dahulu kepada PT. Pembanglaya Ancol
dan terhadap surat tersebut akan diverifikasi mesigeslengkapan surat-
surat ataupun pembayaran dari pihak ketiga. Jikkiabeyang diajukan
oleh pihak ketiga tidak lengkap, maka berkas tersakan dikembalikan
dan diminta untuk segera dilengkapi. Apabila bedadah lengkap, maka
pihak ketiga melakukan pembayaran administrasi.F€¢mbangunan Jaya
Ancol pada akhirnya akan menerbitkan Surat PenamjuRelaksanaan
(SPP) setelah membaca dan mempertimbangkan SurablR@nan yang
diajukan oleh pihak ketiga. Adapun ketetapan darteritean yang
diberikan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, yaitu :
1) Pihak ketiga adalah orang/ badan yang mempunyai aikik
mendirikan ataupun memiliki bangunan
2) Dalam waktu 6 bulan setelah Surat Penunjukan Paatales (SPP)
dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, hedeleit harus
sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga
3) Apabila pihak ketiga belum melaksanakan haknya npikak ketiga
hanya menerima kembali separo dari jumlah uang y&lgh
disetorkan dan tidak dapat mengajukan tuntutamdélentuk apapun

kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol
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Terhadap hak tersebut bisa saja dialihkan lagi depahak lain setelah
mendapat persetujuan dari pihak pengembadgveloper dengan
kewajiban membayar biaya alih hak memiliki atau rbangun.

Pihak ketiga yang telah melunasi persyaratamkgan dan juga telah
melaksanakan rencana pembangunan, maka pihak leetiggpersetujuan
tertulis/ rekomendasi PT. Pembangunan Jaya Ancpatdememperoleh
Hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atabiak Pakai,
yang akan diberikan oleh instansi yang berwenartg $adan Pertanahan
Nasional (BPN).

Persetujuan tertulis/ rekomendasi yang diberikabelumnya harus
diparaf olen Kepala Seksi Rekomendasi, Kepala Bagidministrasi
Pertanahan, Kepala Bidang Operasional, Kepala Berpan Pengelolaan,
Kepala Divisi Properti, Direktur Properti, dan padd&khirnya akan
ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pembanguaga Ancol.

Persetujuan tertulis/ rekomendasi dapat diberikaleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga dalam ha
a. Permohonan Hak atas tanah
b. Pengalihan Hak, yang dapat terjadi karena balikepdiibah, ataupun

waris
c. Perpanjangan Hak atas tanah
d. Pemasangan Hak Tanggungan

Isi dari persetujuan tertulis/ rekomendasi yatigerikan oleh PT.
Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga padasigmya
menyatakan tidak berkeberatan untuk memberikan nmekdasi atas
proses permohonan Hak atas tanah, terjadinya pkagalhak,
perpanjangan Hak atas tanah, maupun atas pemaddagadranggungan.

Surat Penunjukan Pelaksanaan (SPP) dan persétuplomendasi
yang diberikan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancoimanakan menjadi
bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional (BB hal ini
Kepala Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utamtuku membuat
sertipikat, yang mana sertipikat dengan Hak Petagio(HPL) atas nama
Pemerintah Daerah DKI Jakarta nantinya akan terbagara partial.
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Sertipikat yang akan diterbitkan vyaitu sertipikaéndan Hak Guna
Bangunan (HGB) ataupun Hak Pakai untuk pihak ketRjaak Ancol
tidak dapat menjual tanpa sertipikat, tetapi tidakungkinkan Hak atas
tanah hasil reklamasi berupa Hak Milik mengingaiata hasil reklamasi
merupakan tanah negara.

Akan tetapi pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol sadgaan saat
ini belum pernah memberikan rekomendasi kepada &bk diterbitkan
Hak Pakai kepada pihak ketfdaHal ini didasarkan atas pertimbangan
bahwa pemanfaatan hasil reklamasi Pantai AncoltB@t@anyakan untuk
perumahan dan juga kewenangan yang dimiliki olek Fakai terbatas.
Selain itu dalam prakteknya, jika pihak ketiga diken pilihan untuk
memilih antara Hak Guna Bangunan (HGB) atau HakaR&ebanyakan
dari mereka memilih untuk diberikan Hak Guna Barsgu(HGB). Oleh
karena itulah, rekomendasi untuk diterbitkannya Hedkai dirasakan
belum diperlukan.

Hak atas tanah yang berakhir masa berlakunya diatash Hak
Pengelolaan, dalam hal ini Hak Guna Bangunan yasuydh berlaku
selama 20 tahun. Setelah masa berlakunya habisa ik Guna
Bangunan (HGB) itu akan kembali pada Hak Pengeatol@dPL).
Mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diperpanjkembali
dengan mengajukan permohonan kepada PT. PembangaganAncol.
Biasanya perpanjangan hak yang diberikan oleh RmbRngunan Jaya
Ancol untuk unit yang dimiliki oleh pihaknya sendyaitu selama 30
tahun, sedangkan untuk konsumen, perumahan, ataogustri diberikan
perpanjangan hak selama 20 tahun.

Jika pihak ketiga sebagai pemegang hak tidak kakém kewajiban
sehubungan dengan penguasaan tanahnya, maka Mdéegenia Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat membataklidamya. Hal ini
diatur dalam Pasal 103 Peraturan Menteri NegararejrKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cata Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pésayel

“peneliti, Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Corporate dan Perama@T.
Pembangunan Jaya Ancol (Jakarta: PT. PembangagarAhcol, 13 April 2011).
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Prosedur yang harus dilalui oleh pihak ketiga miatangka pemberian

hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BRI, :

a. Permohonan pengukuran tanah
Pada tahap ini, pemohon harus mengisi formulir pé&ENnan,
melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) gleom dalam
hal pemohon adalah perseorangan, atau Akta Pendidan
pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwgikangemohon
adalah badan hukum, selain itu perlu dilampirkagajgurat bukti alas
hak berupa surat rekomendasi yang diperoleh dariF@imbangunan
Jaya Ancol, bukti pembayaran Pajak Bumi dan BangR&B) tahun
berjalan, serta membayar biaya pengukuran sebagaiiyang telah
ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan Pertandtasional
Nomor 15 tahun 1993.
Jenis kegiatan yang dilakukan dalam tahap atpy:.

Pendaftaran berkas

Pembuatan SPS- D.I. 302

Pembayaran biaya pengukuran

Pembuatan surat tugas

Pelaksanaan pengukuran

Penunjukkan dan persetujuan batas

Penyelesaian gambar dan perhitungan luas

© © N o 0o bk~ DN

Pemeriksaan hitungan dan pemetaan olek koordinator
10. Pemeriksaan surat-surat dan gambar oleh koordinator
11. Pemeriksaan dan penelitian berkas
12.Penandatanganan gambar oleh kepala seksi survgulpegan dan
pemetaan
13.Penomoran gambar
14.Penyerahan gambar
b. Permohonan hak atas tanah
Tahap ini dilakukan dalam rangka untuk meminta peman hak atas
tanah. permohonan hak atas tanah ditujukan pagml&eBadan

Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Wilayah BadamtaRahan
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Nasional DKI Jakarta melalui Kepala Kantor Pert@maKotamadya

Jakarta Utara. pemohon harus mengisi formulir yaengaitan dengan

Data pribadi pemohon, yang disertakan dengan bigkticopy

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ditunjukkafinga di

hadapan Kepala Bagian Sub Tata Usaha/ petugas diatnguk

dari Kantor Pertanahan. Bagi pemohon yang berugdarbaukum
disertakan Akta Pendiriannya.

Tanah yang dimohonkan, yaitu mengenai letak, lbatas-batas,
status tanah, jenis tanah, penguasaan tanah, pkanrttinah

Surat pernyataan yang menyatakan bahwa si pemokampakan
miliknya yang sah dan menguasai secara fisik dartah yang
dimohonkan tidak dalam sengketa.

Selain itu, adapun surat-surat yang perlu dilgkap antara lain :

1.

Salinan surat-surat tanda kewarganegaraan apal@taohpon
adalah perseorangan, dan salinan keputusan peagessuan

hukum dalam hal pemohon merupakan badan hukum

2. Salinan surat ukur/ gambar

Surat bukti perolehan hak, yaitu asli surat rekostasn dari PT.
Pembangunan Jaya Ancol

Untuk tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Barat ydmegasal dari

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai pemegangatesk tanah

berupa Hak Pengelolaan, diperlukan :

a.

b
C.
d

Persetujuan dari DPRD

. Keputusan Kepala Daerah tentang peralihan/pelegsdan

Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihejake

. Perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah yanguldiak

dihadapan pejabat yang berwenang.

Hak atas tanah lahir dalam tahap ini yaitu padatw8kirat Keputusan

Pemberian Hak atas Tanah di tandatangani oleh HKepaldan

Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Wilayah BadamtaRa&han

Nasional DKI Jakarta. Surat Keputusan Pemberian kakharus
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didaftarkan untuk dapat diterbitkan sertipikat ggba bukti
kepemilikan tanah.

Hambatan yang biasa terjadi dalam pemberian hak tainah di
Badan Pertanahan Nasional yaitu lamanya proses g@anthak atas
tanah yang mana jangka waktu yang dibutuhkan untekdapatkan
hak atas tanah lebih lama atau dapat dikatakak sdauai dengan
waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mengenab@eam hak atas
tanah tidak terdapat kesulitan dalam pelaksanaakayana Kepala
Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor WilayahdaBa
Pertanahan Nasional DKI Jakarta akan merujuk pacds persetujuan
tertulis atau rekomendasi yang diberikan oleh RiImangunan Jaya
Ancol kepada pihak ketiga.

Menurut pendapat penulis, PT. Pembangunan Jayal Aetaku
pihak pengembangdévelopey hanya memberikan Surat Penunjukan
Pelaksanaan (SPP) dan persetujuan tertulis ataupkomendasi
kepada pihak ketiga untuk mendapatkan hak atadte®anjutnya
Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan ugeran,
pemberian hak atas tanah, yang pada akhirnya alkiznbitkan
sertipikat Hak atas tanah dan terhadap sertipiligperiu dilakukan
pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Astnaisi Jakarta
Utara yang merupakan syarat konstitutif yaitu sSlyarang harus
dipenuhi untuk lahirnya hak atas tanah yang beisaag.

232 Pendaftaran Hak Atas Tanah Hasll Reklamas Pantai Utara
(Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya
Ancol berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulisiuk
memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, Hds A'anah yang
telah diberikan harus didaftarkan pada Kantor Patian Kotamadya
Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu &)(kglan terhitung

sejak tanggal Keputusan Pemberian Hak dibuat. &ethtlapatkannya
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Surat Keputusan Pemberian Hak, maka perlu dipesuatu tahap

yaitu Permohonan pendaftaran Surat Keputusan Péembétak/

Pengakuan Hak. Tahap ini ditempuh untuk mendapat&eipikat hak

atas tanah. dokumen-dokumen yang perlu dilengkbgi pemohon

dalam tahap ini, antara lain:

1. Surat permohonan pendaftaran pertama kali

2. ldentitas Pemohon (fotocopy KTP yang mewakili, damtuk
Badan Hukum fotocopy Akta Pendirian) dengan merkkgno
aslinya.

3. Surat Keputusan Pemberian/ Pengakuan Hak

4. Bukti pembayaran uang pemasukan yang didasarkama pad
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentamd Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlala Badan
Pertanahan Nasional yang mana ditujukan untuk mekaime
kontribusi kepada Pemerintah Daerah setempat. Usanhéh hasil
reklamasi yang dilakukan setelah tanggal 22 Jar2@10 yang
mana penetapan besarnya jumlah uang pemasukahutediatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 20l1@rtgnienis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgfaig
Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan kidemi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentamd Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dinyatakak bddaku
lagi.

5. Surat Ukur

6. Bukti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BangunarH{E}
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Buman d
Bangunan yang wilayahnya meliputi letak tanah ydirgohon,
walaupun BPHTB itu nihil

7. Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan

Setelah dokumen tersebut diatas telah lengkap, nRdaohon

menyerahkan kepada Petugas Loket Pendaftaran yargya akan

diteliti mengenai kelengkapan dokumen tersebuyatiean SPS biaya
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pendaftarannya beserta tanda terima atas dokumenvam tersebut.

Petugas Loket Pendaftaran kemudian menyerahkanmukiersebut

kepada Petugas DI. 301 yang sebelumnya perlu ditatkpembayaran

yang sesuai dengan SPS nya kepada Petugas Lokddtizea dan atas

pembayaran tersebut akan diberikan tanda terimamayay mana tanda

bukti pembayaran akan diteruskan kepada Petugast.LBlokumen

yang diterima oleh Petugas DI-301 akan dicatat [@de201 dan akan

diteruskan pada Kepala Sub Seksi Pendaftaran Halsu@psi PH).

Dokumen tersebut nantinya akan dipelajari terlelidhulu dan

dipersiapkan petugas pelaksana, setelah itu dokurieesebut

diteruskan pada petugas monitoring. Adapun tugesyznitoring ini,

antara lain :

1. Mencatat dan memonitor perjalanan dokumen

2. Memberi informasi dokumen yang diproses

3. Melaksanakan tugas khusus dari Kasubsi

4. Menerima dan memberi penjelasan complain dari nmakga
ataupun pemohon.

Setelah dokumen tersebut selesai dimonitoring, m&&B nya

dicatatkan, dipersiapkan blanko kemudian blankagydigunakan itu

dicatat, menyiapkan buku tanah, lalu diteruskam kagpada Petugas

Monitoring. Tahap yang selanjutnya yaitu pengetidanana petugas

menerima dokumen dari petugas pelaksana, melaksanpangetikan

pada DI-205 dan DI-206, yang kemudian diserahkan kepada

petugas monitoring. Konseptor petugas pelaksarnadae :

2. Menerima dokumen dari Kasubsi

3. Meneliti dokumen

4. Menyiapkan DI 204, 205, 206 kartu hak dan bukuhtana

5. Mencatat dan memastikan dokumen baik sertipikakubtanah,
maupun surat-surat lain

Setelah dokumen tersebut diteliti, maka dokumeraga&imana yang

disebutkan di atas diserahkan lagi kepada Petugastdiing. Tahap

selanjutnya yaitu dilakukannya pemetaan, dimanaa paagian ini
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petugas memetakan nomor hak pada peta dan kemddiarahkan
kembali kepada petugas monitoring. Setelah menediokamen dari
petugas pemetaan, maka kasubsi pendaftaran hakitmdokumen
tersebut dan memberikan paraf pada sertipikat (2@8)ini nantinya
akan diteruskan kepada Kepala Seksi Hak Tanah deuuaftaran
Tanah melalui petugas monitoring. Kepala Seksi Hakah dan
Pendaftaran Tanah bertugas untuk meneliti dokumeemberikan
paraf pada sertipikat dan dokumen, serta menerogkarkepada
Kepala Kantor apabila dokumen tersebut memerlukenaa tangan
dari Kepala Kantor, tetapi jika dinilai paraf dd€epala Seksi Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah cukup, maka dokumesebter
diteruskan kepada petugas monitoring sampai paliange dokumen
tersebut akan diberikan kepada Petugas DI 208 lyariggas :
1. Menerima dokumen dari Kepala Kantor ataupun Kefalesi Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah
2. Membukukan pada DI-208
3. Mencatat nomor 208, 307 pada buku tanah dan dextipi
4. Menijilid sertipikat dan dokumen
Setelah petugas DI-208 memenuhi tugasnya, makanuekuni akan
diteruskan kepada petugas arsip dan sertipikat pedagas loket
penyerahan. Petugas loket penyerahan inilah yanginga akan

menyerahkan sertipikat hak atas tanah kepada peamoho
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BAB I11
PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian Hak Atas Tanah hasil reklamasi kepadakgiktiga merupakan
kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peanblesik atas tanah
tersebut berpedoman pada Surat Penunjukan Pelaksa(@PP) dan
persetujuan tertulis ataupun rekomendasi dari Rmid&angunan Jaya Ancol,
yang selanjutnya oleh Badan Pertanahan NasionaN)BiRan dilakukan
pengukuran, pemberian hak atas tanah, pendaftataat eputusan
Pemberian Hak (SKPH) yang merupakan syarat kotigtitu syarat yang
harus dipenuhi untuk lahirnya hak atas tanah yasrgamgkutan, dan pada
akhirnya akan diterbitkan sertipikat Hak atas tar@éh Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Utara.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikaiia Hak Atas Tanah
yang telah diberikan harus didaftarkan pada KaR&mtanahan Kotamadya
Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu &)(bglan terhitung sejak
tanggal Keputusan Pemberian Hak dibuat, dan dengdampirkan Bukti
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH&BY yikeluarkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yalagahnya meliputi
letak tanah yang dimohon. Hak Atas Tanah yang dipbkr karena
pemberian hak lahir ataupun mulai berlaku padadibatitkan Buku Tanah
Hak yang bersangkutan, yang dalam hal ini termadalam kegiatan
pendaftaran pertama kali.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olemnutis dan sebagai

penutup dari tesis ini, penulis mencoba menyampagaan yang sekiranya

bermanfaat dalam hal pemberian hak atas tanahrékisimasi.

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis mendetdnal yang dibahas

dalam tesis ini adalah :
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Sebaiknya dalam proses pemberian hak atas tanadhréldamasi, pihak

Badan Pertanahan Nasional mengikuti jangka wakhg ytalah ditetapkan
sehingga pihak ketiga dapat memperoleh hak ata$ tepat waktu.

Bagi PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak tedaly mendapatkan
kesempatan untuk meyelenggarakan reklamasi PantatolA Barat

seharusnya mengikuti prosedur dan ketentuan ydaly titetapkan supaya
pelaksanaan reklamasi berjalan dengan baik. Petaleribaerah Khusus
Ibukota Jakarta sebaiknya menindak tegas PT. Peguhan Jaya Ancol
yang tidak mengikuti prosedur dalam penyelengganaamasi Pantai
Ancol Barat sehingga diharapkan tidak terjadi pgtgman serupa di
kemudian hari.

Dalam hal pemberian izin atas reklamasi pantai @kada perorangan
ataupun Badan Hukum sebaiknya tidak hanya mengan&ntang status
hak atas tanahnya saja tetapi juga memperhatikaekdain seperti aspek

ekonomi, lingkungan, dan kemanfaatan bagi nelayan.

Universitas Indonesia
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KETERANGAN

: KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLE) RATA-RATA 1.0

WARNA :;::‘AL:A LUAS AREA perblold LUAS AREA TOTAL KOMPOBISI d
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLBJ RATA-RATA 2.0
M| Tearele KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB] RATA-RATA 3.0

1.339.190{m2
im!ﬂim‘! i

KOEFISIEN LANTAIBANGUNAN (KLB) RATA-RATA 40

3.480.470 m2
17.578.375 m2

Tabel Perhitungan Infensitas Terhadap Peta Arahan
Intensiias Bangunan, RTRW DKI Jakarta 2010

CATATAN :
a. Data dari RTRW DKI Jakarta 2010 dijadikan sebagai acuan.
b. Total luas kahan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PSUD.

GAMBAR 2.5
Hasil Perhitungan Luas Lahan
Terhadap Peta Arahan Intensitas Bangunan
Untuk Kawasan Ancol dan Sekitarnya
Sumber : RTRW DKI Jakarta 2010

. JPUSAT STUDI URBAN DESAIN

Laporan Interim - enyebaran Intensita -6
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CATATAN :

Terdapat kesalahan dalam pemberian keterangan jenis peruntukan.
Nilai untuk Jenis Peruntukan Fasum Fasos = 59.264 m2. Nilai untuk Jenis Peruniukan Karya Pemerintahan = 42.350 m?.
Tabel pada bagian keterangan termasuk tabel awal (atas) dan tabel yang telah direvisi (bawah).

KETERANGAN

PROPORS! RENCANA PERUNTUKAN TANAH (DATA AWAL)

JENIS PERUNTUKAN RENCANABARU

M2 %

:] WISMAPERUMAHAN DAN FASILTASN YA 6.100.937 2827
BEEE] WisWATAMN 228.798 104
m WISMABANGUNAN UMUM DAN FASILITASHYA 1,054.845 482
===54 KARYA BANGUNAN UMUM DAN FASILITASH YR 3.235018 1477
EEEE ARYAUMUUTARAN DAN FASITASHYA 2.078.020 9.48
BEEE MARYAINDUSTRUARYA PERGUDANGAN 182717 083
I SUKAFASIITAS UMM DAN FASILITASHYA 42350 019
B KARYA PEAERINAHAN 59264 027

HUM) B DAN ASHYA
B reosevr AN DAN FASALIT) 35119621 1609
77} MARGA DRAMHASE DAM TATA AR 2613.067 11.93
L wmasasow 2706058 | 1238
TOMOAS 21903044 | 100,00
PROPORS! RENCANA PERUNTUKAN TANAH (REVISI)
JENIS PERUNTUKAN BENCGANA BANL

Mz %

|: BASMAPERLMAHAN DAN FASIITASNG 6190937 2827
(S wesw Tainn a7 104
B8 R 1.054.846 482
- e Ansme| 1477
m BARYA LARIL TAMAN DAM FASTTASHYA 2078.028 9.49
m KARYA IKOUSTRIMARYA PERGUDANGAN 182747 083
B FARYA PELERINTAHAN 42.350 o018
BEEE  SUKAFASLITAS UMM DAN FASLITASNYA 59.264 027
IR PEHYELPURNA HI AU BBHAAN DAN FASILITASHYA 3511 16.03
MARGA DRAIRASE DAN TATA R 2.613.087 11.93
3 wanon s 2.706.056 1235
StUmiAl 21803044 | 10000

Tabel Penataan Rencana Petuntukan Tanah Khusus

Kawasan Ancol dan Sekitamya.

GAMBAR 2.2

Pela Penataan Rencana Peruntukan Tanah
Khusus Kawasan Ancol dan Sekilamya
Sumber ;: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 17 Januari 2008

‘* PUSAT STUD! URBAN DESAIN

I.uporém Interim - ¢
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

b

i

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR @ 2-HPL-BPN RI-2007
TENTANG
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS TANAIL DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA,

PROVINSI DT JAKARTA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sural permohonan Pemerintah Provinsi DK1 Jakarta tanggal 8 Desember' 2004 besertu
berkas yang berhubungan dengan i, bermaksud mengajukan permohonan untuk
memperoleh Hak PE’IIE(.'U"!:!H atas tanali seluas 536.823 M2 (lma ratus tiza puluh
enam ribu delapan rtus dua pulul tiga neter persest), terletak di Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarla Utara, Provinsi DK Jakaita.

4 DBahwa Pemerintal Pravinsi DK Jakarta adalah Instansi "Pemcrintah yang
memenuhi syaral mempunyai Mk Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayar (1) Peraluran Menoteni Negara Agraria/Kepala B'ltlan Pertanahan

Masional Nomoe.8 Lalum 1999,

b Bahwa lanah yang dimcehon adalah tanah yang dikuasai langsung eleh Negara
yang Dberasal dari reklumasi pantai Aneol Barat yang dilakukan oleh PT
Pembangunan Jaya Ancul, Thk., berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Dacrah
Khusus Thukota Jakarta tanegal 10-April 1980 No. 1240/inste/TV/1950, Surat

 Gubernur Kepala Dacrah Khusus Ibukola Jakarta tanggal 30 Maret 1993 ho
OG1/-1.853.2, dan Surat. Gubersur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaita

tanggal 26 Seplember 2000 No, 2976/ 1 7115, seluas 536.823 m2 (lima ratus tiaq
puluh enim ribu delapan ratus dua puluhtiga meter persegi), terletak di Keluralian

Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DIKI Jakara,
sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 259/U/200+,

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor  Wilayah Badan Pectanahan Nasion; 1[
Provinsi DK Jakarta,

Bahwa diatas (anah yang dimohon tidak terdapat penguasaan oleh pihak lam,

C.
tidak terdapat sengketa, dan diusulkan untuk diberikan Hak Pengelolaan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Berita Acara Tim Peneliti Tanah
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 23 Desember 2004

d, Bahwa Updating Rencana  Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi Pantai Ancol Barat yang berlokasi Ji
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara berdasarken
Berita Acara Sidang Komisi Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Mei
2001 Nomor 1 1/Sek/Amdal/V/2001, dinyatakan cukup lengkap dan disetujui oleh
Komisi Amdal Daeral Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Sural Kepala
Bapedalda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Komisi Amdal Daerah Proviasi

DK Jakarta tanggal 29 Mei 2001 Nomor 01/-1.777.06,
fe. Baloa /j'- 1)

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



Balnea bidang tanah yang dimohon terscbut akan digunakan untuk  lungsi
perdagangan, dan hotel, wasma/perumahan/town-house dan apartement yang
pengelolaannya  akan dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga, sesua dengan
Proposal Pengajuan HPL Alas Nama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta,
tanggal 11 Oktober 2005, yang dibuat oleh Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah

Daaral Provinsi DR Jakarta:

L4

Bahwa permohonan tersebut telah divsulkan untuk  dikabulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan

suratnya tangeal 16 Met 2005 Nomor 04/0-9/HPL-F/2005,

Bahwa kepada Pemerintah Provinsi DKI1 Jakarta (Pemohon) dikenakan Bea
Perclehan Ilak Atas Tanah dan Bangunan, sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 20 Taluin 2000 jo, Peraturan Pemerintah Nomeor 112 Tahun 2000,

oz

h. Babwa dengan pertimbangan  hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah
bermaksud melimpahkan kewenangan pelaksanaan hak menguasai Negara dun
permohonan Hak Pengelolaan lersebit dipandang telah cukup  memenuhi
persyanittan sertn sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintal, sehingea  dapat

dipertimbangkan untuk dikabulkan

Aenazingint I Undang-Undang Nomor S Tahua 1960,

2, Undang-Undang Nemar 21 Talun 1997 Jo Undang-Undang
MNomaor 20 Tahun 2000,

Poraluran Pemcrintah Namor 24 Falinn 1997

4. Peratwran Pemedintah Momor FL2 Tahun 2000,

S Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

o, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004,

7 Perturan Presiden Somor 10 Tahun 20006;

8 Keputusan Peesiden Nomor 10 Tabhun 2001

Y Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ;

10 Keputusan Presiden Nomor 9846 Tahun 20035;

||, Peraturan Mentert Negara Agraria/iKepala Badan Pertanahan Nasional

Momor 3 Tahun 1999,
12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tabun 1999
[3, Keputusan Kepala Badan Perianahan Nasional Noigor 6 Tahun 2001,
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2001,

15, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Masional Nomor | Tahun 2003

MEMUTUSKAN

L LI.E‘[E[]‘.IF{.‘-HI
%RTA WA o Memberikan  kepida PEMERINTAH  PROVINST DED JAKARTA,  Hak
Pengelolaan slama dipergunakan untuk perdagangan, holel,

perumahan/wisma/town-house  dan  apartement, atas bidang tanah  seluas
536,823 2 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua poluh tiga meter
persegt), scbagaimuna diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tangpal 28 Oktober
2004 Nomor 259/0/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi DKI Jakarta, terletak di Jalan Komplek Perumahan Puri Marina
Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utars,
Provinsi DKT Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikul -

a. Tandi-tanda batas bidang tanah tersebut harus dipelibara keberadaannya,

b, Tanah tersebul harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan,

sifat dan tujuan dari hak yang diberikan, tidak diterlantarkan serta tidak
menutup pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentoan yang berlaku,

fe. Penerima ... (3)

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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¢ Penerima hak bertangeung jawah terhadap kebenarun data yang disampaikan

sebagai pertimbangan dalam penetapan Hak Pengelolnan ini.

d. Penerima hak dikcnakan uang pemasukan kepada MNepara sebesar Rp. 0.« (nol
rupiah).

Penerima hak atau pihak lain yang ' memperoleh hak daringa hams
mengijinkan apabila dilakukan monitoring oleh Badan Pertanahan Nasional

sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

[ Penerima bak dikenakan Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Dangunan
(BPHTB) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Namor 20 Tahun 2000 Jo. Pasal 2 hurul a Peraturan Pemerintah Nomor 112

Tahun 2000 sebesar ¢ % (nol persen).

Scgala akibat yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini, termasuk

tindakan penguasaan tanah scria penggunaan dan pemanfantannya, menjadi
tanzeune jawab sepenuhnya dari penerima hak sesuai dengan ketentuan

I}uranm':m perundang-undangan yang berlaku,

Untuk memperoleh tanda huktl hak berupa Scitipikat, tak Pengclolﬂn ini harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta * Utara selambat-

lambatnya  dalam wakty 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini
dengan mc!mnpnkan Bukti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayahnya
meliputi letak tanah yang dimohon,

Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan ini tidak dapat dialiblean/dipindal
tangankan, dipecal baik sebagian atau seluruhnya dan apabila dilepaskan haknya
harus memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Masional.

Pencrima hak di dalun memanfaatkan lanah Hak Pengelolaan dimaksud dapat
imenyerahkan penggunaan tanah yang merupakan bagian-bagian [lak Peongelolaan
tersebut untuk diberikan atav tidak diberikan dengan sesuatu hdk atas tanah
kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berdasarkan Surat Perjanjian yang telah memperoleh persetujuan Kepala Badan
Pertgnahan Nasional dan tidak nengandung unsur-unsur yang merugikan pihak

ketiga.

Pihak ketiga yang memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan tersebut haruy
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi

DK Jakarla,

Kepulusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi
salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA  sampai

dengan Diktum KELIMA.

Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan
terscbut, Penerima Hak dianggap memilih domisili  pada Kantor Pertanahan

Kotamadya Jukarta Utara di Jakarta.

Hak Pengeclolaan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didafiarkan pada
I[Cantur Pertanahan Kotamadya Jakarta Ulara,

/KESEMBILAN 2.(4)

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



EMBILAN : Apabila  dikemudian  hari  ternyala  terdapat kekelinuan/kesalahan  dalam
penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjut kembali sebagaimana mestinya,

RDITETAPKAN DI . JAKARTA
PADA TANGGAL 28 MBI 2007

AL ERTANAHAN NASIONAL

L"LEJ"_ s -"‘"
[FRINTAH PROVINSI DAERAM KHUSLIS IBUKOTA JAKARTA
ACART A a

IBUSAN  Keputusan ini disampaikan kepada Yih.
deputi Bidang  Pengkajian  dan - flukum  Pertanghan Badan
ertannhan Nasional, di Jakarta.

yircktur 1ukum Pertanahan Badan Pertanahon Nasional, di Jakarta.

Yirehlur Pengadaan Tanah Insiansi Pemerintah Badan Pectanthan
vasional, di Jakarta

sepatlin Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta,
fepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
lakarta i Jakaria

Walikotamadya Jakarta Utara di Jakarta,

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Ulara di Jakarta,
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta vV odi

Jakarta.

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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JLPASIR PUTIH RAYA, BLOK ES
JAKARTA 14430
TELP 021- 6453456, 6454567
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rat,

maka dengan ini dlbzara.tu.hukan hal-hal sebagm barikut

L. Rencana Saudara untuk me:mgemba.ngkm Proyel: BAncol kearah'lz

ut dengan jalan mengurug [Re]-:lamasl) pada prinsipnya capat

kami setujui. ‘ ;
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Untul mendapa*tkan biaya pengurugan ya.ng ﬁima‘hsud kami setu
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kredit yzung telah pernah Saudara’ajulan kepada Bank Dagang
o 1 27 =

Negara dengan surat No.249/22/R-E/111/1975 tertangze
Maret 1975 yang telaly mendapat tanggazpan Bank Dagang HeZa-

ra depgan surat No.K.P.16/75 tertanggal 24 .&prll 1975 se—

suai kebutwhan dan kemanmpuan Proyek Ancol.
- ]
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Pelaksana Otorita Ancol.
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961/~1.853.2 Jakarta, 30 HMaret 1993

Izin Pengurugan (Reklamasi) * Kepada
di Ancol Barat ssluas 40 ha ! ;
dan izin prinsip pengurugan Yth. Dir. PT Pembapgunan
di ‘Ancel Timur seluas 10 .ha Jaya Ancol
; di
: Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September
1932 No. 176/DLe-TYIA/1X/92 néngenai’ Permohonan ' Izin
Reklamasi, serta seéuai dengan hasll pertemuan antara
Pemerintah DKI Jakarta dan Dit, Jend. Perhubungan Laut pada
tanggal 3 Desember 1392 dengan plhak Saudara, dengan ini
saya beri tahulan qé;-hal sebagal berikut. '

dapat

Pada prinsipnya saya tidak berkeberatan, dan
di Ancol

Permchonan pengurugan pada lekasi
1ilingl oleh dar{t-+

1.

menyetujul
Barat seluas 40 ha yang saat ini dike

an dan tanggul laut, - '

*

2. Pelaksanaan kegiatan pﬁngurugan'dimaksud pada angka 1 di

atas‘giwajibkan memperhatikan hal=hal sabagal berikut.

a. Pengelolaan dan pemantauan dampak kegiatan hendaknya

{Rencana Pengeleolaan

sepanuhnya kepada RKL
Lingkungan)

mongacu
‘dan RPL {Rencana Pemantauan

Lingkungan)
sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Saudara
I

tanggal 14 Februari 1989 No. 035/042/BRE-E/III/89.

b, Palaksanaan, kaglatan .tersebut di étas, hendaknya
aspek-aspek liinnya yang terkalt dan
menghubungi  instansi
Utara,
e,

mamperhatikan

untuk  ftu Saydara diharapkan

terkait, antara lain Walikotamadya Jakarta

Dinas
Biro BKLM serta instansi

potunjuk ‘teknis yang berkaitan

lainnya guna memperoleh

dengan pelaksanpaan

PANQUrugan dimaksud,

H2 : HIFTunnumm ret, rml
Tinj.auan urid1|g., Agustine Iriani, FH'U1, 2011.

Pokerjaan Umum, Dir, Jend, Porhubungan LauﬁTHxMh



‘33 Rencana pengurugan pads lokasi Ancol Timur seluas & 10 ha

T lseduad Pordturan Femerintah No, 29 Tahun 1936 tenlang

* Amdal, pada Prinsipnya 'aknn_saya Pertimbangkan untuylk

boogis s o disetugi 8Pabila  Ssaudara tejap memenuhi kewajiban yang
Fadiut barkaitap dﬁngan' Pelaksanaan Analisis Mengena{ Dampak

Lingkungan, serta Ketentuan-ketentuan lainnya yang bap-
‘laku di pkr Jakarta ‘

Demikian agar Saudara mak lum.

mbusan

Dirjnn Perhubungan Laut ;
Wagub Bid, Ekbang; "
ﬁakwfldq ODKI Jgkarta;
A8, Ekbang Sekwilda Dpk7
Vakarta:

!alfkntamadya Jakarta Utara;
B3, Dinas Pekerjaan Umum DKI
dakarta; By :

1. Biro BKLH DKI Jakarta;

i Biro Hukum OKI Jakarta;
ﬁra Bfng Bangda BKI Jakarta,

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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JAYA ANCOL
s JA2/DIN-PIA/NIIL/ DT,

5.0 1 lantu} bavkas.

s Farmahondn Yanbahan
1hin Hehlamoaslt.

hepada YEih,
Vlapalk GUDERNUR KDKI JAKARTA.
J1., Hadan Merdeka Selatan {

Joa ko Leds

Denzgan hormatb,
Sehubungan dengan supnk Rami Ho.

surat Dapalk’ Guberaur KRR

menunjulk
Marel 17993 wengennl 1jin

1.853.2 tanggal 30

pensurugan/reklamasi seluns
perkenankanlah kami mapyampathan laparan schagnd bher|lkul

I, 1jin reklamasl 10 la. Larsahﬁ[ tengan

fagillitnas goll, alub houre (lan
sederhana  karena sdfal Japangan goll
pelenghkap lasilitas rekreasi dan Lidak digunakan
partandingan Lingkal nasional alaupun international.

2. Derhubung' terjadi persaingan vang
Lanyaknya Llapangan  £oll  yrong sangal  hepmtbu,
adalah lebih tepat Jika dibi@ngon Lapangan
barmutu tinggl atauw berlbapal inkornatlional.

3. MenunJjuk butir 2 diatasz, Lkami
perhitungan serta Penyusuiian
menggunakan designer internalLional raitu

perencanaan

INCORPORATION U.5.A., dan perhlitungan lahan yang 5Emu;n
publicleisure

moanjudi U lia, sehinggn
LU Ha per)u diperluas

hanya 38 lla diperbesar wmenjndi 60 lUa can

vang semula hanya 2 lla dlperluas
harus relklamasi yang semula hanya
menjacdi 40 [fa.

1. Perlu kamil laporkan bahwa komlisi areal yang

diurug berupa altr sebagalmann
Lerlampir,
6. Analisa Danpak Linghkungan [(ANDAL)]  maupun

dari Perbubungan Laut untuk reklamasi tersebut,
diproses dan diharapkan akan sclesal dalam Tahun

ini.

6. Menunjulk v

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.

[78/NTR-PIASIXA/92 Langgal
2 September 1932 mengenaj permohunan iJin reklamasi dan
Jakarta Ha. 361 /-

prinstp
10 Ha, di Ance) Timur,

konsep baliva
mihlle bench adalab
hanya  scebagali
qntuh

zangal hketab dan
malka
goll »ang

" Lelah mengadakan
dengan
DYE DESIGHS

alan
Lertera dalam gambar

relkomendasi
sedane
1993

I R T ]

R



7 JAvA ANCOL

sampaikan

4 dapat liami
v lia.

M Mennn ok (TIVE ' | Y (VT
pabandblogan pengauvnany Liahan Ancel Yimur dendan
Feklamonrl dun_A¢ (n. reklamasi yalty schagal herikun

:::::::.=::========:=::‘.E::;'::Z:::.'::..'::::::I#:Z::_=:I"_"=: _____
i KETERANGAN Hn‘l.l'lﬁIH DHG P LANAN DHe
Hoo | PIEHGGUNAAN LANAN P ERLANASL | REKILAMAS |
! IR SV R |V P N TR
Lo DATA 'PANAIN :
Lo 7 Paah Bx Renacana - Y | P [ F
e a-Tanpah Kav, Perumaban E6 co b0 9R02 Nan 9,62 k.
o el L A d e 1 'lo dtace 1 40 s iR
e o o SRR | U meceeanisal L sy
L POTAL TPERBEDLAAN LANAN bOB5,52 May 95753,
L1, PENGGUNAAN . . : i U |
« hiserallan fe Parum Pelabulian! 14 Masla 1y e
. Disernhkan ke DI P a.{ la,
S18A LANAH YANG ADA (W7, 52 Han b 71,52 11a
d. Kaveelling Parumﬁhau : P52 Naw T U452 la
d. Lap, golf dan fasilitlas A Na.| 6hid A,
5. Public Deach ) ! A it Y lia.
TOTAL PENGGUNAAN BANA BENGAN T—— ' g
S1EA LANAH YAHG ADA i _ P AT Mt 7,52 la.
::==:=====::=======:=====§::zz:::::::::::::::::::::‘:===:
memperhatikan  hal-hal tersebut tdlaktas, ma ke
unbok

permohonan

Deng:an

Perkenankanlah kami mengafukan

melaksanakan reklamasl i Anee) I'tnur darl yong semula 11U

o menjadi 40 Ha. '

Remlkian permohonan laml dan atas pechatban  Dapalk, ' kamj
it ' .

vuceapkan terlma kaslh,

Jakapta, 31 Agustus 1993,
BT PEMUANGUNAM JAYA ANCDL .

Ll e e—

IPY PERATARSUAT
PGP

Leo o 4 p ou b etgiyde

Divekbtur Utama, .-ﬁr /:‘ a

Teamlmigan Yl i

e

Lo Bapak Wakll Gubernne Didang Ekbang.,

e Napak Wakdikoba Jnkarta Ueata,
o lapad Kepala Dipas Tala Rota LICC Jakavia.
4o Bapak Kepala Kameil Undan PaerLanahnn Masbonal.

S A s diop .

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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Jakarta, 23 Desember 19393

: 4325/-1.855.3
Kepada

Tambahan izin .
reklamasi ' .
Yth., PT Pembangunan Jaya

J1. Lodan Timur Mo, 7

di '
Jakarta

surat Saudara tanggal 31 Agustug
tersebut pada

sebagai

Dengan menunjuk
1993 Nomor SSEIDIR—PJﬁKVIIIIIXIQE mengenai
pokok surat, dengan ini 'disampaikan hal-hal

berikut.

menyetujui  dap menduykung

1. Pada brinsipnya saya dapat
-membangun

Tencana  Saudara . untuk ' mengembangkan dan
lapangan geolf bertaraf internasional di kawasan Ancol

Timur, sebagai penhgganti lapangan golf di kawasan. Ancol
Tengah; '
gan golf tersebut Pada angka

2. Rencana bPengembangan lapan
1 4di atas, hendaknya dilaksanakan dengan
batas-batas di bagian Timur sebagaimana telsa
ocleh Pemerintah DKI Jakarta
Parhﬁbungan Laut,

3, Guna keparluan dimaksud pada angka 1 g1 -dtas, pada

prinsipnra saya juga tidak berkeberatan dan dapat menya-

tujui Permohonan Saudarg untuk mélaksanakan reklahasi

Pantal Ancol Timur se)yas 40 ha, dari rencana semula - 1g

ha.
1. Pelaksanaan keaglatan reklamasi hanya dapat dilakﬁkan
Satelal Saudara memenuhi késeluruhan Persyaratan vang

berkaitan dengan ketentuan analisis dampak lingkungan

(ANDAL, RKL dan RPL), ketentuan Perencanaan tata ruang

dimaksud dalam RBWK Kecamatan Pademangan

sebagaimana
Persyaratan teknis

Tahun 2005, Berta Ketentuan dan
lainnya Yang berlaku di pgr Jakarta.

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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Bokwilda

gd. Biro
:u-' Hiro
» Biro

2

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan materi kewajiban
Saudara - sebagaimana diuraikan dalam .surat Gubernur KDKI
Jalkarta Homor A61/-1.853.2 tanggal 30 Maret ;993,
dlharépkan aﬁar Saudara senantiasa melakukan konsultasi dan
meminta tuntunan serta bimbingan teknis dari instansi-

instansi yang terkait,

Demikian persetujuan ini agar Saudara maklum,

?_rjen Perhubungan Laut;
Hagub Bidang Ekbang DKI Jakarta;

DKI Jakarta;

45 Adbang Sekwilda DKI vakarta;
He. Kanwil BPN DKI Jakarta;
Hilikotamadya Jakarta Utara;

KLH DKT Jakarta;
Hukum DKI Jakartay
Binagram DKI Jakarta;

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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e
F | ‘- Jakarta, 14 Fnt-arugr:'i N997

B

r :_jg_ﬁf—l.?i'I.S o « o e
Itr’an Fe!aksanaan ﬁ'elkllamas'i’ ;Eiﬁc:}I:-:'}' | .- Kepada
faif:l;fﬁgi & pémQangunan N "Yth,  Kepala Kanwil ParhUbUngén:
T DKI Jakaria |
d
Jakaria . )

T

: L_Sahubuﬁgién dengan';iéﬂrat Direklur PT. Pembangunan Jaya Ancol
tanggal 2 Desember 1996 Nomof: 602/DIR-PJA/XIN/1996 mengenal lersebul pada
' +bahwa , pokerjaan reklamasl Ancol

pokok sural, dsngan . In|- diberitahukan = :
Baral/Marina yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan proyek .

reklamasl,. sebagal lanjutan pelaksanaan lzln * reklamas! - yang dikeluarkan
Pemerintah DK Jakarla pada Tahun 1950, D ) :

: Peraksanaan'keglalan le_;s'eb'ut berdasark'én'pada :

,KDKI Jakarta, Nomor 1240/insiruksiiv-60 (anggal 14~

sanaan Pekerjaan Reklamasl Ancol Baral;
r8i2 Tahun 1980 (anggal 26 Jull 1980

1. Instruksi Gubernur
April 1980 lenlang Pelak

2, Kepulusan Gubearnur KDKI Jakaﬁ;-ﬂbmo
lenlang Reklamasi ¢l Ancol Baral;

3. Rekomendasl Dirjen Perhubungan Lauyl tanggal 8:Marel 1980 Nomor
30/2/2 tenlang Reklamas| Ancaol;

OFPP

L

4. Rekomendas} KSALUKa-Jawalan ,Hydrcr-Dceanogr.aﬁ Nomor  B/1803/xX/7¢
i A

langgal 23 Oklober 1974 lentang Reklamas| df Ancol;

5, Kepulusan Gubernur KDKI Jakarla Nomor 961/ 1.853.2 langgal 30 Mare| 1993
lenlang Izin Pengurugan (Reklamasl) di Ancol Baral seluas 40 ha dan [zin
Prinsip Pengurugan d Ancol Timur seluas 10 ha; " -

1988 dan yang sudah dirubah (direview) kemball sosual

langgal 11 Aguslus
Nomor 961/1.653 langgal 30 Marel 1993,

dengan Sural Gubernur KDK| Jakarig

31

Wetati property. crested by keryia002 Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH UI, 2011.



Sesual dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 lenlang Reklamasl

panlal Ulara Jakarla maka wewenang dan langgung Jawab reklamasl Panlura
Jakarta berada pada Gubernur KDK| Jakada. PT Pembangunan Jaya Ancol
melaksanakan pekerjaan reklamasl di Ancol-Baral berdasarkan Izln prinsip
reklamasl sesual Sural Gubernur KDKI Jakaria langgal 30 Marel 1993 Nomar
661/1.853 mengenal izin reklamasi di Ancol Baral seluas 40 ha dan rekomendasi

tahun-lahun sebelumnya.

Berdasarkan hal lersebul di alas, saya harap agar Saudara dapat
meanerbilkan [zln penempatan pipa darl kapal ke areal rekramasi dan lzln bemparasl

kapal unluk pekerjaan reklamasi,

Demiklan agar Saudara m‘ak!um.

t}UBEﬁH RKERALA DAERAH KHUSUS
B)KOTAJAKARTA,

L = ._"'EI" I

VA EReE

A (‘s)ftﬁ e (If’i* M RA!S

\;"- Kl GUbérnur Bldang Ekbang
S

’gara Perencanaan Pembangupan Nasmna!f

Pengarah Reklamasl Panlal UlaraJakara -

ubungan Laul Departemen .Perhublngan
eda’ D}(I“Ja}':arta : )

KlJakarta " :" - ~

#lindo 1| '

buhan Synda Kelapa ',

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



Daftar Isi
Surat Gub No.2976/-1.711.5/00 Tentang Reklamasi Ff'erairan

Ancol Barat 60 ha Tanggal 26 September 2000

' Surat BPR Pantura No.43/1.712.7/01 Tentang Reklamasi
Pantai Ancol Barat. Tanggal 4 Mei 2001

Rekomendasi Updating RKL & RPL Reklamasi Ancol
Barat.N0.01/-1.777.6/01 Tanggal 29 Mei 2001

Surat BPR Pantura No.28/073.511/02 Memulai Kembali
Pelaksanaan Reklamasi Ancol Barat. Tanggal 10 April 2002.

Kepmenhub No KP.31 Tahun 2003 Tentang. Izin Reklamasi
PantaiAncol Barat Tanggal 20 Januari 2003.

Kepménhub No: KP.33 Tahun 2003 Tentang lzin Pengerukan
Pembangunan Alur Pelayaran Proyek Reklamasi Ancol Barat.
Tanggal 23 Januari 2003.

Kepmenhub No: KP.30S Tahun 2002 Tentang izin Pengerukan
Pasir Laut Oleh PT Jetstar Tanggal 4 November 2002.

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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Vo 2976/-1.711.5 Jakarta, 26 September 2000

| ,

i .

}jfﬂn i Kepada

- @ Reklamasi perairan Ancol

: Baral seluas + 60 ha Yih, Direktur Utama

i PT Pembangunan Jaya Ancal
- :

E_ dh

i

1 Jakarta

; Sehubungan dengan sural Saudara tlanggal T Juli 2000 Nomor 253/01R -

FJAMNIZO00 hal tersebut di atas dan mengacu pada Undang-undang Momor 22
Tahun 1999 serta sural Menteri Dalam Meger tanggal 26 November 1899,
Momor 188.42/2794/5) bersama ini dapat di berntahukan kepada Saudara
bahwa pada prinsipnya Saudara dapat memulai pelaksanaan reklamasi di
perairan Ancol Barat seluas + B0 ha sesuai peta terlampir secara berahap

dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku,

Selanjutnya  sebelum dmemulai’ pelaksanaan  reklamas)  dumaksud,
Saudara lerdebih dahulu perla memproses

1. Penzinan lekms reklamasiomelaiwl Badan FPelaksana Reklamas) Pantura,
rang akan mengkoordinasikan dengan Instansi tekms lerkalt,

(5) Benyesuaian kembal AMDAL proyek reklamasi Ancol Barat dengan AMOCAL
=" Regional Panlura yang lelah disetujuiomisi Fusal AMBAL Bapedal,

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum.

/Céa ANORRROPINSI DAERAH KHUSUS
\%@m&ﬁ JAKARTA,
.

N

sy

4 4

w T g\
Lj el
5 ﬁ-{/" R

e N Sy o ﬂ%‘fw?f
- Q_._;.‘:,T,E:Liﬁg,f»"‘ {\f k
O T Eivoso
S AN
e

R BT s

.;""_'E' il

@ Gubernur Propinsi DK Jakarta
By Pernbangunan

Eitlaris Daeral Propinsi DKL Jakarna
la Bappeda Propinsi OKI Jakarla
g2 BP Reklamasi Panlura

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.
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PEMERNTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAHTA
BADAN PELAKSANA REKLAMASI
PANTAI UTARA JAKARTA

i ]
Nomor : zé’__’;/fgf?r:i A o Jakarta, 4 Mei 2001
Lampiran
Perihal o Reklamasi Pantas Kepada th,
Ancol Barat Kepala Bapedalda Propinsi DK Jakartd®

di-
Jakarta

Sesuair  surat dari PT. Pembangunan Jaya Ancol,  Nomo
103DIR/PIAIIVI2000  tanggal 15 April 2001 tentang penyampaiin
Dokumen RKL & RPL Reklamasi Pantai Ancol Baral, dengan ani kann
ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

|. Amdal Regional Pantura Jakarta masih dalam tahap penyelesaan

akinr.
> Babiva denpan  diterbitkannya  Undaog-Undaig. Nomwn 22719009
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Momur [

ledtang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus lbukota  Nepari

Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomo 2771999

lentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan, bahwa kowenangan

Amdal Kawasan-ada pada Pemerintah Propins: DICHakarta

Bahwa RKL & RPL yang diajukan, sejajar dengan Anmdal Repional

Propinsi DKI jakarta.

4. Mengingat bahwa RKL & RFL vang sekarang merupakan revis
perbaikan dari RKL & RPL lama yang sudah disetujui, dan saat in
PT. Pembangunan Jaya Ancal telaho siap untuk mclaksanakan
reklamasi,

(]

Bersama  ini kami mohon kiranya bisa  segera diterbitkan
persetujuan RICL & RPL untuk Reklamasi Ancol Barat tersebut

[Semikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan tenma kasih

.. Ketua anan,

e “-\."_:- o

,‘,ﬂflr,Ma;.h Sidarta -,

I
fion
Tembusin

1 Kewgn BP leklamasi lig_}.lurz Jakarta

2 PT. Pembangunan layg sancol
Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



KOMISI]I AMDAL
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT © BAPEDALDA DKI JAKARTA
JL. MEDAN MERDEKA SELATAM NO. & -9 BLOK G LT, X1l
TELF. 38126870, 3822029 FAX. 3812470 JAKARTA 10110

Nomaor
Sifat
Lampiran
Perihal

29 Mei 2001
LTS
1 { satu ) berkas
: Rekomendasi Updating Kepada
RKL/RPL Reklamasi Ancol Yih. 1. Walikotamadya Jakarta Utara
Barat (PT. Pembangunan Z: Ka. Dinas PU Prop. DKI Jakarta.
Jaya Ancol). _ 3. Ka. Dinas P2K Prop. DKI Jakarta

4. Ka. Dinas Tata Kota Prop..
DKI Jakarta.
5. Ketua BP Reklamasi Pantua
Jakarta.
di
Jakarta.

Sehubungan dengan Surat Presiden Direktur PT. Pembangunan Jaya
Ancol Nomor: 361/DIR-PIA/X/2000 tanggal 23 Okteber 2000 tenfang
Permohonan Rekomendasi Dinas Teknis untuk Melanjutkan Reklamasi Ancol
Barat dan surat Nomor: 103/DIR/PIA/IM(2001 tanggal 18 April 2001 tentang
Penvampaian Dekumen RKL/RPL Reklamasi Pantai Ancol Barat serla Surat
Ketua Harian BPR. Pantura Nomor 43/1.712.7 tanggal 4 Mei 2001 tentang
Reklamasi Pantal Ancol Barat yang berlokasi di Kelurahan Ancol, Kecamatan
Pademangan Kotemadya Jakarta Utara, maka sebagai tindak lanjul
Rekomendasi Andal Nemor: 497/-1.477.5(VI11/88 tanggal 11 Agustus 1988
dan RKL/RPL Nomor: 2324=1.777.5/111/89 tanggal 21 Maret 1983, berzama
ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut

1. Sesuai Berita Acara Sidang Komisi Amdal Daerah Prop. DKI Jakarta pada
hari Jumat, tanggal 18 Mei 2001 Normor: 11/Sek/Aamdal/V/2001, maka
Updating Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantavan Lingkungan (RPL) tersebut dinyataxan cukup lengkap dan
disetuiui oleh Komisl Amdal Daerah Prop. DKI Jakarta;

7. Dokumen RKL/RPL yang merupakan dokumen petunjuk teknis untuk
pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan reklamasi,
selaku pihak Pemrakarsa Kegiatan, PT. Pembangunan Jaya Ancol wajib
melakear.akan keseluruhan materi dan ketentuan sebagaimana tertuang
dalam dokumen RKL/RPL, dengan mengacu kepada antara lain:

2.1. Pengelolaan dampak dan pemantauan komponen lingkungan yang
terkena dampak, meliputi komponen fisik kimia, biologi, sosial
ekonomi dan budaya dan lingkungan binaan, sejak tahap persiapan
sampaj gengan tahap operasi;

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



2.2. Arahan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana terlampir
bersama rekomendasi ini, yang harus diperlakukan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari RKL dan RPL;

Khusus penanganan dampak yang implementasi pengelolaan serta
pemantauannya dilakukan oleh pihak ke tiga (baik selama masa
persiapan dan selama masa reklamasi) tanggung jawab tetap berada
pada pihak Pemrakarsa Kegiatan. Untuk itu diharapkan pihak
Pemrakarsa Kegiatan agar membekali dan senantiasa mengingatkan
rekanan kerjanya (baik pihak instansi terkait, sub kontraktor, pemasok
material dan  bahan  bangunan lainnya, maupun  pihak
pelzksana/manajemen pengoperasian fasilitas terbangun dil.) untdk
melaksanakan materi dan ketentuan pengelclaan dampak serta
pemantauvan komponen lingkungan  yang terkena dampak, sesuai
rencana sebagaimana termuat dalam RKL dan RPL serta ketentuan
teknis lainnya yang berlaku untuk kegiatan tersebut; -

Bahwa Pemerintah Prop. DKL Jakartz akan berpegang kepada
pernyataan kesediaan pihak Pemrakarsa Kegiatan selaku penanggung
jawab kegiatan pelaksanaan hal-hal tersebut pada butir 2. dan 3. di
atas, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 15
Desember 2000 vang ditandatangani oleh Direktur Properti &
Pengembangan PT, Pembangunan Jaya Arcol. (Sdr. Ir. Jahja B. Riabudi,
MBA);

Apabila materi kegiatan dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen
RKL dan RPL tersebui tidak dipenuhi, maka pihak Pemrakarsa Kegiatan
bertanggung jawab atas-keseluruhan resiko yang terjadi, dan kepadanya
dapat dikenckan bndakan sesuai hukum serta peraturan perundang-
undanganyang berlalku;

Guna menjamin terlaksananya hal-nal tersebut pada butir 2. s/d 5. di
atas maka:

6.1. Selama’3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya rekemendasi ini pihak
Pemrakarsa Kegiatan diwajibkan  melaporkan pelaksanaan/
implementasi RKL dan RPL kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta
cq.  Kepala Bapedalda Propinsi DKI Jakarta;

6.2. Setelah masa tersebut pada butir 6.1 di atas diharapkan pihak
Saudara selaku salah satu instansi Pembina, mengambil prakarsa
guna melanjutkan  fungsi  pengawasan dan pema_nmuar:l
implementasi RKL dan RPL melalui koordinasi dengan pihak instanst

terkait.
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/. Selanjutnya diharapkan pihak Saudara untuk memerintahkan pihak
Pemrakarsa Kegiatan agar senantiasa berupaya dan mengambil prakarsa
dalam rangka penyempurnaan upaya pengelolaan serta pemantauan
dampak keqiatannya, sehingga memenuhi ketentuan serta persyaratan
pengelolaan lingkungan yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA .
KEPALA BAPEDALDA PROPINSI DKI JAKARTA
Selaku

EEIIEaNIST AMDAL DAERAK
PR DKI JAKARTA
‘f"" TRV N, -

s L.r" I ; :
! 4 ‘-n@j T e e B s oo

T

Lo, ABOEJOEWONO A,
ST NP 470026047

i

Tembusan disampaﬂ[(an Kepada Yth.

Wagub Propinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan.
Sekda. Prop. DKI Jakarta.

Ass. Adbang Sekda. Prop. DKI Jakarta.

Ketua BKPMD Prop. DKI Jakarta.

Kepala Kanwil BPN Prop. DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan Prop. DKI Jakarta.
Kepala Dinas Pertambangan Prop. DKI Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Prop. DKI Jakarta.
Kepala Sudin P2K Jakarta Utara.

10, Kepala Sudin PU. Jakarta Utara.

11. Kepala Sudin Tata Kota Jakarta Utara,

12, Presiden Direktut PT. Pembangunan Jaya Ancol.

DN B N

3
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LAMPIRAN |

Rekomendasi Nomor - 0/ =T. 17726

Tanggal

", 129 Mei 2001

Mengacu kepada surat persetujuan/rekomendasj Updating RKL dan RPL ini,

rbnakf pihak Pemrakarsa Kegiatan diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai
erikut :

I.

11

1.2

II.

2.1,

KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI DALAM RANGKA KAJI
ULANG/PEMUTAKHIRAN DAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN RKL
DAN RPL : ‘

Dalam  konteks updatingfreview (pemutakhiran  dan  kaji ulang) serta
penyempurnaan dokumen RKL dan RPL, mengingat kemungkinan perubahan
yang dapat terjadi selama periode perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
dan pengoperasian fasilitas terbangun, maupun perubahan yang menyangkut
perkembangan peraturan dibidang pengelolaan limgkungan, diharapkan pihak
Pemrakarsa kegiatan agar senantiasa melaksanakan kaji ulang (review) dan
analisis dokurnen RKL dan RPL, khususnya dalam rangka peningkatan kinerja
pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;

Dalam konteks tersebut di atas, pengkajian ulang (review) dan analisis
diharapkan melinuti antara lain hal-hal sebagai berikut :

d. Pengungkapan  komponen-kemponen kegiatan vyang diperkirakan
menimbulkan dampak penting pada periode reklamasi, pasca
reklamasi,  terutama terhadap kemungkinan adanya perubahan jenis,
volume intensitas kegiatan;

b. Pengungkapan komponen ingkungan vang terkena dampak  perlu
diuraikan dengan Jelas agar terlihat pada saat kegiatan apa dan  kapan
akan terkena dampak;

C. Pemutakhiran (updating) peraturan perundang-undangan dan
ketentuan *pengelolaan lingkungan vang berlaku dan dijadikan  acuan
pengelolaan pemantauan dampak;

d. Kaji ulang' (review) prakiraan dampak dan evaluasi dampak, serta

penangan‘e{p dampak potensial (hasil prakiraan dan evaluasi dampak) agar
dilaksanakanr: konsisten;

KEWAJIBAN YANG HARUS DIPEMUHI DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN DAMPAK:

Dalam konteks pengembangan kensep pengelolaan lingkungan, tanggung
Jawab Pemrakarsa Kegiatan sangat diharapkan bahwa kehadiran dan
eksistensinya- tidak hanya menambah beban dan tekanan terhadap
lingkungan, namun sebaliknya memberikan nilai tambah kepada kuallltas

4
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mutu -:Jan__fungsi pelayanan kota  pada wumumnya 'dan  pelayanan
lingkungan di sekitar pada khususnya:

Dalam koiteks pengembangan konsep dan implementasi konsep dan sistem
pengelolaan dampak penting, Pemrakarsa Kegiatan diwajibkan untuk
melaksanakan upaya-upaya terhadap:

a. Pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut (kekeruhan);

b. Pengefnlagﬁm dampak terhadap berkurangnya keanekaragaman biota
laut: '

Pengembangan terbukanya kesempatan kerja;
Pengelolaan gangguan Kamtibmas;
Pengelolaan gangouan transportasi laut;

omoE

Pengelolaan gangguan transportasi darat;

g. Pengelolaan terhadap kabel ASEAN;

h. Pengelolaan campak sedimentasi;

i.  Pengelolaan dampak abrast;

). Pengelolaan dampak kemungkinan terjadinya banijir;
k. Pengelolaan dampak geologi teknik;

| Pengelolaan terhadap lingkungan binaan,

KEWAJIBAN YANG HARUS  DIPENUHI DALAM RANGKA
OPERASIONAL PENGELOLAAN & PEMANTAUAN DAMPAK

LINGKUNGAN :

Dalam meIanganakaﬂ pengelolaan dampak sebagaimana terungkap dan

Kegiatan Reklamasi Pantai Ancel Pantzi Barat, kKhususnya yang mencakup

kegiatan pengelalaan dampak potensial yang - telahftengah berlangsung

maupun yang akan terjadi, Pernrakarsa Kegiatan wajtb dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemantauan dampak dari kegiatan yang telah menyebabkan
menurunnya kualitas lingkungan alam maupun buatan di sekitarnya,
baik kegiatan akibat reklamasi maupun aktivitas pendukung lainnya;

b, Pemantauan dampak dari kegiatan yang telah dan akan menyebabkan

menurunny: mutu/kualitas beberapa komponen lingkungan didalam

lokasi kegiatan akibat reklamasi dan kegiatan pembangunan fasilitas
pendukund;

. Menyusun serta melaksanakan penjadualan  pemantauan d;:'_lml::}ak
lingkungan selama 1 (satu) tahun bersama dengan instansi terkait atas
pembiayaan Pemrakarsa Kegiatan;

Pengelolaan dampak penting dan pemantauan komponen lingkunggn yang
rerkena dampak meliputi beban dan dampak kegiatan Reklamasi Pantai

5
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Ancol Barat terhadap kinerja sistern dan Jaringan pelayanan lalu lintas darat
dan laut pada umumnya;

Daiam_ Operasionalisasi kegiatannya Pemrakarsa Kegiatan juga diharapkan
memberikan dukungan atas pelaksanaan berbagaij program pembangunan
yang tengah berlangsung di wilayah Prop. DKI Jakarta, khususnya di sekitar
lokasi Kegiatan Reklamasi Pantai Ancol Barat, antara [ain program
penghijauan kota (Gerakan Sejuta Pohon), program keindahan kota
(beautification),dll.;

KEWAJIBAN YANG HARUS' DIPENUHI DALAM RANGKA
EE;LNGKATAN KINERJA MANAJEMEN/PENGELOLAAN LINGKU-

Pemre_ukarsa Kegiatan diharuskan  senantiasa meningkatkan kinera
manajemen/pengelolaan dampak lingkungan secara berkala, khususryva
dalam konteks evaluasi RKL/ RPL;

PERIHAL PELAPORAN DAN PELAKSANAAN RKL/RPL:

Guna menjamin dan melihat kesungguhan dan konsistensi pihak Pemrakarsa
Kegiatan dalam. melaksanakan keseluruhan materi kegiatan dan muatan
dalam RKL serta RPL, sesuai Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2000
yang ditandatangani  oleh Direktur Properti & Pengembangan PT,
Pembangunan Jaya Ancol. (Sdr. 1r. Jahja B. Riabudi, MEBA), maka selama 3
(tiga) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi ini, pihak Pemrakarsa
Keaiatan diwajibkan malaporkan pelaksanaan/ implementasi RKL dan RPL
kepada Gubzrnur Prop. DKI Jakarta cg. Kepala Bapedalda Prop. DK Jakara,
khususnya pelaksanaan pengelélaan dampak penting maupun dampak-
aampak lainnya yang timtul kemudian akibat kegiatan reklamasi.

Bahwa kelalaian atas pelaksanaan materi dokumen RKL/RPL, maupun mater
Lampiran surat ini, dapat berakibat dihentikannya sebagian ataupun selurub
pelayanan unit Pemerintah Prop. DKI Jakarta kepada Pemrakarsa Kegiatan,
dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatannya.

A.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA BAPEDALDA PROPINSI DKI1 JAKARTA
Selaku
KETUA KOMISI AMDAL DAERAH
E“,,?,‘E?PRDPINSI DKI JAKARTA,

N-‘:

£ B TR
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b= % )
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Lampoam
Perihal

i B G R AR B,
s e e . . ;
B B i) Jakarta, 13 April 2002
Memulal kembali Proses pelaksanaan Kepada Yih,
rekhimiest Direktur Litama.
PT. Pembangunan Java Ancol

di-
Jukara

Sehubuncan dengan sural Saodira No. UE2 DTR-PIAT RO g =
Ty et 2007 Perihal Konlirmasiodelanjutkan Reklamasi Ancel Baret. i
prinstpnse kami tidak herkeberatan. apabila Saudary moemulin kembaie proses
peliksamaan rekiasmasi Aneol Barat seluas 60 ha yong terhenti sejah awal sabi
[99R haren terkena dumpak krisis ekenomi.

Pert kagni ingatkan kembali bahwa dalam pulaksagan. provek lersebul
st ars inchengkiapt kelengkapun yamg perlu saudara siaphan, '
Adapun kelenpkapan-kelenghapan yang pecha Sautrd stapkan adalid
wr b oz
Lo boventarisasi Kelenglupan  Pereneaninn i Relemplkapan  Felins

1e i bmtiasi.

o Rolenehapan perencanmai widiel - Sorvey [bartliineren dernbestih o
st benddan yang adi. Rencang Peplipinkan  purgmarisn  aetalt
Fonstapen fencana dari instansi terkait.

i

o i kembil Urieait. i B oddin e MIETPC LS
PR 1 PO R RN EA BT H pl'.-mEni wniuk unm

o Peavehakanstrukiue anal,

o Kodonehapanere g ek dan tabap pelaksanian.

o peroman vang elah opernaly dikeluaikan. sepurti perivinon e
perenginnin kol izin mengur. rzim pengptnaan kipel. dan sehasams .

3 Penclitian Design Konstruksi Rellamasi .
o Desiun pelindung reklansi,
= iJ-:.x'li-L_’n ceklamast,  penctapon  reklamasic penetapan standiri-stimadan
fcliwvaken weknis. penetapin peil muka tanaly reklamas penclapily reneall
astem reklamasi (uragan penuh. urugan dan pelder).
o Jenean dan design inlrastruklur.
o Ladag] peluksainsan.
o Ldctand keburutun balan,
o UM wtnk peloksinimindveder
3. Perlitunpan hebutuban Bahan, okasi Sumber Nengimbilan Baban

U rupan dan Baban Lainnya.

o st pengambilan baban,

o kolenphapan Amdal lokas penganibilion Bahin

o Prmapeniasi dari dan ke lokas pengambilan dan pene e

o Perizinan vang dibutubkan, termasuk izin pengguaan AU LEisers
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[ carbursan

Kebutuban [nfrastruktare

o Benci®y dan desien dan Tasilitas vansportast, termaseh jalin masuh
penctapan lokast pompa dan sebagainyi,

o Hencina penvediaan air bersih,

s Repcana pembuangan air kotor,

o Standart pembangunan seperli penetapan kabel, waliun, pemamanim RALHRT

dan sebhagainya,

Pembiayaan

s Konsep “hinancial scheme™ sang telah saudary bual,

Pembuntan Dokumen-Dokumen Tender dun Pelaksanaan Tender.

Hawi kontrokior vane mengikut wender dalam pelaksanuan Reklamis: Ancol

Hara vang dilsksanakan oleh 171 Pembangunan Jaya Ancol hurus menenulii

peraturin viny berlaku.

Proses Kontrak Pekerjann Reklamasi. i

Pelaksanaan Kepstruksi

Pols Pelaksansan Dengin BP. Reklamasi Pantura Jakarta

«  Liventarisast perizinan Serta dokumen-dokuemn tekaby ying o, termasuk
dekunten Amdals dilaksanakan eleh PT. Pembangunin laya Ancol

o Penclitn perizinan Jan dokumen-dokumen cknis sang adi dilaksnakan
aiclc BP. Reklamasi Pantura Jakarta denpan menunjuk Konsultan Supervis
nersinni-sama dengan T Pembangunan Jaya Ancol,

o Ponchition dias Amdal vany telah disahkan oleh Bupedalda DRE Jakara.

CPercncanaan pengpunaan B rosimg agar direncanekane sejilan dengun

pelaksanaan reklamasi

Kami vakor bahwa suudary wlibh memponyai sascicogkap kelenykanan-

Cotenehupan tersebul, dan pada saat ini yang diperlukan banyaleh menpechek
Lembali kelengkipan dan validitasnya,

Do iun ains perhationnva diucaphon weim Fiimaby
[ \ .

Foastiban |l

P T S

do e Moch, Subarta g

Vs Prop DR Bkt B Pembangan
Goluboe oot B2 Rekbanuss: Panturs Jakania
Foopala BT Propast B3R fukarty

\ ~.||-_\:i-.

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



L hiuBunGAN ’

B
E KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP. 31 TAHUN 2003

TENTANG

* PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI DAT.AM DAERAH LINGKUNGAN
KERJA PELABUHAN UMUM TANJUNG PRIOK, DKI JAKARTA
KEPADA PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL

MENTERI PERHUBUNGAN,
._ mbaca : surat Direktur Jenderal Peshubungan Laut Nemeor B-2743/PP-72 tanggal
= 11 Desember 2002 perihal peomohopan izin reklamasi A.n PT,
Pembangunan Jaya Ancol;
Jf.:i.m|11b;1:1§_ - balwa dalam rangka memeénuhi keburuhan proyek-proyek

reklamast di wilayah Ancol Barat, PT. Pembangunan Jaya Ancol
‘memerlukan lahan daratan di dalam dacrah lingkungan kerja dan
daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Umum Tanjung Prick
dengan eara mereklamasi pantai; °

b bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan
pelayaran,  kepelabuhanan, teknis/konstruksi dan kelestarian
lingkungan, reklamasi yang dilakukan olch PL. Pembangunan

' Jaya Ancol telah memenuht persyaratan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

oo bahwa dalam iangka tertib administrasi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Momor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan
Kepusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 ‘lahun’ 2002

i tentang Penyélengparaan Pelabuban Laut, perlu memberikun 1zin
i reklamasi pantai di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuban

i ., Umum Tanjung Priok, DET Jakaria kepada PT. Pembanpunan

Jaya Ancol , dengan Keputusan Menteri Pechubungan;

i,

Ot

l. Undang-undang MNomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Nepara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tiunbahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999:.tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

',I b g0 eruk g1 i
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Menctapkan

PERTAMA

Ancol {0 WekiBag-1j

o Peraturan  Pemerintah  Nomor 81 Tahun 2000  (entane
Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

5. Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 427,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi
SOLAS;

7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen, scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

e Kepotusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang Orpganjsasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
sebagaimana telah dinbah terakhir dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

9, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN
I[N REKLAMASI PANTAI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN
KERJA PELABUHAN UMUM TANJUNG PRIOK, DKI JAKARTA
KEPADA PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL.

Memberikan izin reklamasi pantai kepada :

a. Nama pcfusahaan "~ . PT. Pembangunan Jaya Ancol

b. Bidang usaha : ‘Perdagangan Barang, Distributor,
Eksportir, Importir, Rumah/Gedung

¢. . Alamat = 1. Lodan Timur No. 7
Jakarta Utara

d. N.P.W.P : 1.300.238.1-051

e Penanggung jawab Ir. Jahja B. Riabudi, MBA
(President Direktur)

yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum

Tanjung Priok, DKI Jakarta seluas + 60.000 Ha (enam puluh ribu
Hektare), pada posisi koordinat geograhs :

06° - 06'- 59,25" LS 06° -07'- 13,50" LS
| R s e B P B e ot
106° - 49'- 06,50" BT 106°- 49'- 04,60" BT

] 1 .

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ancol |03 \Keeak\Bag-1)
»

} -
- 06°-07'-14,50" LS as°® -07'- 18,50 LS

5 i 4) S —
106° 49"~ 12,50" BT 106°- 49'- 12,50 BT
06° - 07'- 18,50" LS 06° - 07'-23,25" LS
§) e B} Sereesbee
106° - 49'- 12,50" BT 106°- 49'- 11,75" BT
% 06° - 07'- 25,00" LS 06° - 07'- 23,50" LS
e " . 8) i i
106° - 49'- 23,00" BT 106°- 49'- 32,00" BT
06° - 07'- 18,50" LS 06° - 07'- 17,75" LS
9) b AT 10) - - e
106° - 49'<23,25" BT 106°- 49'- 32,00" BT
06° - 07'- 17,25" LS . 06° - 07'- 17,50" LS

11) - - T2
106° - 49'- 31,25" BT 106°- 49'- 34,00" BT
06° - 06'- 19,00" LS 06°-07'- 19,00" LS
13) B v 14) -
106° - 49'- 35,00" BT 106°- 49'- 28,25" BT
06° - 07'- 18,00" LS 06° =07'-05,25" LS
15) . et 16y - —
106° - 49'- 35,00" BT 106°-49'- 33 30" BT

06° - 07'- 02,75 LS
106° -49'-31,25" BT

Pemegang izin reklamasi sebagaimana  ‘dimaksud dalam  Diktum
PERTAMA diwajibkan :

17)

a. mentaati peraturan pcrqndapgfundangan-dan ketentan di bidang
pelayaran serta kelestarian lingkungan,

b. melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala kepada Menteri
Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan
dari kegiatan reklamasi yang dilakukan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan reklamasi dengan PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia L.

Tzin reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan Umum
Tanjung Prick dapat dicabut apabila pemegang 1zin melanggar kewajiban
sebagaimana diatur dalam Dikum KEDUA Keputusan ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

Pcngﬂwasan_ terhadap izin “reklamasi  sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dilakukan oleh Administrator  Pelabuban Tanjung

Priok.
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KELIMA o Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan da
pengawasan tekms kepelabuhanan terhadap reklamasi perairan di Dala
Daerah Lingkungan Kera Pelabuhan Umum Tanjung Prick yan
dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
_ Ditetapkandi : JAKARTA
' Pada tanggal : 20 Januari 2003

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Pertahanan;

Menterni Keuangan;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Sekretaris MNegara;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Gubermur DKI Jakarta;
Sekretaris Jenderal, Inspekr Jenderal dan Direkiur Jenderal Pérhubungan Laut;

Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan KSLN Sckretariat
Jenderal Departemen Perhubungan;

i Direksi PT. Pembangunan Jaya Ancol;
12, Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia 11
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ﬁwrﬁm PERHUBUNGAN

(REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER] PERHUBUNGAN

NOMOR : KP. 33 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN KEPADA PT. (PERSERO) PENGERUKAN
IA UNTUK MELAKUKAN PENGERUK AN PEMBANGUNAN ALUR

INDONES

, Membaca

Menimbang

Mengingat

Rukinds 12 werarnag)

DARI DAN KE LOKASI PROYEK REKILAMASI ANCOL BARAT

YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN

TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA ...
MENTERT PERHUBUNGAN,

surat Direktur Jenderal Perhubungan Taut Nomor B-54/pp 74 -tanggal 21
Januari 2003 perihal permohonan izin kerja keruk A.n PT. Pengerukan
Indonesia;

a.

bahwa untuk kepentingan keselamatan berlayar .bagi kapal-kapal
dari dan ke lokasi proyck reklamasi Ancol Barar, perlu
pengerukan pembangunan alur pelayaran yang berlokasi di dalam
DLKR Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan dilakukan oleh PT.
(Persero) Pengerukan Indonesia;

balwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan
pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, dapar
diberikan izin kepadz PT (Persero) Pengerukan indonesia untuk
melakukan pembansunan alur pelayaran dari dan ke lokasi proyek
reklamasi Ancol Barar yang berlokasi di dalam dacrah lingkungan

kerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu

- menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian

Izin Kepada PT (Persero)  Pengerukan Indonesia Untuk
Melakukan Pengerukan Pembangunan Alur Pelayaran Dari Dan
Ke Lokasi Proyek Reklamasi Ancel Barat Yang Berlokasi di
Dalam Daerah Lingkungan Kerja' Pelabuhan Tanjung Priok,

Jakarta Utara;

Undang-undang Nomor 21 Tihun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3493)-

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan 'Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



UENTERI PERHUBUNGAN

PUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP. 33 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT, (PERSERO) PENGERUK AN

INDONESIA UNT!

JK MELAKUKAN PENGERUK AN PEMBANGUNAN ALUR
U DAN KE LOKASI PROYEK REKTLAMASI ANCOL BARAT

YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN

. Membaca

Menimbang

Mengingar

Rukenda o \Menand ag-l|

TANJUNG FRIOK, JAKARTA UTARA =

MENTERT PERHUBUNGAN,

surat Direktur Jenderal Perhubungan L aut Nomor B-54/PP 74 tanggal 2]
IJunuarl 2003 perihal permohonan izin kerja keruk A.n PT Pengerukan
ndonesia;

.

bahiwa unuk kepentingan keselarnatan berlayar bagi kapal-kapal
dari dan ke lokasi_ proyek reklamasi Ancol Barat, perlu
pengerukan pembangunan alur pelayaran yang berlokasi di dalam
DIKR Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan dilakukan oleh PT
(Persero) Pengerukan Indonesia;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan
pelayacan,  teknis/konstruksi dan kelesrarian itngkungan, dapat
diberikan izin kepada PT. (Persero) Pengerukan Indonesia uniuk
tnclakukan pembangunan alur pelayaran daci dan ke lokuasi proyek
rexlamasi Ancol Parat yang berlokasi di dalam dserah lngkunpan
kerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara:

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, puerlu
rmenetapkan Kepurusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian
Izin Kepada PT. (Persero) Pengerukan Indonesia Untuk
Melakukan Pengerukan Pembangunan Alur Pelayaran Dari Dan
Ke Lokasi Proyek Reklamasi Ancel Barat Yang Berlokasi di
Dalam Daerah Lingkungan Kerja: Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta Utara;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang  Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan ‘Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699):

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



svenerapkan

PERTAMA

Rukinds |0 % enaiBag. ||

3. Pcraturan_ Pt:mcrinmi-! Nomor 27 Tahun 1999 lentang  Analigs
Mengenrai Dampalg Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahur
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomos 3838):

4, *Iicram'ran_ Pemerintah  Nomor &1 Tahun 2000 tentane
Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001); '

5 Peraturan = Pemeriatah Nomor 69 Tahun 2001 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 N
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); omor 427,

6. i{émsan Presiden Nomor 65 Tahun [980 tentang Ratifikasj
e Kepuiusan Presiden Nemor 177 Tahun 2000 entang Susunan

DrganESasi' dan Tugas D%:artpmen sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Momor 38 Tahun 2001;

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerju
Departemen;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001

teorang  Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001:

10.  Kepuwmsan Menteri Perhubungan MNomeor KM 54 Tahun 2002
ientang Penyelenggaraan Pelabuhan Lati:

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN
IZIN" KEPADA PT (PERSERO) PENGERUKAN [NDONESIA
UNTUK MELAKUKAN PENGERUKAN PEMBANGUNAMN ALLIR
PELAYARAN DARI DAN KE PROYEK REKLAMASI ANCOL
BARAT YANG BERLOKASE DI DALAM DAERAH LINGKUNGAMN
KERJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA.

Memberikan 1zin unwwk melakukan pengerukan kepada :
a Nama perusahaan . PT. (Persero) Pengerukan Indonesia

Jasa pelaksanaan konstruksi, klasifikas

b. Hidang usaha
sub bidang reklamasi dan pengerukan

J1. Raya Ancol Baru, Ancol Timur

C. Alamat

Jakarta 14310
d, N.P.W.P : 1.060.011.2-051
e. Penanggung jawab  :  Wahyono Bimarso

{Direkwr Utama)

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



untuk melakukan pengenusan pembuatan alur pelayaran dari dan ke loka:
proyek reklamasi Ancol Barar dengan volume keruk 350.000 M3 Wan
berlokast di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarja, sebagai berikur - :

a. Pada posisi koordinat
5 05°-50"'-00" LS 05°-43'-00" LS
' DY et
107° - 20" - 00" BT 107° - 08' - 05" BT
05°-43'-00" LS - 05°-52"'-30" LS
3) 2 4) T
106° - 37" = 37" BT 106° - 00" - 00" BT
: 2 06° - 06" - 00" LS
s ) '
' 106° - 51' - 15" BT
b. Peralatan kapal keruk dan alar-alat bantunya sebagai berilou -
HMAMA .
No. KAPRL, TYPE KAPASITAS BENDERA
1.] ¥alimantan IT _Hopper : 4,000 M2 Indonesia
Sucticn
Dredgexr ]'
KEDLUA - Pemegang izin pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Dikntm
PERTAMA diwajibkan :
a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentan di bidang

pelayaran serta kelesiarian lingkungan;

b. memasang tanda-tanda buoy/navigasi (rambu-rambu Avigas:)
yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam har)
‘dan berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan Tanjung
Priok;

c. +  bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak vang ditimbulkan
dari kegiatan pengerukan yang-dilakvkan:

d. membuang hasil keruk/material keruk pada lokasi yang undak
mengganggu  keselamatan  pelayaran yang pelaksanaannya
berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok;

&, mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengerukan  dengan  PT
(Persero) Pelabuhan Indonesia II;

i melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala {setiap bulan)
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Hukindo o MetubUiag-l|

L
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KETIGA  lzin pengerukan pembangunan alur pelayaran dan dan ke lokasi ]"}m.&
reklamasi Ancol Barat yang berlokasi di dalam daerah lingkungan ke
Pelabulian Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh PT. (Pcrsmf}} Pﬁrzgcrulé
Indonesia dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar kewajibag
sebaggimana diatur dalam Dikwum KEDUA Keputusan ini dan peratyrs
perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

KEEMPAT © Direkmur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan
pengawasan leknis kepelabuhanan terhadap pengerukan pembang
alur pelayaran dari dan ke lokasi proyek reklamasi Ancol Barat i
berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung P
Jakarta Utara, yang dilaksanakan oleh PT. (Persero) Pengeru

Indenesia.

KELIMA - Izin pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum. PERTAM AR
berlaku selama 1 (satu) tahun, sepanjang pemegang izin pengerukan:
sebagaimana dimaksud dalam Dikwm PERTAMA tdak melanggar

ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepumsan ini. <

KEENAM © Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di t JAKARTA
Pada tanggal + 23 Januari 2003

MENTERI PERHUBUNG AN
td

AGUM GUMELAR, M.Sc
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Pertahanan;

Menteri Keuangan;

Menteri Energiidan Sumber Daya Misieral;
Sekretaris Negara; -

Kepala Staf TNi Angkatan Laut;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Gubernur DKI Jakarta, _
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direkiur Jenderal Perhubungan Laut;

0 Kepala Biro Pétencanaan dan Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat

Jenderal Departemen Perhubungan;
1. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
12. Direksi PT. (Persero) Pengerukan Indonesia;
I3 Direksi PT. Pembangunan Jaya Ancol.
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GeRI PERHUBUNGAN
(PUBLIK INDONESTA

—_—

KEPUTUSAN MENTER] PERHUBUNGAN

NOMOR : KP.309 TAHUN 2002
TENTANG

DUWILAYAH PERAIRAN KABUPATEN SERANG, PROPINSI BANTEN DAN

KEPULAUAN SERIBU, PROPINSI DK JAKARTA

E MENTERI PERHURB UNGAN,

i k =

5 Membaca © - surat Direktur Jendera] Perhubungan Laut Nomor B-2694/PP-74 13 nggal
: 30 Oktober 2002 perihal permohonan izin kegja keruk Pasir Laur A
PT. Jatstar;

; Menimbang I bahwa dalam rar:gka. meningkatkan keamanan dap keselamatan

'. b.

£

f_

: g

b

|

Munginga! ; I
2

iy [ U erakyl (TR

pelayaran di lokasi pengenukan pasir laur pada alur pelayaran di
wilayah perairan Kabupaten Serang, Propinsi ~ Banten dap
Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan
oleh P Jetstar, periu dilakukan pengawasan dan pengendalian:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamarag
pelayaran, kepelabuhanan, teknis/konstruksi dan kelestarian
lingleungan,  dapat diberikan izip kepada PT. Jetstar uniuk
melakukan pengerukan pasir laut pada ajur pelayaran di wilayah
perairac  Kabupaten Serang, Propinsi Banten dan Kepulavan
Seribu, Propinsi DKI Jakarta;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perluy
menstapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian
Izin Kepada PT. Jetstar Untuk Melakukan Pengerukan Pasic Laut
Pada Alur Pelayaran Dj Wilayah Perairan Kabupaten Serang,
Propinsi Banten dan Kepulauan Seriby, Fropinsi DKI Jakarta:

Undung—undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang  Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699):

i 1
] .
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fenetapkan

Jetstar 10 e Bag )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1999 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

4. Peratwran  Pemerintah  Nomor 81  Tahun 2000  tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 427,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi
SOLAS; o
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahua 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001,

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen, sebagaimana telah  diubah terakhir  dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Lt Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Pengusahaaa Pasic Laut;

10. Kepuusar, Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Depactemen Perhubungan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

11. Keputusan -Menteri Kelautan dan  Perikanan Nomor
KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut
‘Untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN
IZIN ¢ KEPADA PT. JETSTAR  UNTUK  MELAKUKAN
PENGERUKAN ' PASIR LAUT PADA ALUR PELAYARAN DI
WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN SERANG, PROPINSI
BANTEN DAN KEPULAUAN SERIBU, PROPINSI DKI JAKARTA.

|
I

Tinjauan yuridis..., Agusti_ne Iriani, FH UI, 2011.



HAMA
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Memberikan izin untuk melakukan pengerukan kepada -

a. Nama perusahaan i PT. Jetstar

b. Bidang usaha : General supplier and Marine
construction

C. Alamat 1 JI. Kemayeran Ketapang No. 126

Jakarta Pusat 10630
d. Penanggung jawab - Henry Hartono (Direktur)
untuk melakukan pengerukan pasir laut pada alur pelayaran dengan
volume keruk 3.000.000 M3, dengan luas area 3.244.8 Ha di wilayah
perairan  Kabuten Scrang, Propinsi Banten dan Kepulauan Seribu,
Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :
a. Pzada pesisi koordinat :

Lokasi Kabupaten Serang, Propinsi Banten

106°--13"- 7,6 " BT 106°-14'- 36,5" OT

D U 2) e
58< 53" - 59,89 s 5% 983'-59,8" 1S

106°- 14'- 36,5 * BT 106°- 14'~55,9" BT

3 - —— i A
5°-54' -16,0" LS 5°-54°-16,0" LS

106 - 14*-~ §5.9-" BT" 106°- 17°-40,0" BT

S e
5° - 54" -26,1" LS . 5°-54'-26,1" LS

© 106°-17'- 40,0 " BT 106°- 18'- 54,4" BT
L B) e
S AR B S Ao 28 5% 18

* 106°- 18'- 54,4 " BT 106°- 19'- 30,0" BT
9 e L —
, 5°-55'-8,1"LS 5°-55'-8,1" LS
106°- 19'- 30,0 " BT 106°- 19'- 12,2* BT
s — I --
5°-56'-37,6" LS 5°-56'-37,6" LS
3
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18)

20)

22

24)

26)

28)

106°- 19'- 43,8" BT

%57 -9.0" LS

106°- 19'- 21,2" BT

5°-57" -48,0" LS
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106°- 18'-7.5" BT
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Kabupaten Kepulauan Seribu; Propinsi DKI Jakarta
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106°-30'- 39,2 * BT . 106°-30'-39,2* BT

7} e B lsesmsngswll,
3%-57 -4,1" LS - 5%-56"-47,9" LS
b. | Peralatap kapal keruk dan alat bantunya sebagai berikur -
JENIS HnMa
No. ¥FADAL, KAPASITAS KETERANGAN
1. | Clamshell 5,5 M3 Milik PpT,
Tondano Rukindo
2 Trailing Sucticn Milik pT.
Hopper Dredger Rukindo
- KK Aru II 5.000 M3
_l- - KK Sulawesi II| - 2.900 M3

Izin pengerukan scbagaimana dimaksud dalam Dikoum PERTAMA,
dilarang unmk diperdagangkan, dia}jhkamdipindaluangan}can kepada
pihak lain dalam bentuk apapun. '

Pemegang - izin ngerukan - sebagaimana  dimaksud  dalam Diktumn
PERTAMA diwajibkan

a. . mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang
pelayaran serta kelestarian linglaungan:

b. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang dumbulican duri
kegiatan pengerukan yang dilakukan;

oo memasang tanda-tanda keruk (rambu-rambu navigasi) yang dapat
dilihat _dengan jelas baik Siang maupun malam  hari  dan
berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan setempat;

d. memasang alat pantau PT. Surveyor Indonesia di setiap kapal

keruk yang sedang dioperasikan dan mengaktifikcannya;

€. melaporkan kegiatan pengerukan seeara berkala kepada Direkiur
Jenderal Perhubungan Laut C.q Direkiur Pelabuhan dan
Pengerukan, denpan tembusan Kantor Pelabuhan Karangantu,
Propinsi Jawa Barat.

[zin kerja keruk ini didasarkan pada kepentingan keselamatan pelayaran,
sehingga hal-hal diluar tersebut agar diselesaikan dengan instanst teckait.

Izin ‘pengerukan pasir laut pada alur pelayaran di wilayah perdiran
Kabupaten Serang, Propinsi Banten dan Kabupaten Kepulauan Seribu,
Propinsi DKI Jakarta dapat dicabut apabila pemepang izin melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA Keputusan imt dan persiuran
perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengerukan sebapanmana dimaksud s
dalam Dikiim PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Pelabuha
Karanganty, Propinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor !Jclzll;u_hi_t.
Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta.

Tinjauan yuridis..., Agustine Iriani, FH Ul, 2011.



KETUJUH : Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  melakukag pembinaan  dan
pengawasan eknis terhadap pengerukan pasir laui pada alur pelayaran di
wilayah perairan Kabupaten Serang, Propinsi Banten dan Kepuliuan
seribu, Propinsi DKI Jakarts oleh PT. Jetstar.

KEDELAPAN @ lzin pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Dikwm PERTAMA
berlaku 1 (sat) tahun, scpanjang pemegang izin pengerukan tidak
melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN :  Kepuwsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal :4 NOPEMBER 2002

MENTERI PERHUBUNGAN
TTD
AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Pertahanan;

Menteri Keuangan;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

Menteri Kelautan dan Perikanan:

Sekretaris Negara;

Panglima TNI;

Kepala Staf TNT Ahigkatan Laut; .

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Gubernur Propinsi Banten;

Gubernur Propinsi DKI Jakara.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direitur fenderal Perhubungan Ly,
Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan KSLN Sckretirial
Jenderal Departemen Ferhubungan;

Direksi PT. Jzistar.
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Momor
Sifat : Penting Kepada
Lampiran  : 1 berkas dakumen ¥th. PT. Pembanguanan Jaya Ancol
Perihal . Rekomendasi KAANDAL di
Jakarta

Pembangunan Kawasan Ancol Barat

Sehubungan dengan surat dari Komisi penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta

N:}.ﬂSIK,A.ANDALJKmnisif)(I_,FEUH} tanggal 25 November 2010 Perihal Rekomendasi
KA ANDAL Pembangunan Kawasan Ancol Barat, oleh PT. pembangunan Jaya Ancal di
elurahan Ancol Kecamatan pademangan lakarta Utara, dengan ini kami bertahukan

hal-hal sebagal berikut:
1 @adan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah: (BPLHD) Provinsi DX’ Jakarta dapat
merskomendasikan  dokumen Kerangka Acuan analisis Dampak Lingkungan

(KA. ANDAL) tersebut.
5. Deskripst Pembangunan Kawasan Ancol Barat, .g;ﬂalah sebagal berikut

Blok 1 < parumahan Marana Coast Royal Residence

Elok 11 . Perumahan Marina Coast * The Forest”
Elok I . perumahan Marina Green
Elok IV - perumahan Metro Marina Residence
Blak W . perumahan Marina Cove Residence
Blok Wi . perumahan Marina Coast * The Bukit”
Blok VII - Rencana Perumahan
Blok VIII : Rencana Perkantoran
3. Isu Lingkungan yand diperkirakan akan Limbul pada rencana kegiatan antara lain:
Tahap Konstruksi : ,
- Terganggunya Estelika Lingkungan - Lalu bintas

- Kesempatan Kerja dan Berusaha

Biota Perairan
Penurunan Muka Tanah

- Perurunan Kualitas Udara

- Peningkatan Kebisingan

- Keterbatasan Air

_ Limbah Cair dan Limbah Padat

Tahap Operast :
- Lalu Lintas Biota Perairan
- Keterhatasan Air peningkatan Kebisingan
Interaksi Sosial

_ Limbah Cair dan Limbah Padat
. Kesempatan Kerja dan Berusaha

4, Selanjutnya Pemrakarsa Kegiatan agar MEnyUsLn Studi Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL), Rencana pengelolaan  Lingkungan (RKL), Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Ringkasan Eksekutif (RE) dengan berpedoman

&
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pada Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan dokumen
KA.AMDAL yang telah direkomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Komisi
Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta ¢q. Kepala BEPLHD Provinsi DKI Jakarta
untuk dinilai lebih lanjut, sesuai jadwal yang disepakati/termuat dalam dokumen

KA. ANDAL;

5. Setiap perubahan rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Ancal Barat, oleh PT.
Pembangunan Jaya Anccl di Jalan Kelurahan Anccl Kecamatan Pademangan
Jakarta Utara yang dapat menyebabkan perubahan mater dan lingkup studi
ANDAL, diakomodasi dalam Adendum KA. ANDAL serta senantiasa dilaporkan/
disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala
BPLHD Provinsi DKI Jakarta guna kepentingan kaji ulang dan pemutakhiran bagian-
bagian/materi dokumen KAANDAL;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DRED 1_}--: QAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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Tembusan :

Gubernur Provinsi ORI lakarta;

Sekda Provinst CKI Jakarta;

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
Walikota Jakarta Utara;

Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta

Fepala Dinas Tata Ruang Provinst DKT lakarta;

Kepala Dinas Pekerjaan Umuom Provinsi DEI Jakarta;

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKL Jakarta;

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKT Jakarta
l{] Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKT Jakarta;

11. Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Utara;

12, Sekretaris Komisl Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKT Jakarta.
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